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perbankan syariah yang berlandaskan atas Al-Quran dan Hadist
yang jarang ditemukan dalam buku-bulk
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Bagian Pertama
Pendahuluan

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan
kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya memiliki hubungfu? ydl’lg
tidak dapat dipisahkan. Bank nwmbcr‘lk.zm modal Tttau puu;nllf:
kepada para pelaku bisnis, para penunjam mcncnu‘n‘ll i.Jm tl 1‘1‘
modal dari bank untuk meningkatkan usaha, oln?h karena itu, tanpa
bantuan modal maka kegiatan usaha akan beqaluullmubat‘ dalam
memperoleh kemajuan, dan tentu saja hal tcrsch'u tidak chhara'ui-
kan. Pada saat ini bank, tidak hanya memenuhi kebutuhan p‘utl
pelaku bisnis, baik bisnis biasa maupun kelas menengah ke atas,
pamun bank telah menyentuh semua lapisan  masyarakat b;v\lmh,
mempergunakan bank untuk mem-cnuhl kebutu.h‘mml)-ra azz?
menyempurnakan keinginannya baik }szg bu sifat \onaullnr 1
properti, pendidikan, asuransi, investasi, gadai, -tzlblmg,du 1:1]1,
tabungan pensiun dan lain-lain. Oleh kavena itu, bank telah

menyentuh pada semua kebutuhan masyarakat.

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan
atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan,
«id e (%

tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan



ckonomi suatu negara. Seclain itu, bank juga dapat membantu
kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya
sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lingus pembiayaan.
Kehidupan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat
berjalan dengan baik dipengaruhi oleh keschatan dan stabilitas
bisnis perbankan.

Sebagai lembaga perantara, pihak yang berkelebihan dana,
baik perorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga penie-
rintahan dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam
b'enluk rekening giro, tabungan alaupun deposito berjangka alau
sa.mpanan berjungka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu,
pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengaju-
kan pinjaman atau keedi kepada bank. Kredit terscbut dapat
berupa .krccht nvestasi, kredit modal kerja, maupun  kredit
konsumsi. Fungsi intermidiasi dapat berjalan dengan baik bila
kec'iua belah pihak percaya terhadap bank. Oleh karena itu, bank
sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan
suatu riegara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen
pembangunan (agent of developmen), sebagaimana tertera pada
pasal 4 Undang~undang Republik Indonesia No, 7 Tahun 1992
tentang Perbankay: “Per
pelaksanaan pembangun

pemerataan, per

bankan Indonesia bertujuan menunjang
4 nasional dalam rangka meningkatkan

tu . - .
mbuharn ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan st arm e o
e;l | kesejahteraan rakyat banyak” Di sisi lain, perbankan
memiliki fung '

Si schagai [e ' -
31 sehagai lembaga yang menghimpun dana darl

masyarakat dal: " .
Y dalam bentyk Simpanan dan menyalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit atay pembiayaan. Fungsi inilah

[EN]

yang lazim discbut scbagai intermediasi keuangan (tinancial
mtermediary tunction).! Dana yang terkumpul di bank dalam
kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari
keberlangsungan pembangunain.

Dari pasal 4 Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang
perbankan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa  perbankan
memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan
pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber
dana. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting tersebut,
maka tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank adalah
lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang
tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI).2

Sistem keuangan dan perbankan modern tampaknya telah
berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegia-
tannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana
orang, lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam
rangka pemenuhan (equity financing) maupun prinsip pinjaman
dalam rangka kebutuhan pembiayaan (deDt financing).® Aspek lain
yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem
bunga, sebagai ransangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem
bunga ini tentunya tidak scjalan dengan ajaran Islam yang

melarang, riba.

1 Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, (ed.), Ferkembangan Hukum Perbankan
di Indonesia, dalam Kapita Selckta Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Ul
Press, 2008, h.3

2 Ibid,

# Liha Zainul Arifin, Dasar-dasar Mangjemen  Bank Syarialh, Jakarta: Alvabet,
2002, hal. 2.




Dalam ajaran Islam sistem perbankan sccara tekstual tidak
terdapat dalam Al-Quran, namun prinsip-prinsip yang mengatur
tentang transaksi, seperti  jual beli (QS.al-Baqarah/2:275 dan
QS.al-Nisa’/3:29), pelarangan riba (QS.Ar-Rum/30:39), (QS.Ali-
Imran/4:161), (QS.Al-Nisa’/3:131-132) dan (QS.Al-Bagarah/
:275-281) sccara tegas dinyatakan. Al-Quran memberikan isyarat
bagi manusia agar memakan makanan yang baik, halal dan tidak
mengikuti langkah-langkah setan, tidak ada wnsur gharar, muisyir,
bathil, bahkan Al-Quran mengajarkan prinsip tolong-menolong
(Q‘S.f}l-iYIaidah/:?:Z) dan pelarangan penahanan uang. Prinsip-
prinsip ini tentunya perlu diaktualisasikan schagai sarana pengem-
bfmgan ckonomi dan kesejahteraan Umat Islam. Hal tersebut dapat
dinyatakan, karena dalam QS. Ar-Rum/30:39 dinyatakan akibat
01‘211.13 yang melakukan riba dan orang yang melakukan sedekah.
Bagi orang yang melakukan ribg berharap ada tambahan bagi
harfanya, maka di sisi Allah tidak ada dan Bagj orang, yang,
melakukan sedekah akan mendapatkan keridhaan-Nya dan
mendapat pahala yang berlipat ganda. Pernyataaan ayat tersebut,
dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyata-
kan tentang pelarangan riba dan menyerukan manusia untuk
menolong sesamanya melalui perbuatan sedekah, zakat, infak.

Dalam sej sebenar
M s¢jarah, sebenarnya umat Islam telah mampu mem-

bentuk sis
sistem keuangan tanpa peran bunga dalam memobilitas

sumber-sumb i ,
er keuangan untuk membiayai usaha produktif dan

kebutuh T o5
an konsumtif. Sistern in dipakai untuk membiayai aktivitas

bisnis didasar i T ;
's didasarkan pada konsep bagi hasil (profit and loss sharing),

mclalui model nemb;
odel pembiayaan mudarapan (kemitraan pasif), dan

musyarakah (kemitraan aktif), Jual beli ¢

fanpa : i . ; .
anpa bunga (qurud hasan) juga dipakai untuk pembiayaan

angguh dan pinjaman

konsumtif dan transaksi bisnis.# Sistem ini felah berjalan secara
efektif semenjak zaman keemasan peradaban Islam dan beberapa

abad sesudahnya.

Professor Udovich, sebagaimana yang dikutip M. Umar
Chapra mengatakan bahwa kedua model pembiayaan ini telah
membantu usaha mobilisasi sumber-sumber moneter yang ada
pada abad pertengahan dunia Islam untuk membiayai pertanian,
kerajinan, manufaktur, dan proyek perdagangan jangka panjang.
Model pembiayaan tersebut digunakan oleh orang-orang Yahudi
dan Nasrani unfuk menghindari pinjaman berbasis bunga dan
segala bentuk praktik pembungaan yang sangat tinggi dan fidak
masuk akal pada wakfu ifu.® Namun seiring perjalanan waktu dan
luasnya daerah kekuasaan serta pengaruh dunia Eropah di dunia

Islam, prinsip-prinsip tersebut mulai memudar.

Beberapa alasan dikemukakan fentang surutnya prinsip-
prinsip dan implementasi ckonomi Islam, di antaranya scbagian
besar kaum muslimin kehilangan dayanya karena menderita di
bawah kekuasaan asing. Beberapa negeri muslim yang secara politis
merdeka tetap dihadapkan pada keterbelakangan sebagaimana
ketika mereka di bawah kekuasaan asing. Sebagai konsekuensinva
kaum muslimin tidak dapat berperan aktif pada tahapan scjarah.
Dalam situasi demikian tidak mengherankan bahwa kaum
muslimin akhirnya tertarik oleh ideologi yang felah diterima oleh
mayoritas umat manusia. Juga tidak mengherankan bahwa banyak
kaum muslimin yang kemudian percaya, seperti umat manusia lain

1 Tihat dalam M. Umar, Reguilasi dan Fengawasan Bank Syaviah, Terj. Ikhwan
Abidin Basri, Jakarta: Bumi Akasara, 2008, hal. 2.
5 Ibid.




bahwa pilihan mereka terbatas hanya pada sistem dominan vang
berlaku pada saat itu. 6

Akhirnya isu perbankan syariah atau bank Islam pada abad
ke 20 M muncul kembali dan terwujud dengan berdirinva
beberapa bank Islam. Kelahiran bank Islam, baik di negara-negara
muslim maupun non-muslim, adalah salah satu fenomena vang,
menonjol dan paling penting artinya di dunia Islam dalam
dasawarsa 1970-an dan 1980-an, khususnya dalam kehidupan
ckonomi. Namun pemikiran fentang hal ini di dunia Islam,
khususnya di Indonesia pemikiran tersebut telah ada pada 1940-an,
seperti Dr. Mohammad Hatta dalam satu tulisannya  sebelum
perang, pernah sedikit menyinggung soal berdirinya apa vang
discbut bank Islam yang tidak memungut bunga, melainkan ongkos
administrasi. Ini berarti bahwa telah ada gagasan bank Islam di
Indonesia sebelum perang,”

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia
sebenarnya telah cukup lama. Pada tahun 1974, Yayasan Bhincka
Tunggal Ika mengirimkan sebuah tim muhibah yang dipimpin oleh
drs. HM Sonhadji, untuk menjajaki perluasan hubungan ekonomi
Indonesia~Timur Tengah. Pada wakiu itu diharapkan dana Timur
Tengah.y ang berasal dari petrodollar itu dapat ditanamkan di
Indonesia melalyj lembaga perbankan, khususnya bank Islam.
Akan tetapi izin untuk pembukaan bank asing felah fertutup, dan
bank Islam dianggap tidak sejalan dengan aturan perbankan
konvensional yang menjadi dasar UU Pokok Perbankan No. 14/

6 Lihat prakata Zafar Ishag Anshorj
’ o i shori dalam M. Umar Chapra, Islam i
ﬁﬁ{nb_dn,q;zman, Terjemahan Oleh Tkhwan Abidin, Jakarta: Gema Ii\sani 2000, h.
iii-Xiv. : :
7 Taufik Abdullah, dkk, op.cit hal, 401,

1967 vang berlaku. Baru setelah lahirnya UU Republik Indonesia
No. 7 tahun 1992 lembaga perbankan yang beroperasi atas dasar
prinsip bagi hasil dimungkinkan. Hal ini tidak lepas dari hasil
lokakarya “Perbankan Tanpa Bunga” pada 18-20 Agustus 1990
yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) vang
dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional ke IV MUI 22-25
Agustus 1990. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Tim Perbankan MUI
vang diketuai oleh  Dr. Ir. M. Amin Azis yang didukung oleh Tim
Hukum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang
diketuai olch Drs karnaen Perwaatmadja MPA. Feranan ICMi di
bawah Frof. Dr. Ing. Bj. Habibie yang melakukan pendckatan
Presiden Soeharto sangat menentukan, bahkan Presiden Soeharto
sendiri ikut menghimpun dana permodalan dari peorangan dan

perusahaan.®

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam
sangat berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an,
diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai
dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah
Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin,
M.Amien Rais, dan lain-lain.® Beberapa uji coba pada skala yang
relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baifuf
Tamwil Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di
Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni
koperasi Ridho Gusti.1®

8 Ibid., hal. 402-403.

9 M. Amin azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Jakarta: Bankit,
1992,

10 Karnaen A. Perwaatmadija dan Syafi’'i Antonio, op.cit, hal. 25.




Akhirnya, pada 1 November 1991 ditandatanzani Akte
Fendirian PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Akte Notaris
Yudo Paripurno, S.H dan izin Menteri Kehakiman RI No. 2.2413.
HT.01.01 serta izin Menteri Keuangan RI tanggal 5 November
1991. Dengan Izin usaha yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan
Menteri keuangan tangzal 24 April 1992, maka BMI mulai
beroperasi tanggal 1 mei 1992. Modal yang terkumpul pada waktu
berdirinya sebesar 84 (delapan puluh empat) miliar rupiah.
Namun dua hari sesudahnya tim MUI bersilaturahmi dengan
Presiden Socharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bozor yang
menghasilkan tambahan modal atas seruan Presiden menjadi 116
Miliar rupiah.

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur
dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang
Perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga
tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu
Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega
Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha
syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti
Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan
Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BFR Syariah.

L Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia yang berkaitan dengan operasional perbankan

syariah diatur dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut:

Pembiayaan  berdasarkan prinsip - syariah adalah
penyedu_ian uang atan tagihan yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan

Bank yang dibiayai untuk mengembalikan yang atau
tagihan terscbut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil.!!

Undang-undang tersebut merupakan dasar formal mengenai
pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-
undang terscbut Gubernur Bank Indonesia telah menerbitkan
sejumlah peraturan-peraturan tekhnis dalam rangka menjamin dan
mengefektifkan operasionalisasi perbankan syariah.!* Dalam rang-
ka lebih mengefektifkan pengelolaan dan pengawasan terhadap
perbankan syariah, maka dalam surat Keputusan Dircksi Bank
Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah (12 mei
[999) yang harus dilengkapi dengan komponen internal, yaitu

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.t4

Dari paparan di atas, Perbankan Syariah secara yuridis
memiliki landasan ideologi dan konstitusional, serta operasional,
apalagi pada tanggal 18 juni 2008 telah disahkannya Undang-
undang Perbankan Syariah sccara mandiri. Perjuangan panjang
untuk  memberikan landasan hukum positit yang komprehensit
bagi bank syariah selama lebih enam tahun telah membuahkan
hasil dengan telah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah
(UUPS) melalui sidang paripurna DPR RI pada hari Rabu, 18 juni
2008. Hal ini berimakna bahwa nasionalisasi bank syariah yang

i1 Tihat dalam Abdul Ghofur Anshori, Fayung Hukum, hal. 33.. ‘

12 Ada 15 peraturan dan peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat pada buku
Abdul Ghofur Anshori, Fayung Hukuun, 11_:11.187-443. o

13 Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, Fayung hukum, hal. 15, lihat juga dalan
Warkum  Sumitro, Asas-asas Ferbankan dan Lembaga-lembaga  Terkait, cet.
Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal. 51-53, Muhanumad Syafi’i Antonio,

at, Jakarta: PT. Ray

Op.eit,, hal. 234-236.




notabene berbasis ajaran Islam telah menjadi milik bangsa Indo-
nesia tanpa memandang dari manapun latar belakangnya. !

Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah disahkan pada tanggzal 16 juli tahun 2008 alas inisiatif
anggota DFR RI, menurut pengamatan kehadiran Undang-undang
ini sangat beralasan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikul:

L. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap bank syariah
baik dalam hal meminjam maupun menyimpan uangnya. Di
dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.:
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada konsi-
deran disebutkan: Bahwa masyarakat banyak memerlukan

bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada
prinsip jual beli.

Dalam UUD RI 1945 pasal [ ayat (3) secara tegas mengata-
kan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, keten-
tuan ini merupakan pernyataan betapa hukum akan sangat
menentukan dalam  pelaksanaaan kenegaraan. Selain itu
ketentuan ini juga mengandung pengertian segala sesuatu di

negeri ini mesti berdasarkan hukum, termasuk dalam bidang
ckonomi syariah,

3. UURI No. 7 tahun 1992 yang diamandemenkan UU RI No.
10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan
suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki

suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan

14 Lihat dalam M. Arifin Hamid, UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah, Harian
Fajar, Makasar, senin, 23 juni 2008, kolom 4.
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yang schat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan
sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah
dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar
hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi perbankan
dapat berjalam optimal, maka diperlukan landasan hukum yang
berlaku sccara formal.'s

landasan ini tentunya bertyjuan untuk mempermudah
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang sistematis,
kenyamanan dalam bertransaksi, dan mendapat payung hukum
yang, jelas berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Namun  pada
kenyataannya sebelum  dan sesudah  dikeluarkannya li‘ndung;
undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ;Tdn
masyarakat yang mengatakan bahwa sistem perbankan :‘jyﬂtmh
sama saja dengan sistem perbankan konvensional, hanya istilah-
saja yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa sumizl saja dalam
proses dan pelaksanaannya dan sama juga dalam permhan‘untun.g.-
Adanya pendapat masyarakat, bahkan kalangan akademisi scn.dm.
berpendapat  syariah  hanya pelabelan  saja, tcntunya. mcn%ach
pertanyaan, apakah regulasi perbankan syariah murni syariah,
dalam pengertian bagaimana implementasi Undungundun;
tersebut, mulai dari sistem keyja dan semua bentuk jenis h'ansaka-
nya apakah perdasarkan prinsip syariah atau hanya memakai
istilah-istilah syariah yang dipadukan dengan sistem kerja bank
konvensional. Di sisi lain, keberadaan Bank Syariah mendapat
sambutan yang baik, dapat dilihat dari tahun ke tahun bertambah-
nya masyarakat melakukan transaksi di perbankan syariah. Namun

dari data sementara diperoleh akad mudarabah (bagi hasil) yang

15 Lihat dalam Burhanuddin Susanto, Hukwun Perbankan Syariah Di Indonesia,
Yogyakarta: UUT Press, 2008, hal. 35.
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menjadi - andalan  bank syariah belum sepenuhnya  berjalan,
masyarakat yang bertransaksi lebih cenderung melakukan akad
murabahah. Selain itu, tingginya animo masyarakat ke bank syariah
tidak diikuti edukasi yang memadai. Oleh karena itu, kajian ini
sangat penting dan menarik untuk dilakukan, dan selain itu buku-
buku tentang perbankan syariah masih kurang dipakai scbagzai
acuan bagi mahasiswa D3 Perbankan Syariah dan 81
[slam.

Ekonomi

12

Bagian Kedua _
Filosoii Lahirnya Perbankan Syariah

A. Keharaman Riba dalam Setiap Transaksi

Praktek riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi
dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran
laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggalang dana
masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). Sistem
ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharus-
kan pcnglvlilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksi-
nya. Hal inilah scbagai unsur utama yang mendasari keharusan
adanya perbankan syariah, yang menawarkan sistem bagi hasil.

Beberapa pendapat mengatakan bank syariah di Indonesia
secara konscpsional dilaksanakan dengan maksud menghindarkan
riba dengan segala praktik dan innovasinya, yang memiliki dua sifat
utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga
untuk membangun budaya “baru” dalam pengelolaan perbankan
yang mendapat ‘titipan” dana dari masyarakat, dengan meng-
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hindari penentuan prosentase bunga yang pasti untung, scbelum
usaha itu dilakukan. 16

Pendirian dan pemikiran bank syariah fentunya merujuk
kepada Al-Quran scbagai dasar filosofi, schagaimana dinyatakan
ayat-ayat yang berbicara fentang pelarangan riba, yaitu dalam Al-
Quran QS. al-Bagarah/2:275-281. QS.All Imran/3:130, QS. Al-
Nisa’/4:160-161 dan QS.Al-Rum/:39.

Dasar filosofi lahirnya perbankan syariah tentunya mengacu
kepada Al-Quran dan hadis. v: inei i
pe Quran dan hadis, yang menginginkan dan mewajibkan
dalam setiap fransaksinya fidak ada unsur-unsur yang tercakup di
dala ' SV, ; s
mnya riba, maisvir, gharar, zalim, yang selama ini menjadi
rujuk X 181 i
jukan perbankan konvensional dalam kegiatannya. Pelarangan
terhadap riba dalam caf-- .
hadap 1'1b:1 dalam setiap transaksi tentunya memiliki alasan yang
kuat, di anfaranva d : i
» di anfaranya dampak yang buruk dari perbuatan riba itu
sendiri.

1. Pengertian Riba

Rib, '
A secara bahasa bermakna zivadah (tambahan). Dalam
pengertian lain, secara linguistik. riba i i
2 lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan
membesar.!7  Pengerfian  inj menjelaskan

ada  sesuatu  yang
bertambah dari aw; :
o dari awalnya, sehingga tumbuh dan membesar. Jika
dikaitkan deng

AN peminjaman uang, maka uang yang dipinjamkan

pada awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi lebih dari Rp. 1.000.000,
karena ada kelebihan dan berkembang,

16 Lihat dalam Ahmad Rofiq, Fgh Konfek ; ,
, , Kontekstual dari Nor: s Permalaias
Sosial, (Semarang: Pustaka Pelajar, 20%4), h. 150- If;l}dm YRR U BetRdiear

'f— 111 1at ‘%ﬂ,lf}”“ Abd}*”"‘ﬁ Saeed, Islamic Banking and Inferest: A Study of the
prohibition of Kiba and its Confemporary Interpretation, (Lediden: EJ Brill, 1996)
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Riba menurut istilah satu macam cara memperoleh uang
atau kekayaan yang tidak halal sebagaimana dijelaskan dalam Al-
Quran. Dalam bahasa Inggrisnya usury, sebuah praktek yang telah
merajalela dilakukan pada masa Jahiliyah, masa sebelum Islam,
bahkan masa sekarang, masa neo-Jahiliyah. '® Riba dalam Kamus
Besar Indonesia pelepas nang, lintah darat, bunga uang. ' Karena

itu, istilah riba di Indonesia memakai kata bunga.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (viba davn) dan dapat
pula timbul dalam perdagangan (viba har), yang tewdiri dar dua
jenis, yaitu riba karena pertukaran barang, sejenis, tetapi jumlahnya
tidak seimbang (riba fad), dan riba karena pertukaran barang
sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan ja ngka waktu
(riba nasial). Riba dayn berarti tambahan, yaitu pemberian premi
atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun
perdagngan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi
pinjaman di samping pengembalian pokok, vang ditetapkan
sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari
harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan batil karena pemilik
dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang
dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat
keuntungan atau mengalami kerugian.2°

Perbuatan 1iba sangat merugikan, dan suatu kejahatan

ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat secara

ekonomi, sosial maupun moral. Impelementasi bunga, dalam dunia

18 Lihat dalam A. Rahman 1. Doi, fenjelasan Lengkap Hukum-Hulum Allah
(Syariah), (Ed. 1, cel.1, Jakarta: I'T. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 476.

19 Departermen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 748.

20 Lihat dalam Ascarya, Akad & I'oduk Bank Syariah, (Ed. 1, Jakarta: I'T. Raja
Grafindo Fersada, 2007), h. 13.



perbankan konvensional digunakan sebagzai sistemnya, yang tentu-
nya tidak sesuai dengan perintah Al-Quran yang melarang sistem
bunga dalam setiap transaksi. Satu sisi, umat Islam menginginkan
kebutuhan akan jasa perbankan yang bebas bunga.

Al-Quran melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun
menerima bunga. Tetapi karena sistem bunga ini sudah sangat
berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. maka
hukum mengenai hal itu diperkenalkan secara berangsur-angsur
untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan me-
nyinggung masyarakat. Dari kalimat a/-zrba dalam beberapa surah
dalam Al-Quran menunjukkan bahwa perbuatan riba sudah sangat

mengakar di dalam masyarakat, itulah sebabnya pengharaman riba
bertahap.

a. Dalil Al-Quran Tentang Pelarangan Riba

_ Ajaran pertama tentang pelarangan riba, hanya memper-
ingatkan manusia bahwa bunga tidak akan menambah kesejah-
teraan apapun terhadap seseorang maupun bangsa, sebaliknya,
malah menguranginya. Ajaran ini terdapat pada QS. Al-Rum 30:39:

Z B R S z >
LI Je

= -

o o427 /" - _g,:/-—,’
3 5 i—.ggf ool Lo
o gt BT Py Aali. 77
3 ZosyS BS5 e enple Lo
” J' s 477
QW‘

Terjemahannya: Dan sesuatu viba (tambahan) yang kamu
berikan agar harta manusia bertembah, maka tidak
bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu
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berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang

yang melipatgandakan pahalanya.=!

Ayat ini menjelakan bahwa riba yang dianggap manusia
akan mendatangkan keuntungan namun di sisi Allah tidak, dan
zakat yang dikeluarkan dianggap manusia tidak mendatangkan
keuntungan namun di sisi Allah akan mendatangkan keuntungan
yang berganda, artinya si pemberi zakat, hartanya akan subur dan
suci, subur dapat bertumbuh dan berkembang bagi si penerima,
suci karena merupakan ibadah sehingga si pembert zakat akan
dekat kepada Allah, karena zakat adalah merupakan perintah bagi
hamba yang mimiliki harta, sebagaimana ditegaskan pada QS. AT-

Taubah/ 9:103:

-

b=
R e o ) —,5’ _'_f J—': Lo .'—,6 - -.{
fele o3 L oS 53 ol B fhl e Js

Ty

5 =

-

ol g ATy 2 0SG5S G

Terjemahannya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna
membersiikan dan menyucikan mereka dan berdoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)
ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar,

Maha Mengetahui.>?
Keuntungan lain harta yang diterima mustahaq zakat akan

dapat berfungsi baik secara konsumtif dan produktif, maka harta
yang diberikan secara langsung ataupun tidak akan subur. Pada sisi

21 Departenmen Agama R, A/-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Thaha
Putra, 2002), h. 575.
22 Jhid., . 273,
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sosial ini akan memperbaiki hubungan antara si kaya dan si miskin

dan terjalin rasa kasih sayang, sedangkan riba sebaliknya.

Perintah kedua yang melarang kaum muslimin untuk meng,-

ambil bunga yang berlipat (riba) apabila ia ingin di hart akhir dan

menginginkan kebahagiaan sejati, kedamaian hati dan kesuksesan
hidup, hal ini dinyatakan pada QS. Ali Imran/3:130. Dalam suatu
riwayat dikemukakan terdapat orang-orang yang beyjual beli
dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu), apabila telah tiba
waktunya pembayaran dan tidak membayar maka bertambah
bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya, maka

turunlah QS. Ali-Imran/3:130:
=

Pa
s -

Raanad G| T Glent ¥ st il i

U j.:a.l.a_’ riu AM 'l ”
Terjemahannya: Wahaj orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu memakan ripa dengan berlipat ganda dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung 2

Memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir dan
egois bagi orang yang mengambilnya, dan kebencian, kemarahan,

permusuhan dan kecemburuan bagi orang yang membayarkannya.
Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan mel

arang ripa dan
menganjurkannya untuk berbuat amal sebagai

suatu penangkal
terhadap 1iba. Sebahagian orang ada mencampuradukan per-

dagangan dengan bunga, dan hampir tidak ada beda antara kedua-

nya, maka Al-Quran memperingatkan kepada manusia akan akibat

25 [hid., hal. 84.

davi tindakannya itu dan memperingatkan mereka untuk menjauh-
kan dari perbuatan jahat ini sebagaimana yang dinyatakan pada
QS. Al-Baqarah/2:275-6:

PR AL ERE R A RN PR

FE

C._IILMII}JG;,.&.:LL_,U; ) .‘AJ|UJ\J-.LL—.~J|‘\5--;=:

F o~ ,,L,.,a,‘,f D A T I d'f"Tj?.
5;":7- u.Aﬂ I_}J_;’Jl \ﬁ‘_)p-j tz..JI Wl J"'I} |},-’ LJ_,_Q

=

Al I]’o’l;hl;lelé‘uéE;b_m.wwy
L
= R ik ":f,’ >
A 3j..LL.J-Lr3 -|L_,->=-.af‘ O FT_ngi 2le -'..ej
< 4 ] Fl - g - i

""vjr"‘: f}.J"I ;)Lég’

Terjemahannya: Orang-orang yang memakan riba tidak
dapat berdivi, melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Pada-
hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhan-
nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah
memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak
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menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafivan dan

bergelimang dosa.2*

Dalam ayat ini, dinyatakan orang yang menjalankan uang itu
ibarat orang yang kemasukan setan karea gila. Orang gila, kehila-
ngan perasaannya dan tidak dapat menggunakan intelektualitas-
nya, dan dengan cara yang sama seorang yang suka meminjamkan
uangnya selalu berfikir untuk memperbanyak uangnya sehingea ia
sendiri kehilangan perasaannya. Ia sama sekali tidak berperasaan
dan bodoh, tidak berperilaku baik, sehingga tidak dapat berfikiv
betapa kesombongan dan ketamakan dirinya telah sangat menjauh-
kan dirinya dari akar cinta kasih manusia, persaudaraan dan ikut
memikirkan orang lain, dan telah menghancurkan kebaikan
manusia. [a tidak peduli bahwa harta benda yang ia peroleh telah
merugikan orang lain. Demikianlah mereka (ia) berperilaku seperti
orang gila di dunia. Di kelak kemudian hari ia akan bangkit seperti
orang gila pada Hari Kebangkitan, kavenanya, di akhirat nanti

orang akan hidup kembali dalam kondisi yang sama di waktu ia
mati. 23

Disamping itu, QS. Al-Baqarah/2:273-6, mempertegas
perbedaan mendasar antara keuntungan dan bunga sebagaimana
berikut; 26

1) Terjadinya keuntungan itu antara pembeli dan penjual
dilakukan dengan persyaratan yang seimbang. Pembeli mem-
peroleh barang yang ia butuhkan dan penjual memperoleh

keuntungan saat itu, pekerjaan dan pikiran yang ia gunakai

24 [bid, h. 58,
*9 lihat dalam Afzalur rahman, Doktrin Fkonomi Iskam, jilid 1V, Ter)
(Yogyakarta: Dana bakti Wakaf, 1996), h, 132

26fbid, h. 132-4.
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untuk memberikan bunga kepada pembeli. Dalam kontrak
yang menyangkut bunga, jelaslah bagi orang vang diberi
pinjaman tidak mungkin menempatkan transaksi dengan
persyaratan yang seimbang dengan orang yang memberi
hutang karena lemahnya posisi yang berhutang tersebut.
Sejauh yang dikehendaki orang yang meminjamkan uang, ia
berpendapat bahwa sejumlah bunga vang ia kenakan
dianggzapnya sebagal keuntungannya. Jika peminjam itu
mengginakan nang pinjam tersebut dengan maksud untuk

memenuhi kebutuhannya, faktor yang demikian itu secera

jelas tidak mendatangkan keuntungan sama sekali. Apabila,

menginvestasikan uvang untuk perdagangan, komersial,
industri. pertanian dan sebagainya, maka di situ ada kemung-
kinan yang sama untuk memperoleh suatu keuntungan atau
menderita kerugian. Dengan demikian, meminjamkan uang
dengan meminta bunga dapat memberikan jaminan dan
memberikan kepastian keuntungan terhadap satu pihak dan

mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya, atau

jaminan dan keuntungan yang pasti pada satu pihak dan

ketidakpastian dan ketidakjelasan pada pihak lain.

Pedagang menentukan keuntungannya, yang mungkin tinggi
sekali atau secara keseluruhan, sedangkan orang vang
meminjamkan uang akan ferus mengenakan bunga dan
menaikkannya lagi seiring lajunya zaman. Namun demikian,
keuntungan yang diperoleh kredifor mungkin jauh tinggi,
diatas limitnya sendirl, tetapi fidak ada batas bunga yang
diterapkan kepada peminjam terhadap uangnya. la mungkin,
seperti yang sering sungguh-sungguh terjadi, merampas
seluruh pendapatan dari peminjam, bahkan mungkin
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4)

menyengsarakan peminjam dari segala sarana kehidupannva
atas semua barang vyang dikenakan secara pribadi dan
mungkin masth mempunyai jumlah yang sama atas hutang
yang diterimanya itu dengan jumlah pada waktu transaksi
peminjaman dilakukan.

Transaksi perdagangan berakhir begitu harga disepakat dan
barang berpindah tangan. Setelah itu pembeli tidak lag
mempunyal beban apapun untuk mengembalikan sesuatu
kepada penjual. Dalam hal sewa-menyewa perabotan, rumah
tanah dan sebagainva, barang-barang vang dipinjamkan itu
sendiri tidak dihabiskan tetapi dikembalikan kepada pemlik
setelah jangka waktu tertentu. Tetapi dalam hal ini berprinsip
bahwa orang yang menyewa memakai barangnya terlebih
dahulu memperbanyak dan mengembalikannya kepada yang
memberikan pinjaman dengan memberi bunga. Orang vang
meminjam menanggung dobel resiko, vyaitu mengganti
barang dan memberi bunga.

Orang yang melakukan kegiatan perdagangan, industri,
pertanian dan sebagainya, memperoleh keuntungannya
dengan cara meluangkan waktu, memburuh dan mengguna-
kan kepandaiannya, tetapi orang yang pekerjaannya mem-
berikan pinjaman vang semakin banyak saja uangnya dari
para peminjam tanpa menanggung resiko atau bersusah-
susah melakukan pekerjaan sebagai peran dirinya karena ia
menginvestasikan uangnya melebihi apa yang ia butuhkan.
la mau melakukan partner hanya apabila ia memperoleh

Jaminan bunga yang sudah pastl jumlahnya, tanpa memper-

dulikan apakah partnernya mendapat keuntungan, berapa

jumlahnya atau bahkan mengalami kerugian.

Dari hal tersebut, menjadi jelas dipandang dari sudut
ekonomi, perdagangan membantu perkembangan masyarakat,
tetapi riba menyebabkan kehancuran. Dipandang dari sudut moral,
riba dengan sifat-sifatnya, menciptakan kekikiran, kecongkakan,
kejahatan, kebekuan hati, pendewaan uang, dan mematikan
semangat ketaatan dan kerja sama. Oleh karenanya, riba merusak-
Kan masyarakat baik itu dari segi ekonomi maupun moral. QS. al-
Bagarah/2:278-9 Allah melarang riba dan mempertegas bahwa
bunga itu melanggar hukum di dalam masyarakat Islam:

A
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Terjemahannya: Wahai Orang-orang  yang beriman!
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa davi riba
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
periman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka
umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika
kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.

Kami tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan). 7

27 [bid., h. 58-59




Adapun sebab turunya QS. Al-Bagarah/2: 278-279 berke-
naan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah
Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin Asyad tentang hutang-hutangnya
yang megandung riba sebelum ada hukum penghapusan riba.
kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bant Mughirah berkata
kepada ‘Aftab bin Asyad: “kami adalah manusia yang paling
menderita akibat dihapusnya riba”. Maka berkata Banu Amr: “kami
minta penyelesaian atas riba kami”, maka Gubernur ‘Attab menulis
surat kepada Rasulullah SAW. Yang dijawab oleh Nabi SAW. Sesual
ayat di atas,

Pada QS. AN-Nisa’/4:161 ditegaskan:

C
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Terjemahannya: Dan karena mereka menjalankan riba,
padahal sungzuh mereka telah dilarang darinya, dan
karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak
sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di
anfara mereka azab yang pedih.2s

Pernyataan Al-Quran dalam ayat tersebut, bagi orang yang
telah mengetahui tentang pelarangan riba, tetapi tetap memakan-
nya, maka keingkaran tersebut akan dibalas dengan azab yang
pedih. Ayat di atas semakin mempertegas hukuman bagi pelaku dan
pemakan riba. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan, karena

ayat-ayat sebelumnya sudah memperingati manusia yang melaku-

28 [bid., h. 136,

kan viba untuk meninggalkannya, dan membandingkannya dengan
perbuatan jual beli, melakukan sedekah/zakat dan meninggalkan
sisanya untuk mengambil pokoknya, bahkan Allah menyeruh untuk
bertaubat. Itulah sebabnya pada QS. AN-Nisa/4:161 memberikan
azab yang pedih bagi manusia yang masih dan tetap mempraktekan
riba. Dapat disimpulkan ada beberapa tahapan tentang pelarangan

riba ini, yaitu:

1. Bahasa pertama Allah menegaskan bahwa ada perbedaan
antara jual beli dengan riba, dan orang yang melakukan
transaksi dengan jual beli dan menghentikan riba, maka Allah
akan mengampuninya, sedangkan orang yang menyamakan
viba dengan jual beli dan tetap melakukan riba, maka mereka
bagai orang gila yang kemasukan setan. Sungguh bahasa Al-

Quran yang sangat dashyat.

12

Bahasa selanjutanya Allah membandingkan bahwa perbuatan
sedekah lebih baik daripada melakukan riba. Manusia ditan-
tang untuk memperhalus perbuatannya terhadap ketamakan
dan kerakusan terhadap harta, serta kekikirannya. Manusia
disadarkan bahwa perbuatan sedekah bukan perbuatan yang
hina, tetapi perbuatan yang mulia, karena dapat menolong
sesafna. Jika dipahami secara seksama Allah membandingkan
perbuatan orang yang melakukan viba dan orvang yang
melakukan perbuatan sedekah. Dua perbuatan ini sengaja
dibandingkan, agar mausia dapat mengambil kesimpulan

mana perbuata yang harus dilalcukan dan mana perbuatan

yang harus ditingglkan.

Bahasa selanjutnya Allah menyeruh agar meninggalkan sisa

=

yiba dan segera bertaubat. Perintah ini memberikan solusi

3=
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bagi orang-orang vang meninggalkan perbuatan riba, Artinya: Dari Jabir r.a., dikatakan Rasullah SAW., mengu-

dengan jalan taubat. Artinya ada penyesalan atas perbuatan- tuk pemakan riba, yang menyuruh nwm:llkzm riba, juru
' s 1ba dan saksi-saksinya. Menurut
nya telah menyengsarakan orang lain akibat perbuatannya tulis pembuat akte riba ¢ ——
i ' ' oliau: “mereka itu sama saja (dosanya)™?
dan memben kesempatan untuk memperbaiki pevilaku pada beliau: “mere ama sdj any

- < - 3o I o @

Carena T v i o P i :'.:,’:J_f'c .:
aspek muamalah. Karena hubungan interaksi manusia, tidak _JJ}_ JG J;L; L a.uku e o JMU;\ e

hanya vertikal tetapi horizontal. Kepatuhan dalam beribadah F o ; s
) ) . " A . ‘ e . .
tidak hanya tegak lurus kepada pencipta, tetapi kepatuhan “JL*“ o J"""‘J‘ J A gr S gl U E

dalam beribadah juga harus memperhatikan relasi-relasi wiE &

e ’:J.-,,,
J-:Jju 1_,4‘!*_],,,., d_.J_;m_gL..o Hg_._:-L_o:\f,.c

PR
) Mo » 2 O e

”L,J\a_jp-a A Aor g .;.GJMA...A o
4. Bahasa selanjutnya mempertegas bahwa pemakan harta riba .

akan diberi siksaan yang amat pedih. Hukuman diberikan

dalam kehidupan sosial.

Avtinya: Idris [bnu Yahya menceritakan kepada saya, dari

sebagai keingkarannya terhadap ajaran-ajaran agama, Abdullah bin ‘Iyas berkata Yazid bin Abi Hubaib men-
karena sudah diperingatkan dan diberikan solusi, tetapi ceritakan kepada saya, dari Abi Maizuq Al-Tajibly dari
masih melakukannya. Hukuman adalah sebagai efek jera dan Fudhalah bin Ubaid sahabat Nabi SAW. Sesungguhiya
untuk memberhentikan perbuatan yang batil dan zalim. bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat,

maka ia merupakan salah satu bagian dar bentuk viba.

(HR. Baihaq)

b. Dalil Hadis Tentang Pelarangan Riba

Ada sejumlah hadis Nabi SAW. yang melarang praktek riba,

£ 5o = S }‘ oo
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Nabi Muhammad telah menyatakan kutukan Allah terhadap orang- JJ«LMH\ B3> 'y e “-*-w“ NS, ;g-’ et
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sl g \a—h J'LE 9 }!JJPLWJ terdapat pada Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi, Sunan Abi Dawud | Juz

I, Meirut: Dar al-Fikri, t. Lh) Lh Zli:j{ s
50 Shahih Muslim, bab riva, il
51 Al-Baihaqty, Su’rmn al- ]\ubm Ii al-Baihagiy, juz V', t. tp,, t. th., h. 350,

. 2 Lihat dalam Abu al-Hasain Muslim ibn al- IIaUal al-Qusyairi, Shahih Muslim
Juz IIl, Beirut: Dar Thya’ al-Turas al- ‘Arabi, tth)., h. 1219, Hadis yang samd, jugd 97
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Artinya: Dari Abu Said al-Khudri ra. Rasul SAW. bersabda:
Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama
takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebthannya adalah riba, perak dengan perak harus sama
takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba, gandum dengan gandum harus
sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba, tepung dengan tepung harus
sama lakaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai)
kelebihannya adalah riba, kurma dengan kurma harus
sama takatan, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba, garam dengan garam harus
sama takara, timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya adalah riba.

¢. Fatwa Ulama Tentang Pelarangan Riba

vang darurat atau terpaksa. Abd. al-Rahman al-Jazitn mengatakan
para ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman
ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu
tanpa Ywad (tambahan) adalah riba.% Mlat riba nasiah yang
ditemukan para ulama adalah: #4

1. Kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam hal

ukuran, timbangan dan takaran.

2. Adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa 7wad.

Fatwa ulama fentang ribanya bunga sebenarnya telah
ditetapkan dalam suatu perfemuan penelitian Islam yang dihadiri
oleh 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang k.ed@
pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir. Isi

fatwa vang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

Keuntungan atas berbagal macam pinjaman semua
merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya
antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun
pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak 1.112-1upun
yang sedikit. Semuanya sama saja hﬂrém“}’a-.P iyataan
dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan

Penegasan pengharaman sistem bunga oleh para ulama
seperti Abu Zahrah, Abul A’la al-Maududi, Muhammad Abdullah
al-‘Arahi berpendapat bahwa umat Islam dilarang mengadakan
hubungan muamalah dengan bank konvensional. Mereka
berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah. Riba nasiah adalah
kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu, kaum

walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak
< .

atay dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka,
meminta kredit dengan bunga dan segala macam yang

masuk praktik riba yang diharam-
berbunga, semua fer p

kan.ss

muslimin tidak diperbolehkan mengadakan hubungan muamalah
dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan

2 Abu al-Husain Muslim Tbny al-Hajjaj al-

28

' Qusyairiy, Sahih Muslim, juz 111,
Berrut: Dar al-Thya’ al-Turats al-‘Arabiy, £ th., h. 1210,

33 Lihat dalam Abd. al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala Mazihib al-Arba‘ah,

ar al-Taras al-‘Araby, Juz I, h.245. : - ;
([)a:s‘;ﬂ["mltagﬁ!m: r\:\:;]d;bah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatulu, h681.
85] iiu;t' dalam Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, Kepada Fara Nasabah dan

: Praog K _r.
Fegawail Bank, Jakarta: Gema Insan Press, 1993, h. 75
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Selain fatwa diafas, berbagai forum ulama internasional juga
mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

a. Maymaal-Figh al-Islamy, Negara-negara OKI vang
diselenggarakan di Jeddah tangal 10-16 rvabi’'ul awal 1406
H/ 22-28 Desember 1985.

b. Mayma’ Fqh Rabithah al-‘Alam al-Islamy, keputusan 6
Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19
Rajab 1406 H.

c. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.

d. Keputusan Superme Shariah Court, Pakistan 22 Desember
1929,

Sedangkan di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan
bunga bank ditetapkan dalam Sidang Lajnah Tarjih Muhamma-
diyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP
Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi
sistem perekonomian Khususnya lembaga perbankan yang sesuai
dengan kaidah Islam. Lajnah Tagih Sidoarjo memutuskan masalah
bank setelah mendengar uraian tentang ini dari Direktur Bank
Negara Indonesia Cabang Surabaya dan pembahasan yang dilaku-
kan oleh peserta Tarjih. Menyadari, mengingat dan menimbang
beberapa hal, Lajnah Tarjih memutuskan yang terhimpun dalam

Himpunan Putusan Tarjih h. 308-309: 36

L. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Qur’an dan

Sunnah.

o

Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa
riba hukumnya halal.

% Lihat dalam Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas
Yars, 1999), h. 188.

a0

3. Bunga vang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada
para nasabahnya atau sebaliknya yang sclama ini berlaku,
termasuk perkara “muftasyabihaf’ 57

4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusaha-
kan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya
lembaga perbankan yang sesuai dengan ka'idah Islam.

Lajnah Bahsul Masa il mengenai masalah bank memutuskan-
nya dalam beberapa kali sidang. Menurut [ajnah, hukum bank dan
hukum bunganya sama scperti hukum gadai. Masalah ini telah
diputuskan dalam sidang Bahsul Masa’il pada tahun 1927 di

Surabaya. Para ulama mempunyai tiga pendapat dalam hal ini:*®

a. Haram: schab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya
(rente).

b. Halal: sebab tidak ada syarat pada wakiu agad, sebab menu-
rut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku ifu
tidak temasuk menjadi syarat.

c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum
selisih pendapat.

Terhadap ketiga pendapat ini, Mukfamar memutuskan
bahwa yang lebih perhati-hati ialah pendapat pertama (haram).

37 Kata-kata mutasyabihat dalam pcngclrtiun bahasa ialah perkara yang tidak
jelas. Adapun menurut Syara’ ialah schagaimana yang tcrsunpul.dl dalam hzldlL\?
riwayat Bukhari dan Muslim dari Nw'man bin Basyir yang berkesimpulan sebagai
berikut: bahwasanya yang halal itu sudah Jelas,.demlkwu pula yang haram,_ yaitu
yang telah dijelaskan oleh Qurian aiau Hadits dengan nash-nash sharihnya.
Misalnya daging onta adalah halal dimakan, daging khinzir adalah haram dan lain-
lain, Selain yang telah ditentukan hukumnya dengan jelas itu, terdapat beberapa
hukumnya tidak jelas bagi sescorang atau beberapa orang, apakah itu halal atau
haram, schingga dari mercka timbul rasa ragu-ragit dan tidak dapat menentukan
sulah satu di antara dua macam hukum . Ferkara yang masih mcmgq?zun karena
tidak jelasnya inilah yang discbut mutzfayﬁbﬂrm. Himpunan Putusan Tarjih, h. 307,

3% Lihat dalam Rifyal Ka'bah, Op.cit, h. 190.
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Fandangan Bahsul Masa’il yang lebih lengkap tentang bank dengan
judul Masalah Bank Islam diputuskan di Bandar Lampung pada
tahun 1982: 3¢

a. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum
bunga bank konvensional sebagzai berikut:

1) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank
dengan riba sccara mutlak, schingza hukumnya haram.
Pendapat pertama ini dengan beberapa variasi antara lain
sebagai berikut:
® Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba
sehingga hukumnva haram

® Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram,
akan fefapi boleh dipungut sementara belum berope-
asinya sistem perbankan yang islami (fanpa bunga).

® DBunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan
tetapi boleh dipungut schab adanya kebutuhan yvang
kuat (hajah rojihah)

2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank
dengan riba, schingga hukumnya bolch. Pendapat kedua
Il juga dengan beberapa variasi antara lain scbagai

berikut:

® bunga konsumfif sama dengan riba, hukumnya
haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba,
hukumnya halal.

(]

Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak
sama dengan riba, hukumnya halal

# fhid, h. 191.

e Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruh-
kan ke bank hukumnya bolch.
e Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan
(=

tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Majelis Ulama Indonesia (MU dalam keputusan Lokakarya
bunga bank dan perbankan yang diadakan pada tanggal 19-22
Agustus 1990 dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank

nmenyebutkan:

1) Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam
sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang
berlaku di Indonesia sekarang, telah berfungsi dalam menun-
jang pembangunah nasional.

2) Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat
Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam

bicang, ckonomi, sosial, maupun pendidikan.

3) Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank,
masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga

bank yang dihubungkan dengan larangan riba  menurut

ajaran Islan.
4) Sehubungan dengan ifu, terdapat dua pandangan yang ber-
beda, yaitu:
a) Pandang
adalah riba dan karena itu hukumnya haram.
b) Pandangan kedua perpendapat bahwa bunga bank
pukan riba dan karena itu hukumnya halal.

an pertama berpendapat bahwa bunga bank

5) Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam
fetare L

bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yaitu:
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a) Unsur tambahan (ziyadah) pcmbayaran atas modal yany,
dipinjamkan.

b) Tanpa tersebut “twad/mugabil’ (resiko), hanya karena
adanya tenggang waktu pembayaran kembali.

¢) Tambahan itu disyaratkan dalam aqad.

d) Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (zulm).

6) Alasan pendapat yang menghalalkan ialah:
a)  Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam agad;
b) Tidak adanya unsur pemerasan (zulm),

) Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.

7)  Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang,
ada untuk menghindari kesulitan (masyaqgqgalh) karena scbha-
gian umat Islam terlibat dengan sistem bunga, maka dapat
dimungkinkan ditempuhinya rukhshah (penyimpangan) dari
ketentuan baku, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutu-
han (givamu hajatin) uwmum demi kelanjutan pembangunan
nasional.  Ataupun secara khusus untuk mempertahankan

pribadi pada tingkat kecukupan (kifayah).4o

Pendapat-pendapat fatwa yang dikemukakan para Ulama
tentang status bunga yang diopcrasionalkan oleh perbankan
konvensional pada prinsipnya mengharamkan, karena adanyd
penambahan pada peminjaman yang dinyatakan dalam akad.
Dapat - dipahami  bahwa status - akad juga mempengaruhi

keberlangsungan transaksi yane dilakukan.

0 Lihat dalam Suhrawardi K, 1y

, ibis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), h.. 45-44,

54

Dari pembahasan di atas dapat diketahui secara jcla-s dan
pasti tentang pelarangan riba/ bunga dalam Al-Quran, Hadis dan
pendapal Ulama pada transaksi jual beli dan jenis muwamalah
lainnya  termasuk transaksi yang digunakan oleh perbankan
konvénsionul. Al-Quran sebagai landasan sumber pertama dalam
menghadirkan hukum transaksi sccara uni\'cr_sal nw.mwm'kan
prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dan tidak dlbe.nm[\unj
Secara universal, prinsip-prinsip kalimat liyarbu dapat dipahami
bahwa dalam bentuk transaksi apapun melakukan penambahan
dalam mencari  keuntungan tidak dibenarkan.  Surah - Al-
Bagarah/2:275 sccara tcgas memberikan pilihan blagi siapa. yang,
akan melakukan transaksi, melakukan dengan jual beli atau

melakukan riba, dan pilihan itu mengandung konsekuensi yang
u (e iy

berbeda.

B. Kondisi Sosial dan Yuridis Umat Islam di Indonesia

Umat Islam di Indonesia, memiliki peluang untuk mendiri-
(S (4
s S - 4 v. - yl :_,.1
kan perbankan syariah, dasat pemikiraniya
e Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, scba-
< pe x

gian besar masih meragukan hukum bunga pada bank-bank
© [5 tn

konvensional.

i mb: an di sektor agama akan mening-
o  Meningkatnya pembanguna g

katkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai
atkan kKesadardh t

dan ajaran agamanya, baik dalam sektor ekonomi maupun
an ajard daxe

seltor-sektor lainnya yang memerlukan pendanaan.

" 3 7 [~
41 Tihat dalam Ahmad Rofiq, Op.cit., h. 151,
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° Bank-bank konvensional dirasakan kurang berperan secara
optimal dalam membantu kemiskinan dan meratakan penda-
patan. Di antaranya karena sistem bunga “sepihak” yang
kurang menguntungkan bagi masyarakat kecil.

® Respon terhadap policy pemerintah, vang, memperbolchkan
beroperasinya bank tanpa bunga, atau bunga nol persen.

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar
hukum yang kuat, baik sccara filosofis, yuridis maupun operasional.
Adapun landasannya sebagui berikut:

1. Dasar konstitusi Undang-undang Dasar Republik Indonesia

1945

Bila melihat Pasal 29 Undang-undang, Dasar Republik Inco-
nesia 1945 yang berbunyi:

® Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Fsu.

° Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
mermeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah
menurul agama dan kepcrcayaarmya.

Pasal 29 ini, Hazairin memberikan tafsiran, yaitu sebagal
berikut:42

L]

Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu

yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Tslam bagi umal
[slam.

® Negara RI wajib menjalankan syar

iat Islam bagi orang Islam,
sckedar menjal

ankan syari

at tersebut memerlukan peran-
taraan kekuasaan Negara.

# Lihat dalam Hazaivin, Demokrgsi Fandjasila, (akarta: Panjimas, 1978), h. 18-
19, ’
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e Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara
untuk menjalankannya dan  karena itu, dapat sendiri
dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkufan,
nﬁnjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang
itu, :v:mg dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-

masing.

Memperhatikan fafsiran mendasar yang diberikan oleh
Hazairin tersebut terutama ketika melihat keberadaan Hukum Islam
dan kontcks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tafsiran .il.ll
sekaligus memberikan landasan formal dan landasan berpikir
mengenai hubungan Negara dengan agama dan %Elueluknya.
Melalui fafsiran ini juga, sepanjang mengenai bidang ajaran agama
tertentu yang berkenaan dengan hajat orang banyak atau
kemanfaatannya akan menyentuh rakyat banyak, maka n?gnra
diperkenzmkm'l untuk terlibat memfasilitasi u.gur‘lbidang ujar;m.
agama dimaksud dapat diterapkan dengan baik. bldzmg- ekonomi
Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal ma.ng
banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya fenuip;ufl‘n
kesejahteraan, pemerataan, pengmggm’:m,. .pengex'n‘asan emis-
kinan dan keferbelakangan. Dalam kondisi demikian perzm;-m
Negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi ’rer]aksmmnyfl syariat
Islam di bidang ckonomi dalam Negara kesatuan Republik Indo-
nesia, 43

Dengan demikian fidak ada alasan Lfnmk ’t%dak mendirikan
perbankan syariah di wilayah Indonesia, faktor-faktornya sangat
mendukung antara lain - dari keberadaan masyarakatnya yang

15 Lihat dalam M. Arfin Hamid, Membumikarn ﬂ-onoim' Svariah DI Indonesia
4% Lihat dg " mid i =y
Ferspektif sosio-yuridis, (lﬂkﬁl‘ia.[’mmnum, 2007),h
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mayoritas muslim lebih kurang 88%, tingkat dan rasa keamanan
spiritual dan bathin dalam menyclenggarakan ckonomi atau
perbankan berdasarkan prinsip syariah (tanpa bunga) lebih
menjamin daripada bank konvensional vang memakai sistem
bunga, prinsip dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia
1945 pasal 29 yang memberikan isyarat bagi warga negaranya

untuk melaksanakan syariatnya dan negara wajib memfasilitasinya.

Pendapat Ulama yang mengatakan dilarang berfransaksi
dengan bank konvensional yang menjalankan prinsip bunga sangat
beralasan untuk mendirikan perbankan syariah yang memakai
sistem prinsip bagi hasil. Hal ini juga didorong oleh adanya fatwa
Mejelis Ulama Indonesia pada lokakarya Bunga Bank di Cisarua
pada tahun 1988 yang salah satu butir kesepakatannya menyatakan
bahwa bunga bank ifu haram dan kemudian merckomendasikan-
nya pembentukan bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya
berdasarkan prinsip Islam.

2. Polifik Perbankan

Dalam masalah politik perbankan ini perlu ditelusuri lebih
lanjut tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai perban-
kan. Dari penclusuran itu, maka akhirnya akan ditemukan peluang
dan kesempatan untuk mengembangkan perbankan Islam di bumi
Indonesia ini. Kebijakan perbankan Indonesia ternyata mengalami
fluktuasi dalam kaitannya dengan kesempatan mendirikan Bank
Syariah. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

a)  Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perbankan

38

Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang ini tidak
mengatur lebih lanjut mengenai besarnya suku bunga yang
dikenakan kepada peminjam uang dari bank. Namun kenyataan,
membuktikan bahwa pemerintah melakukan intervensi pada dunia
perbankan. Femerintah ikut campur dalam menentukan besar
kecilnya suku bunga yang akan diterapkan di semua bank. Sistem
perbankan yang ada bersifat konvensional yang dalam operasional-
nya menggunakan prinsip bunga, maka menefapkan suku bunga di
atas 0%. OQlch karena itu, peluang pemerintah untuk mendirikan
bank syariah yang menggunakan suku bunga 0% belum bisa
direalisasikan.** Namun jika dilihat secara cermat perbankan
syariah memiliki peluang dari pengertian “kredit” pada Bab 1, Pasal
13 huruf c:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang
dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam
hal, mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-
nya sefelah jangka wakfu fertentu dengan jumlah bunga
rang felah ditetapkan. 1°

Dari bunyi pasal di atas tampak pengertian, bahwa dalam
usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) ymllg
dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin
melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan,
konsep bunga ini melckat dalam pengertian (definisi) kredit itu

44 Lihat dalam A. Dijazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Ferekonomian Umat

Set I ] 1a: FT ia Gre 3 j Pers: 1 7] 02) h. 24,
A }ﬂlgd Al ( axaria. RLU(\ ldlll'l O I'ersac a’ ,U : " h.l .
JI-:{:I]I ]‘h t Bf;;!] }?;{lsﬂl l:" hur uf ¢ Unddn%undﬁng R pu ¢ Indonesia NC\mOl‘ 14
nat b 3 . (4 ])1 k d

fahun 1967 Tentang Pokok-pokok Ferbankan.
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sendiri. Schingga tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem
perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada
masa ifu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan
pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara
seragam, agar tfidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-

wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan
negara.+6

Gemala Dewi mengatakan kegiatan usaha perbankan
konvensional yang berkembang di negara Indonesia saat itu diinspi-
rasikan oleh sistem ekonomi kapitalis. Dalam usahanya sebil:*’f“
lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (profif
dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakaf
melalui bunga (inferesp. Bunga yang dipuneut bank ini merupakan
lixed rafe, yaitu dengan persentase yang ditclapkan di muka
iransaksi. Dengan jalan ini maka bank ferhindar dari risiko
kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada peminjam
(debitor), dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntu-
ngan yang akan diperolchnya. 17

b) Deregulasi 1 juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkal
bunga oleh pemerintah inj kemudian kesulitan. Bank-bank yand
telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas
Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menen’tukf”T
tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank. Hal 1V
kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dand

x 1,‘.'1-[!!
* Lihat dalam Wirdyaningsih (ed.), Bank Dan Asuransi slam Di Idone
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 58

.y J]
- 1 Porasyransit
¢7 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Ferbankan dan Perast

Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 163.
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tidak cfisien. Olch karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan
derugulasi di bidang perbankan tanggal 1 juni tahun 1983 yang
membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya
dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, ma_lca timbullah
kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukﬂ.n tingkat bmjgd
sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan

- —
i I perjanji ni berdasarkan prinsip bagi hasil 4
syariah melalui perjanjian mumi berdasa X p bag

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak bel'LizlatllT;l,k
langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa ‘bl.m:%d-‘b&.ldi\‘
wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga L'[lblulld!\dlll di
Indonesia pada pertengahan tahun 19 fO»:u‘11 ada bebf:mpu d]“llb.ln
yang menghambat terealisasinya ide ini, yﬂlf'“ operasi b:“*“lt Is ;“"1
yang, menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh l-\‘uump 1a
itu tidak scjalan dengan Undang-undang Fokok Pg.:rb:uﬂmu }‘H;i
berlaku, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor.
Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Ferbankan.

Konscp bank Islam dari segi POh'tiS' juga dianggap L‘fcrkornotu‘sri
ideologis, merupakan bagian atau berku.lt;m del?giilz ko:bip I\fés;lta‘
Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki PC]TIGI 111tf1 1. a; 'alsz.'ll itu
masih dipertanyakan, siapa yang beyser‘ila menaruh mo 1 ‘ d‘ aim
ventura semacam itu, sementara pendirian bank F:)zuu dari 111;%?'4—
negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain ole}‘l I\Gb "JJ \1(‘1‘
pembatasan Bank Asing, yang iifgin. meminie: Santor cabang

Indonesia.*® Sedangkan, pendirian bank dann ulel Srarg Indonesia

. . ., . 59. y s
48 Wu-dy:w'ngsll.l,lS’}?:ﬁﬁh pada seminar nasional Hubungan Indonesia dq_qg,an
. *? Wacana ini dllbl};'ﬁln 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional
Tm““';f"{%‘mp[mr‘: ;l[ch Jembaga Studi ilmu-ilmu Kemasyarakatan (SIK) dan
yang dilaksanakan ¢ 3

: ddy Yustiady, “Fenjelasan Perbankan
\ al Tka ihat: Duddy Yus tiadly, njcld
Y:lyzls:m Bhincka Tung: 2
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sendiri masih belum dimungkinkan. Oleh karena belum dimung-
kinkannya pendirian bank baru, scdangkan bank-bank yang ada
masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis
yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdirt,
maka digunakanlah badan hukum keperasi sebagai  bentuk
hukumnya. Pemilihan badan hukum keperasi scbagai wadah
penerapan sistem perbankan syariah telah di mulai oleh Koperasi
Jasa keahlian Teknosa di Bandung sejuk awal tahun 80-an.
Kemudian, di Jakarta didirikan Baitut-Tamwil kedua dengan nama
Koperasi Simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25
September 1988. 30

¢) Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober (PAKTO) tahun
1988

Pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk
membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobi-
lisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka,
dikeluarkanlah  Paket Kebijakan pemerintah bulan Oktober
(PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi lentang

liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank
baru selain yang telah ada s

Adapun intisari Paket Oktober 1988 tersebut meliputi: 3=

1) Semua bank, baik bank pemerintah, bank pembangunat
dacrah, bank swasta nasional, maupun bank koperasi, bebas

Syariah Secara Umum”, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan
Asuransi di AJB Bumiputera-FISIP UL Depok, april 2003), h. 2.

30 Lihat Wirdyaningsi (ed.), Opeit, 160, ’

51 Jbid, h61. )

52 Lihat dalam Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Ferbankan di Indonesid,
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 31,
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4)

)

7)

membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia, dengan syarat
24 bulan terakhir atau minimal 20 bulan terakhir tergolong

sehat, termasuk permodalannya.

Pembukaan kantor cabang membantu dan kantor-kantor
lainnya di bawah kantor cabang, cukup dengan pemberi-
tahuan kepada Bank Indonesia. Jadi tidak diperlukan izin

baru.

Pendirian bank umum, bank pembangunan swasta, dan bank

pembangunan koperasi yang selama ini tertutup dibuka

1 A4 - o - F - 0 3 -) » :_ X
kembali, dengan syarat modal setornya minimal Rp 10 miliar
untuk bank wumum dan pank pembangunan swasta, dan

simpanan wajibnya minimal Rp 10 miliar untuk bank
pembangunan koperast.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dapat ditingkatkan

menjadi bank umum  atau bank pembangunan sctelah

memenuhi syarat permodalan.

BER boleh didirikan di kecamatan di luar ibu kota Dati I, dan
ibu kota propinsi, dengan syarat berbentuk perseroan terbatas

(P1) atau perusuh:um daerah (PD), dan modal setornya Rp 50
juta. Sedungkan untuk yang berbentuk  badan  hukum

qsi. simpe okok dan simpanan wajibnya minimal
koperasi, simpanatt p

50 juta.

BFR boleh membuka cabang di kecamatan lempat kedudukan

pank yang bersangkut
tetapi hatus lapor B sctempat.

an, tanpa izin dari Menteri Keungan

BPR dapat menghimpurl dana masyarakat berupa giro,

deposito, dan tabungan, sedangkan pemberian  kreditnya
7
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terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil atau masya-
rakat pedesaan. Namun berdasarkan SK Menteri Keuangan
No. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989, yaitu
penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan RI No.
1064/KMK.00/1988 tentang usaha BPR, maka akhirnya BFR
tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk giro.

8) BFR yang ada di ibu kota Negara, ibu kota propinsi atau ibu
kota Dati II harus ditingkatkan menjadi bank umum atau
bank pembangunan, atau dipindahkan ke kecamatan. Balas
waktu penyesuaian tersebut dua tahun sejak berlakunya
peraturan.

Kebijakan tersebut pada intinya memberikan kemudahan
bagi pembentukan bank sehingga perkembangan industri perban-
kan berlangsung dengan sedemikian cepatnya, sehingga dimulailah
pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa
dacrah di Indonesia. Yang pertama kali memperoleh izin usaha
adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal
Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 agustus
1991. Kemudian, disusul oleh BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal
24 oktober di tahun yang sama. Ketiga BFRS terscbut beroperasi di

Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukal pada langgal 10
nopember 1991 di Aceh,

3. Peran Politik umat Islam di OKI (Organisasi Konferensi
Islam)

Lahirnya bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari andil
Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang scjak tahun 1970-at
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banyak mengeluarkan anjuran dan dorongan negara-negara
anggotanya untuk meningkatkan perckonomian rakyat di negara
masing-masing, dan Indonesia adalah salah satu anggota OKI.
Pada bulan Juli tahun 1985 OKI mendirikan Islamic Development

Bank (IDB) yang berkantor di Jeddah.

Pendirian 1DB diawali oleh keinginan beberapa Negara Islam
dengan mayoritas penduduknya muslim yang bergabung dalam
OKI. Keinginan ini sudah cukup lama didambakan dan diper-
bincangkan, namun mulai menjelma pada fahun 1970. Pada bulan
Desember 1970 OKI menyelenggarakan sidang yang ke-2 di
Karachi, Pakistan. Dalam siding fersebut anggota OKI sepakat
bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai
dengan syari’at Islam, oleh karena itu, perlu segera didirikan bank-
bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai prinsip-prinsip
syari’at Islam. 53 Hasil sidang OKI itu kemudian ditindaklanjuti
dengan ditandatanganinya “Declaration of Intent for the
Establisment of an Islamic Development”. Dalam sidang pertama
Konferensi Menteri-menteri  Keungan Negara-negara Islam di

Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 18 Desember 1973. Kemudian

pada sidang ke-2 Menteri-menteri Kenangan Negara-negara Islam
di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-12 Agustus 1974 secara
resmi menyetujui pembentukan IDB tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan dasar filosofi

I di Indonesia disebabkan fakfor internal

lahirnya perbankan syaria
dan cksternal. Adapun faktor internal keharaman riba dalam

bingkai syariah. Yang dimaksud dengan bingkai syariah adalah

-—.—___._—————-__-__-__._-— >y I3 .
53 Lihat dalam Karnaen A. perwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di

Indonesia, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 251,
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ayat-ayat yang ferdapat dalam Al-Quran pada QS. Al-Baqarah
/2:275, QS. Al-Imran/3:130, QS. al-Nisa’/4:160-161, QS. Ar-
Rum/30:39 dan hadis. Nabi Muhammad SAW., serta fatwa ulama
yang mengharamkan riba atan bunga bank. Fakfor eksternal adalah
kondisi objektif umat Islam di Indonesia yang mayoritas mengingin-
kan transaksi halal tanpa bunza, perangkat hukum scperti undang-
undang, kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia
memberi peluang untuk ferlaksananya sistem pelaksanaan atau
fransaksi perbankan tanpa bunga seperti Paket Oktober Tahun
1988. Faktor lain adalah keterlibatan umat Islam dalam pcreaturan
dunia, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKID).

C. Sejarah Perbankan Syariah

Berdirinya Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari
gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariah Islam sejak
tahun 1940-an, hal ini ditandai denzan munculnya pemikiran-
pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946),
Naeim Siddigi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-
pemikiran fersebut menyampaikan gagasan mengenal pcrbankan
bagi hasil (profit sharing). Kemudian uraian yang lebih terperinci
tentang gagasan itu ditulis oleh ulama besar FPakistan, yakni Abul
ANla Al-Mawdudi pada tahun 1950 (1961) serta Muhammad
Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan
1962.3 Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hany?
memberikan pemikiran tentang pendirian bank yang berdasarkal
prinsip syariah, belum sampai pada tahap implementasi pentuk dan
lembaga bank prinsip syariah. Pemikiran itu lahir, didasari adany?

3 Lihat dalam Sutan Remy, Ferbankan Islan Dan Kedudukaruya I Yalam T84
Juikuim Ferbankan Indonesia, (Jakaria: FT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 4.
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bunga bank dalam sistem bank konvensional yang sudah cksis sejak

lama, dan adanya larangan riba dalam Al-Quran dan hadis.

Warkum Sumitro berpendapat sebenarnya pada tahun
1940-an telah muncul konsep feoritis tentang Bank Islam, namun
belum bisa direalisasikan, karena sclain kondisi pada waktu itu
belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang Bank
Islam yang menyakinkan.® Pemikiran yang sudah muncul pada
tahun 40 dan 50-an tersebut, tidak langsung memberikan jalan
vang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah
hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah kongkrit yang
memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal,
telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi
masalah ckonomi untuk menghasilkan kescjahteraan sosial di

hegara-negara Islam. ¢

Di Indonesia pemikiran tentang sistem  keuangan dan
perbankan Islam ada dua aliran. Aliran pertama berpendapat
bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut

riba adalah pembuangan uang oleh mindering yang bunganya

sangat tinggi sehingga disebut “linfah darat”. A. Hasan, berpen-

dapat riba adalah bunga dengan suku bunga tinggi (adafan
mudbafan). Mohammad Hatfa perpendapat bunga pada kredit
produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk

mendapatkan keuntungan. Mereka yang menghalalkan bunga bank

fermasuk fokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan

Siafruddin Prawiranegara, tokoh masyumi yang pernah menjabat

55 Lihat dalam Warkum Sumitro, Ass-asis Ferbankan & Lembaga-lembaga

Terkait (Takara: Raiawali Pers, 2004), hal. 8. ) . '
c‘”;zéyi,i(llﬁhdclllfﬁi?xl?iall Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

2009), h. 1.
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schagai Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Bank Indonesia

yang pertama.

Aliran kedua berpendapat bunga bank itu tetap riba.
Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan tidak
dilarang, bahkan diperlukan. Karcna itu harus diciptakan scbuah
bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem
bagi hasil yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai transaksi
girad dan mudarabah. Kelompok ini terus berjuang untuk
memberlakukan perbankan syariah di Indonesia. Tokoh-tokohnya
adalah AM Saefuddin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz,
Muhammad Syafi’i Antonio, Adiwarman Karim, Zainal Arifin,
Mulya Siregar, Suroso Jajuli, Zaenal Baharnoer, Iwan Poncowinoto
atau Riawan Amin.’” Tujuan gerakan ini tidak lain adalah
bagaimana berdirinya lembaga keuangan berlandaskan ctika dan
sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek

kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Gagasannya yang ingin membebaskan diri dari meckanisme
bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan
keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa siste
perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak
lazim, schingga timbul pula pertanyaan feniang bagaimana
nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Gagasal!
itu berlanjut terus, hingga di Mesir di sepanjang delta sungai il
lembaga dengan nama Mit Ghamar Bank binaan Prof. Dr. Ahmad
Najjar, tahun 1960an beroperasi rural-social bank, Muhammad
Syafi’i Antonio mengartikan semacam lembaga keunangan unit

57 Lihat d:dam Adiwarman Karim pada kata pengantar yang disampaikan M
Dawam Rahardjo, Bank Islam Analisis Fgih dan Keuangan, (Jakarta:
RajaGrafindo Fersada, 2006), hal. XXI-XXII )
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desa. Lembaga ini yang berskala kecil, namun mampu menjadi
pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem finansial dan
ckonomi Islam, &

Sccara kelembagaan scjarah awal mula perbankan syariah
pertama sckali dilakukan di negara Fakistan dan Malaysia sckitar
tahun 1940-an, Negara Mesir tahun 1963. Ferbankan syariah di
negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam  karena
adanya kelhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya
sebagai ecrakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah
Ahmad FI Najjar, mengambil sebuah bentuk baunk simpanan yang
berbasis profif sharing (pembagian laba) di kota Myt, Myt Ghanir

Bank pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini

berlangsung hingga talun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank
dengan konsep scrupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak
memungut maupui menerima bunga, sebagian besar berimvestasi

pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung daam

bentuk partnership dan membagi keuntungan yang di dapat

dengan para penabung.®
Perkembangan selanjutnya adalah berdirvinya  Islamic

Development Bank (IDB), yang bediri atas prakarsa dari sidang

Menteri luar negcri negara-negara OKI (organisasi Konfrensi Islam)
(- C

di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam
sidang tersebut diusulkan penghapt
kan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya
IDB felah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan

san sistem keuangan berdasar-~

56 [ihat dalam Muhammad Syati’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Fraktik,
A 4l 19
(Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 19. . ; Gk
50 Iih‘u[ dalam K:Hmip ,B;mk dan Lembaga Keuangan Lainnya, ed. Revisi 7,
4 re ) 2

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), . 177.
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lembaga kcuangan syariah. Pada alhir periode 1970-an dan awal
periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan,
negarda-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan
Turki.

Bank Islam pertama yang bersitat swasta adalah Dubal
Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usaha-
wan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977, berdivi 2
(dua) bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan
Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan

Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga.

Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara
nasional adalah FPakistan. Pemerintalh Pakistan mcn;alconvcrsi
seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi
sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979, beberapd
institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem
bunga dan mulai tahun itu pula pemerintah Pakistan mensosiali-

sasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan
nelayan.s0

Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam per-
tama sekali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri luar negcrl
negara-negara Organisasi Konfrensi Islam di Karachi, Pakistat;
pada desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi
tentang pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan
pembangunan (international Islamic bank for trade and develop-

ment) dan proposal pendirian federasi bank Islam (federation ©f

Islamic banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebul

60 Jbid, hal. 178
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adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti
dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntu-
ngan maupun kerugian.*!

Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana
pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam,

bahkan sebagi tambahan diusulkan pula pembentukan badan-

. ctacy ) }? g
badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan

'4 " Te]e i
Negara-negara Istam (Invi estment and Development Body ot Islamic

Countrics), serta pembentukan-pembentukan perwakilan khusus,

yaitu Asosiasi Bank-bank [slam (Association of Islamic Banks)

sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan per-
bankan Islam.

. g il e st S
Di luar negeri banyak bank syariah yang umurnya A

lama, misalnya sebagai berikut:
1) Bahrain Islamic Bank (1978).
2) Islamic Bank Bangladesh (1986).
3) Kuwait Finance House (1 9387).
4) Bank Islam Malaysia Berhad (1987).
5) Qatar Islamic Bank (1407).
6)  Faysal Islamic Bank Sudan (1407).
7 TIslamic Bank for Western Sudatt (1987).
8)  Sudanese Islamic Bank 1405).
9) Beit Eitanwil Saudi BESD (1 986).
10) Al Baraka Turkis Evkaf Finance House (1989).
11) Bank Al Taqwa (1989).
12) Nasser Social BanZ (1971).
13) Dubai Islamic Bank (1 975).

_ . it e 2
61 Lihat dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit., hal. 19-20.
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14) Kuwait Financc Housc (1977).

15) Faysal Islamic Bank, Mesir dan Sudan (1977).

16) Jordan Islamic Bank (1977).

17) The Islamic International Bank for Investment and Develop-
ment Mesir (1980).

18) The International Islamic Bank of Dacca Bangladesh (1982).

19) Massraf Faysal Al Islami Bahrain (1982).

20) The Sharia Investiment Service, Genewa (1980).

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan olch
masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini
bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non
muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Fropa. Bahkan
banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ , Chase, Chemical
Bank, dan City Bank tclah membuka cabang yang berdasarkan
syariah 62

Di Indonesia scjak tahun 1970-an, pembicaraan pank
syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah
pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh
Lembaga Studi lmu-Ilmu Kemasyarakatan (SIK) dan Yayasan
Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran tentang perlunya
umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai
berhembus sejak saat itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum
intelektual dan cendikiawan muslim dalam memberdayakan eko-
nomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatart
mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat, pajak dikalangat
para ulama, cendikiawan, dan intcktual muslin.ss Namun ada

2 Kasmir, Op.cit, h. 179.
ot Lihat dalam Adrian Sutedi, Op.cit, h. 6.
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beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide pendirian

bank syariah ini. Adapun alasan terscbut antara lain:e4

o Qperasi bank svariah yang menerapkan prinsip bagi hasil
belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-
undang FPokok Ferbankan yang perlaku, yakni Undang-
undang No. 14 Tahun 1967.

e Konsep bank svariah dari segi politis berkonotasi ideologis,
merupakan bagian pemerintah.

e Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal
dalam ventura semacam ini, sementara pendirian bank baru

1h masih dicegah, antara lain pembatasan

embuka kantornya di Indonesia.

dari Timur Teng
bank asing yang ingin m
Pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertema-

ar ekonomi Islam dimana tokoh yang

kan bank Islam sebagai pil ‘
terlibat diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam

Rahardjo, A. M. Sacfuddin, dan M. Amien Azis, sebagai uji coba,
: ikkan dalam skala yang relatif

< S iprakt
Zagasan perbankan Islam dipra .
ait At-Tamwil Salman ITB) dan

terbatas, diantaranya di Bandung (B
di Jakarta (l(opemsi Rhido Gusti). Sebagal gambaran M. D-awam
Rahardo dalam fulisannya pernah mengajukan 1ek9111611'da51 bank
syariat Islam schagai konsep alternatif untuk menghindari larangan
- < . . r
riba, sekaligus menjawab tanfangan bagi kebutuhan pembiayaan
dan ekonomi masyarakat. Jalan

Quna pengembangan usaha ‘ ‘
an fransaksi pembiayaan

keluarnya secara sepintas disebut deng

Rahardjo, Islam dan Transtormasi Sosial Ekononti,

64 T4 : Jawam
4 Lihat dalam Dawe o Bisafat, 19 99).

(lakarta: Lembaga Studi Agama
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berdasarkan tiga modus, vakni mudalarabah, musyarakah. dan

murabahah.ss

Kemudian gagasan mengenai bank svariah ifu muncul lagi di
tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan
Oktober (Pakio) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Fara
ulama pada saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga, fetapi
fidak ada satupun perangkat hukum yang bisa dijadikan dasar,
kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar Q
% (nol persen). Setelah adanya rckomendasi dari Jokakarya ulama
tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20
Agustus 1990, maka dibahas lebih mendalam pada Musyawarah
Nasional IV MUI tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk
mendirikan bank syariah di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud
disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan

pedekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.¢¢

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah
berdirinya PT. Bank Muammalat Indonesia, yang scsuai akic
pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tangeal
1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi denga™
modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Sampai bulan
September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebib
dari 45 outlet yang fersebar diseluruh wilayah Indonesia. Dan®
tersebut berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh menter’
Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslint
Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhaktl

65 Lihat dalam Veithal Rivai, dkk, Bank And Financial Institution 1\ mn:rgc"{{{"’f’t

Couventional & 51:3{;{3 System, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). h. 7o
lihat juga dalam Adtian Sutedi, Op.cit, h. 8.
66 [ihat dalam Veithal Rivai, dkk, Loc.cit
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Pertiwi, PT PAL. dan T Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah
Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penompang Bank
Muammalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut,
pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai
beroperasi.s?

Sefelah Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi sebagai
bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia,
frekuensi  kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan
mempraktekkan  sistem syariah dalam kehidupan berekonomi
sehari-hari menjadi tinggi. Namun karena kuatnya jaringan bank
konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang
tayangan-tayangannya pahkan masuk ke pelosok desa dan
kecamatan untuk menyedot dana d
Muamalat Indoncsia hampir tidak bisa berbuat banyak, apalagi
untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-
ali menjadikan Bank

ari masyarakat, membuat Bank

kota besar. Kenyataan tersebut parangk

Muamalat Indonesia kemudian belum dapat memenuhi banyak

harapan masyarakat muslim la
puluh tahun tidak tersenfuh kebijakan pemerintah yang memihak
kepada mereka. Apalagi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun

1992 tentang Perbankan pelum diatur secara tegas mengenai

perbankan syariah.

pisan bawah yang sclama berpuluh-

walaupun pembicaraan  fentang bank
ariah sudah lama ada di Indonesia, akan
nya bank-bank yang bergerak dibidang

tetapi momentum akan lahir ‘
berdasarkan prinsip syariah terschut baru ada sefelah lahirnya
‘ahun 1998 Amandemen No 7

Undang -undang perbankan No. 101

Secara  yuridis,
berdasarkan prinsip sy

67 Lihat dalam Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit, h. 24-25.

55

B



Tahun 1992. Memang Undang-undang Perbankan No 7 Tahun
1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998
seakan-akan memukul gong terhadap lahirnya bank berdasarkan
prinsip syariah tersebut. Sebab menurut pasal 6 huruf (m) juncto
pasal 13 huruf (c) dari undang-undang fersebut dengan tegas
membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk
bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyal. Kegiatan
pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-undang
No.10 Tahun 1998 diperluas menjadi keziatan apapun dari bank
berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan olch Bank Indonesia
(dalam undang-undang yang lama ditetapkan oleh peraturan
pemerintah).6s

Dengan demikian, pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (€)
dari Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 sekarang
merupakan dasar hukum yang utama bagi eksistensi bank
berdasarkan prinsip syariah. Adapun isi dari pasal 6 huruf (m)
tersebut adalah: Pasal 6 huruf (m): Usaha bank meliputi:

(m) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan
kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan olch Bank Indoncsia.

Pasal 13 huruf (0): Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

(© menyediakan pembiayaan dan penempatan  dana
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang
difetapkan oleh Bank Indonesia.

65 Lihat dalam Munir Wady, Hukum Ferbankan Modern, (landung: CifF
Aditya Bakti, 1999), h. 170.
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Sclanjutnya scbagai pengejawantahan dari dasar hukum
utama dari Undang-undang Ferbankan No.7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun
1998, oleh Pemerinah Republik Indonesia telah dikeluarkan dasar
hukum selanjutnya telah dikeluarkan dasar hukum selanjutnya
bagi bank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk peraturan
pemerintah, yakni dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
[992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

ang menjadi dasar-dasar Bank Bagi Hasil yang

Adapun y. _
No. 72 Tahun 1992

disebutkan dalam Peraturan Pemerinah
tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan bank berdasarkan syariah dapat dilakukan olch
‘ Perkreditan Rakyat (pasal 1 ayat(1)).
Perkreditan Rakyat sudah

Bank Umum alau Bank
2) Jika Bank Umum atau Bank
melakukan kegiatan-kegiatan lainnya  (kegiatan konven-

(e

sional) (pasal ayat (1) jurcto pasal 6). _
3) Bank berdasarkan syariah melaksanakan kegiatannya ber-

dasarkan prinsip-
4) Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat ter-

masuk juga kegiatan jual beli (pasal 2 ayat (2)). _
5) Bank berdasarkan syariah wajib mempunyai  Dewan

prinsip syaiat Islam (pasal 2 ayat (1)).

Pengawas Syariah.

Dari adanya pasal-pasal tersebut, bank berdasarkan prinsip
art ads o paoe

syariah di Indonesia telah ada schelum di undangkannya Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hal ini dapat
dilihat dari ketentuan pasal 6 huruf (m) an pasal 13 huruf (c)

7 Tahun 1992, yang kemudian menjadi

Undang-undang No.



tonggak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992
tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Realisasi peraturan dan kondisi umat [slam mengharuskan
berdirinya PT. Bank Muamalat, Tbk. yang didirikan pada tahun
1412H (1991) diprakarsai olch Majelis Ulama Indonesia (MUT) dan
pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal
27 syawal 141ZH (1 Mei 1992), dengan dukungan cksponen
Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa
pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima
dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham
perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akfa
Pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian
di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat
Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.

Pendirian Bank Muamalah Indonesia melalui proses politik,
karena para penguasa Orde Baru (1990-an) itu masih mencurigai
gerakan pendirian Negara Islam atau realisasi Piagam Jakarta. Ide
bank Tslam pada waktu itu paling tidak dilihat kaitannya denganl
konsep Negara Islam dan Piagam Jakarta, karena di situ, pendirial
bank Islam adalah bagian ide sistem ekonomi Islam scbagdi
altc{rrlatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang, merupakan
bagian dari paham fundamentalisme. Karena itu para pemerakarsd
bzmk. syariah berusaha mencari argumen ekonomi agar usul
pendivian bank syariat dapat disetujui. Alasan pertama, pank
syariah akan berfungsi menampung dana para penabung yans
tidak mau menyimpan uangnya di bank konvensional yan@
memakai sistem bunga yang dianggap sebagai riba yang haram-

Kedua, bank Islam punya pangsa pasar tersendiri, maka penolakdt
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terhadap lembaga perbankan syariah akan merugikan pembangu-

nan dan perkembangan ckonomi sendiri.®?

Argumen  tersebut memerlukan  wacana publik agar

mendapat  dukungan  dari masyarakat. Wacana itu dilakukan

dengan seminar-seminar  dan publikasi. Diskusi bank syariah

sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal

tahun 1980-an. Ternyata wacanad bank sy
alaupun banyak pula kalangan cendikia-

ariah tidak mendapat

tantangan dari publik, w
paling tidak meragukan konsep tersebut,

wan yang tidak setuju,
Namun lebih dari itu, konsep bank

tetapi memilih sikap dian.
syariah ternyata memerlukan perjuangan po

kan persetujuan dari yezim yang berkuasa. Hanya sgja perjuangan
trasi atau aksi-aksi protes,

politik itu tidak dilakukan dengan demons

melainkan dengan lobi-lobi.™

litik guna mendapal-

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah

didirikan Bank Muamalat berhasil meny
Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi per-
seroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia
aupun produk yang terus dikembangkan.
mdonesia dilanda krisis moneter yang,
pesar perckonomian  Asia

andang predikat scbagai

denga beragam jasa m
Pada akhir tahun 90an,
memporak  porandakan schagaian
ankan nasional t
alatpun terimbas danpak Krisis. Di
tahun 1998 rasio pembayarat macet (NPF) mencapai lebih dari

60%, perscroan mencatat rugi schesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas

Tenggara. Seklor petb ergulung oleh kredit Macet

disekmen korporasi, Bank Muam

emame . e e
69 T ihat Adiwarman A. Karin, Op.cit,, h. XXIIL

0 Jhid.
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mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang scpertiga
modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat
mencari pemodal yang potensial dan ditanzzapi sccara positit olch
Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah,
Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi
menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karena-
nya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-
masa yang penuh tantangan sckaligus keberhasilan bagi Bank
Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil
membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan
dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang
kual, strategi pengembangan usaha yang tepal serla ketaatan
terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil
bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengi-
rusan baru dimana seluruh anegota dircksi diangkat dalam tubuh
Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja
lima tahun dengan penekanan pada:

1) Resturiksasi asset dan program eficnsi.

2) tidak mengandalkan setoran tmodal tambahan.

8) tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insa!
yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memoton
hak kru Muamalat sedikitpun,

4) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalal
menjadi prioritas utama  ditahun pertama kepeﬂé%“rmm1
direksi baru.

60 ;

5) Peletakkan landasan usaha baru dengan mencgakkan disiplin
kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua; dan
6) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan
serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank
Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya
membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke
era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterus-
nya.
Pertumbuhan dan perkembangan Bank Muamalah ini mera-
mbah ke kofa-kota di Indonsia, seperti Medan sampai kota Ternate,

Maluku Utara. Perluasan Bank Muamalat ke Indonesia Timur

menurut Corporate Secretary BMI, Lukifa Tri Prakasa adalah per-

luasan jaringan yang dilakukan prinsipnya adalah untuk membuka
. = : i i
pintu-pintu rahmat dengan sistem ckonomi berkeadilan, saling
, , ‘insip-prinsip kerjasama dan
bermusyawarah (bermitra) dengan prnsip prinsip kerjasam:

: R . ; ‘landaskan pada prinsip-
saling memegang janji (amanah) yang berlandaskan y F P

brinsip syariah.™

— e
71 www bankmuamalat.com
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Bagian Kefiga
Proses dan Kedudukan
Tata Hulum Perbankan Syariah

A. Pengertian Perbankan Syariah
1. Menurut Bahasa

Kata Perbankan berasal dari kata bank banque dalam pahasd
Perancis, dan banco dalam bahasa Ifalia, yang dapat perartl

peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskatt

fungsi dasar yang ditunjukan oleh bank komersial. Kata peti afal
lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-
benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan
sebagainya. Dewasa ini peti bank portepel aktivita yang menghﬂﬁil’
kan (portfolio of earning assets), yaitu portopolio yang membe?
bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pcngeluﬂmﬂ‘
pengcluaran dana pihak.72

e g v . artd:
72 Lihat dalam Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syzumfl, Jagm‘l

Alvabet, 2002, h.1-2.
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Pada abad ke-12 kata banco di Italia merujuk pada meja,
counter atau tempat usaha penukaran uang (money changen). Arti
ini menyiratkan fungsi fransaksi, yaitu “penukaran uang” atau
dalam arti fransaksi bisnis yang lebih Iuas yaifu “membayar barang
dan jasa”. Contoh transaksi semean itu di zaman modern ini terjadi
di beberapa tempat seperti counter di pasar swalayan atau counter
di restoran siap saji (£t 0od).™

Penggunaan istilah banco disebabkan dalam realita bahwa
X

proses kerja bank scjak dulu, sckarang, dan mungkin di masa yang
akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja.™
Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan mashrif,
yang berarti tempat berlangsungny
dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau sclainnya untuk
melakukan mu’amalah. ™ Menurut 7Zainal Arifin?® dari kata bank di

1) menyediakan tempat untuk

a saling menukar harta, baik

afas, fungsi dasar pank adalah:
aman (safe keeping function), dan 2)

menitipkan uang dengan | -
an untuk membeli barang dan jasa

menyediakan alat pembayar
(fransaction function).

| bahasa Inggris disebut banking,
muskan bahwa banking adalah
ng bank, mencakup kelem-

Kata perbankan dalan
dalam Black’s law Dictionary dirt

Segala sesuatu yang menyangkut tenta
serta cara, dan proses dalam melaksanakan

kan pengertian tersebut dapat dikata-

adalah suatu sistem yang menyangkut

bagaan, kegiatan usaha,
kegiatan usahanya. Berdasar
kan bahwa sistem perbankan

— e

:: I[Ljﬁmhfia lam Muhammad Sayyid Tlumthﬂwi.1 Asflg’zunnlzzf al-Bunuk wa
IS a7

kamuiha al-Syarivyah, (Mesir, Dar Nahdhah, 1997), h. 50.

75 jbid, ) it h. 2

76 Lihat dalam Zainal Arifin, Op.cik, &t &

Al

=
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tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta card

dan proses melaksanakan kegiatan usahanya sccara keseluruhan. ™

Dari beberapa pengertian bank di atas, prinsipnva meni-
punyai tujuan yang sama, bahwa bank adalah kegiatan yang
melakukan transaksi di suatu tempat antara orang-perorang dalam
penyerahan suatu benda yang berbenfuk uang ataupun barang
vang memiliki bagian-bagian tertentu, baik sebagai pemilik modal
ataupun pemilik barang, ataupun menyerahkan dana dan menc
rima dana untuk disimpan di suatu tempat yang dinamakan pank

melalui proses dan cara kerja yang telah ditentukan.,
2. Menurut Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bank adalah lembagd
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di Jalu
lintas pembayaran dan peredaran uang.® Undang-undang I
Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Perubahan Undand”
undang Rl Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 butir 2, bank adalah “P4°
dan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam pentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam penttik
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam ranzka meningkatkat
taraf hidup rakyat”.™ Dari pengertian ini dapat dijclaskan sc¢@”
lebih lua.s lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bcrg,c""k
dalam bidang keuangan, artinya akfivitas perbankan selalt pet-

77 Lihat dalam Hermansyah, [l oy } att®
P, g P g é’p‘ éoélgim;? Jl‘gf bankan Nasional Indonesis (jaks
78 Tihs . . e
” Lllhtiitdgfg De{:)falrj'ilcmen Pem{ndikan dan Kebudayaan, Op.cit, h 78. bﬂk
ih m Afnil Guza, Himpunn U.rrdang-zmdm;g f’&dimkan Reptt

Indonesia, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008). |, 84
b 3
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kaitan dalam bidang keuangan, schingga berbicara mengenai bank

tidak terlepas dari masalah keuangan. 59

Definisi lain mengatakan bank adalah lembaga keuangan
yang menjadi tempat bagi orang perorangat, badan-badan usaha
swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga
pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui
kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik mela-
yani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua scktor perckonomian. 8!

Dari defenisi ini bank sudah memiliki peran dan fungsi vang
luas, yaitu tempat penyaluran dana melalui kredit dan tempat
penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa yang berlaku
baik bagi orang-perorang ataupun bagi badan usaha milik negara,
lembaga pemerintahan dan swasta, dan sistem yang dipakai adalah

bunga.

Dalam konse
literal tidak dikenal, namuit seC
pada zaman Rasulullah SAW. memil
bank syariah yang peroperasi di atas dasar ajaran (syariah) Islam,
yang memiliki prinsip operasional perbeda dengan prinsip operasi-
onal bank konvensional. 7ainul Arifin mengatakan, jika yang
dimaksud dengan «pank” adalah istilah bagi suatu lembaga
4 istilah “bank” tidak disebutkan secara eksplisit
1g dimaksud adalah sesuatu yang

p [slam sendiri, sebenarnya istilah “bank” secara
ara fungsional telah ada prakteknya
iki konsep tersendiri, yakni

keuangan, mak
dalam Al-Quran, tetapi jika yat

sur seperti struktur, manajenten, fungsi, hak dan

memilili unsur-un

i Bank dan I embaga Keuangan Lainiya, (edisi vi, Jakarta:
, B:

07), h.23-24.
h, Op.cit, .7,

80 Lihat dalam Kas
PT., Raja Gratindo Persadd, 20
81 Tihat dalam Hermansyd
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kewajiban, maka scmua itu discbutian dengan jelas, seperti zakat,
shadaqah, ghanimah (rampasan perang), bai’ (jual-beli), dayn
(hutang dagang), mal (harta) dan sebagainya, yang memiliki kono-
tasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan
ekonomi. Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai
individu yang dalam kontcks fiqih discbut syaksyivah al i’tibarivah
alau syaksiyah al-ma’nawiyah, »2

Adiwarman  menyebutkan  bahwa untuk  permulaan,
Madinah  merupakan negara yang baru terbentuk dengan
kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi.
Oleh karena itu, peletakan dasar-dasay

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

sistem keuangan negard
merupakan langkah yang
sangat signifikan, sckaligus brilian dan spektakuler pada masa itu,
schingga Islam scbagai schuah agama dan negara dapat berkem-
bang dengan pesat dalam Jangka waktu yang, relative singkal dan
dilakukan secara bersamaan.s3

Sistem ekonomi yang diterapkan olch Rasulullah Saw. Bet-
akar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran yang merupakall
sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturdl
sebagai petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap
aspek kehidupannya, termasuk dj bidang ckonomi. Prinsip IslaM
yang paling mendasar

; : e Allah
adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Alla
sem

ata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di mukd
bumi. Lihat antara lain surah Alj Imran/3:26, Al-Hijr/15:2, Al-

82 Lihat dalam Zainul Arifin, Op.cit,, h, 3-4.

: | NIl
33 [ihat d;ll:uh _Adlwurnnm A. Karim, Scjarah Pemikiran Ekonomi sttt
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 27,
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Mulk/67:1, Al-Baqarah/2:30, Al-Nisa/4:166, dan Al-Fathir/
55:39.84

Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, bank sym’ialT
memiliki dua pengertian, yaitu: 1) Bank yang beroperasi scsu‘:.u
dengan prinsip-prinsip syariah; 2) bank yang tata Cill}.:lepul'llj
nya kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis.® ’,11:.1:
pedi Hukum Islam, bank syariah adalah lembaga ke.uang.m yang
usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lzunﬁ ‘dzfanz‘\lliili
lintas pembayaran scrita peredaran  uang 37111;; c?pju.moh.t.::]
disesuaikan dengan prinsip Islam.= Perlu dlpﬁl‘b:lll‘\l pen;fjl Id,
yang terdapat di Ensiklopedi Hukum [slam ter,be,.l?:ﬂ N 11&::11
memakai kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah ataup

JUR al: cmbiayaan.
perbankan syariah istilah yang digunakan adalah perabiay:

) | ‘a‘. ) 'Y' "1 1 [ltllll LHHI\' Sy-'.ll‘i..'.lh {.lm u
"(1AS¢ g ¢ t 111.. 1!, b cll 1$l1
Blllﬂ{ l 1 d;L Al l\sl 11 p

i halnya ban
bank [slam, seperti halnya SR - :
’ o intermediasi (infermediary institution), yaitu

k konvensional, juga berfungsi

schagai suatu lembag N deavi Teomitidli
& Hian dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
ahkan dana darl me

menger wakat yang membutuhkannya

ada masys
dana-dana tersebut kepada masy R T
ili jayaan. Bedanya nanyal
dalam bentuk fasilitas pemb

id: rdasarkan bunga
syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasark: 2
arie e

dnsip syariah, yaitu prinsi
Gnterest fred), tetapi berdasarkan prinsip Syaridat, et .p
; i dan kerugian (profit and loss sharing

91 unfun Ty (RS P
bembagian ke . perti juga bank konvensional, selain

., : moiple). Se
principle atau pls princiy e biayaan bank, bank syariah juga
. . igsa  pemplayae e
Mmemberikan jasa-jasa F

— el

84 ] . i f p regs <
l «:ll. 14c¢ A Perw ;'].let“md_]ll ddn ;:yﬂ.h 1 Al tonio 5 & ‘[7i d'i 1
i t d I'““ I\'ll‘l acn . A O l
! 1 alar e ¢

gl 6}7:1};&1111‘.1 | Aziz Dahlan, dike (ed), Fnsiklopedi Hukum Islam,
86 [ihat dalam Abdul AZI7%

R 7, h114.
(Jakarta: Tichtiar Baru van HOWe, 1997),
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memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan
letter of credif, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanyd

diberikan oleh bank konvensional.®7

Menurut Sutan 38 jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan
oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiaya-
an yang dapat diberikan oleh bank konvensionul. Mengenai jasd
pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja
pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perban-
kan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa
pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan
(multi finance company), seperti leasing, hire purchase, pcmheli:ul
barang oleh nasabah bank kepada bank Islam yang bersangkutail
dengan cicilan, pembelian barang olch bank Islam kepada
perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan
modal (equity participation atau venture capital), dan Jain
sebagainya, seperti halnya bank konvensional yang, bergerak dalam
bidang whole sale banking, bank Islam dapat pula memberika!
pembiayaan sindikasi (keedit sindikasi). Dari jasa-jasa yang clapal
diberikan oleh suatu bank Islam, jasa-jusa yang dapat diberikall
oleh perbankan Islam bukan saja berupa jasa-jasa yang dapat
diberikan oleh suatu bank konvensional (commmersial bank)
melainkan juga  jasa-jasa yang biasanya diberikan olch suatt
lembaga  pembiayaan  konvensional modern (aulti  financ
company). Dengan kata lain, suatu bank syariah bukan saja dap -

- : . . ared
memberikan jasa-jasa suatu bank kovensional, melainkan J4&

g "
7 Lihat dalam Sulan Remy Syahdeini, Perbankan Islam Dan Kc.;fudu.('.:tm_’i)“
Dalam Tala HNukum Perbankan Indonesia, (Jakarta; PT. Pustaka Utama GF '
1999), h. 1
88 Jhid ho -2,

|

dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank
konvensional karena jasa-jasa fersebut biasanya diberikan oleh
suatu lembaga pembiayaan nonbank. Bahkan jasa-jasa  yang
ditawarkan dan diberikan suatu bank Islam adalah jasa-jasa yang
berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan
sangat maju. Di samping itu, hubungan antara bank sehagai
pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep
keadilan yang memperhatikan perlindungan yang sernizan
terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun
pihak nasabah.
Undang-undang Rl No. 21 fahun 2008 tentang Perbankan
Syariah pasal 1 point 1, perbankan Sy LI SN Sl

yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

mencakup kelembagaaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.®

Dari pengertian di atas ada beberapa 1?“““‘ )'i‘llg_deMt
pada perbankan syariah, yaitu; 1) Bank syariah, 2) Unit Usaha
Syariah, 3) Kelembagaan, 4) Kegiatan Usaha, 5) Cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan  prinsip

LT i - Qv 16
syariah dan menuruf jenisnya terdiri atas bank umum syariah,

riah dan bank pembiayaan rakyat syariah (pasal 1
L 21 Tahun 2008 Tentang perbankan
a 3 (tiga) jenis bentuk bank,

usaha unit sya
point 7 Undang-undang RI No.

syariah).% Dari bunyi pasal tersebut ad : g bl
vaifu Bank umum Synriah adalah bank syariah yang am

-
89 131, LT il Guza, e .Cil.,h. 3. L Panfe N i
tm‘ I‘iutldi'hm. ‘;lq;l;jt?gnngﬁndzu1g No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan
0 Pasal 1 poit

Syarial,
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kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,”! dan
Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yangz dalam
kegiatannya ada memberikan jasa dalam lalu linfas pembayaran, *#
Unit usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja
dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unif
syariah.?s

Semua bank yang tercakup dalam bank syariah memakal
prinsip syariah, dalam melaksanakan kegiatannya memakai prinsip
hukum Islam, schagaimana texdapat pada pasal 1 point 12, prinsip
syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang meniliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”*

Di dalam penjelasan pasal 2 disebutkan kegiatan yans
berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yans
tidak mengandung unsur; 93

a) Riba, yaitu penambahan pendapatan sccara tidak sah (bathil
antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak samd

kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalan

g o : ) d 1
" -’;hpds‘ﬂ 1 point 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang pel‘bJ“l" 2
syariah.

nkan

f’thasan I point 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbe
syariah.
o o . oL cart
"% Pasal 1 point 9 Undang-undang No. 21 tahun 2008 fentang Wlb‘mh
syariah,

94 Lihat dalam Afnil Guza, Op.cit, h.4.

%51bid .. h. 42,
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T

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah
Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima mele-
bihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

b)  Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

) Gharar, vaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, fidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat
diserahkan dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

d)  Haram, vaitu fransaksi yang objeknya dilarag dalam syariah;

¢)  Zalim, yaitu fransaksl yang menimbulkan ketidakadilan bagi

pihak lainnya.
apkan pada bank syariah adalah

Prinsip syariah yang ditet '
kan oleh Dewan Syariah

melalui ketentuan-ketentuan yang dikeluar
rariah Nasional. Fatwa

. 3 e S
Nasional dalam bentuk Fatwa Dewan o} !
infuk semua Lembaga Keuangan Syariah,

kesamaan dalam menerapkannya,
namun dalam kenyataannya pelaksanaan dapat bel‘beda‘ sla’m entitas
dengan cntitas syariah yang lain, termasuk penafsiran yang

" 2 g our ‘; seb .pg
dilakukan oleh pelaksana masing-masmg entitas syariah fersebut

tersebut berlaku umum 1

yang diharapkan memiliki

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pemi-
Sl 15

kiran, telaah dan kajian yang sangat 1“01“131311_1 ?W“mg dilaiaikan
oleh para pakar Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indo-
nesia), memberikan ketentuan-ketenfuan yang hdﬂk,dlmgukan l.agl
setidak-tidaknya memperhatikan sebagian

kemurnic ial
irnian  syariah, . ]
j 1. Acuan syariah yang mengatakan

besar mazhab melaksanakat
bahwa:

: lengkapi UU perbankan
i y . perpankan Syariah 1 dilengkapi UU per:
od L byl “w]ilj’fxcﬁfé:m, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), h. 2.

Syariah & Kodifikasi Produk Batl
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Artinya: Hukum asal dalam semua muamalah adalah
boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya.

B. Filosofi lahirnya Tata Hukum Perbankan Syariah
Perbankan harus memiliki regulasi, hal ini disebabkan:*
1. Komoditas uang dan Sarat Perikatan

Akfivitas bank dalam memberikan layanan dan penawaran
produk adalah uang. Kepemilikan uang, hak, dan kewajiban atas
vang pada saat awal transaksi, serta hak, dan kewajiban atas uang
pada akhir transaksi merupakan kesepakatan antara bank dengan
nasabahnya. Sifat dasar dari kepemilikan uang yang cenderund
ingin dimiliki oleh siapa pun sangat rawan untuk menimbulkan
persengketaan. Kesepakatan berupa perikatan secara benar harus
dilakukan pada awal transaksi untuk mengikat para pihak dan
menghindari persengketaan.

Untuk mencegah kesimpangsiuran yang dapat menimbulkar
nk

ah

persengketaan, diperlukan regulasi agar kesepakatan antara ba
dan nasabah berlaku secara umum. Sebagai contoh adal
perikatan kredit. Perlu diatur secara jelas jenis kredit, agunan, dan
bentuk perikatannya yang menjamin debitur memperoleh haknyd
untuk meminjam dengan menyerahkan agunan. Sebaliknya, pank
terjamin pelunasan pinjaman dan hak untuk eksekusi gpﬁbila

pinjaman yang diberikannya tidak dilunasi.

%7 Lihat dalam Fertyn, Manajemen Perbankan Femahaman Pendekatan 31 oy
Kescpakatan Basel Il Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Incone™
(Jakarta: Rajawali Fers, 2008), h.26-30. :

|
o

ylar

Institusi perbankan yang sarat dengan perikatan sangat
membutubkan regulasi yang kuat untuk menjamin legalitasnya.
Tanpa regulasi yang memadai, hak dan kewajiban bank setta hak
dan kewajiban nasabah fidak akan terjaga. Pada gilirannya, hal itu
akan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap bank sehingga

akan mematikan industri perbankan.
2. Rasio Utang Berbanding Modal -

Bank adalah suatu institusi yang sebagian besar pasivanya

adalah kewajiban atau utang. Dengan posisi tersebut, berarti utang

jauh lebih besar dibanding modal. Kandist ini disebut sebagai highly

Searing atau highly leverage, yang terjadi karena bank sangat

bergantung kepada utang (geared).
Jika kewajiban yang timbul tidak bisa dibayar, kewajiban
(insolvency) atau ketidakmampuan pank dalam membayar kewa-

jibannya dapat menghancurkan tidak .
an pihak ketiga dan pthak kedua

saja pemegang saham bank

tersebut tetapi juga menghancurk ‘
ana pada bank tersebut. Mengingat besarnya

yang menempatkan d - .
diatur secara baik, akan

utang yang dikelola oleh bank, jika tidak .
menimbulkan masalah besar berkaitan dengan ketidakmampuan

dalam membayar utang-utangnys.

pank, Khususnya pasiva, terdiri dart penem-

pihak penting. Pihak
al dalam bentuk ekuitas. Pihak kedua,

a keuangan lain berupa pinjaman dan

ketiga, dan nasabah yang umumnya
dan deposito.

Pada neraca
patan dana dari tiga
saham menempatkan mod
dana dari pank dan lembag
surat-surat berharga. Fihak
ditempatkan dalam rekening giro, tabungatl,

pertama, pemegang
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3. Ketidakmampuan Bank dalam MenyelesaikanKewajiban

Ketidakmampuan bank dalam  menyelesaikan  kewsyjiban
(insolvency) merupakan suatu keadaan di mana bank tidak mampu
membayar semua kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dampak
insolvency suatu bank sccara sistemik dapat menimbulkan cfek
domino terhadap bank lain hingga akhirnya menimbulkan dampak

buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Scbuah krisis solvency di scbuah bank pada awalnya hanyd
berdampak gangguan kecil pada aktivitas ekonomi. Krisis likuiditas
yang merupakan ketidaktersediaan alat likuid untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek sering kali menjadi penyebab awal
mmsolvency.  Scjarah  menunjukkan  bahwa ketidakpercayaan
terhadap sebuah bank dapat mengarah pada kelidakpercayaatt
terhadap perbankan secara umum.

Penanganan krisis insolvency tidak hanya dilakukan oleh
bank yang mengalaminya langsung, tetapi perlu perhatian dari
industri keuangan secara keseluruhan dan pemerintah. Industti
keuangan perlu memberikan perhatia atau prihatin apabila salah
satu bank mengalami krisis insolvency karena dampaknya dapa!
fmempengaruhi bank-bank yang terkait transaksinya dengan ank
yang sedang mengalami krisis, Adanya krisis di sebuah bank dapat
mempengaruhi reputasi industry perbankan dan menimbulkal
persepsi yang negative. Oleh karena itu, pemerintah perlu mens”

‘ 1 i l
ambil Iangkah—langkah bagi penyelamatan industry pcrbzmluil
secera keseluruhan dan perekonomi

‘ ¢ {as
an guna penyelamatan @
efek domino dari bank yang meng

alami krisis insolvency.
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4. Stabilitas Keuangan
Stabilitas  keuangan  didefenisikan sebagai  pemeliharaan
situasi yang terkait dengan kapasitas lembaga keuangan dan pasar
untuk memobilisasi dana dari surplus spending unit secara efesien,
menyediakan  likuiditas, scrta mengalokasikan investasi tanpa
masalah.

Pembentukan terstandardisasi lembaga keuangan berawal

dari kebutuhan untuk memper

sistem keuangan dalam berbagal kondist.
individual lembaga keuangan.

paili efisiensi dan kemampuan
Stabilitas keuangan dapat

mengatasi  kegagalan periodik
Kegagalan priodik akan menjadi perh ]
pada kerusakan (impairement) umumn pada sistem perbanl‘-\au‘ Ha
m resiko sistemik pada industry

atian serius jika mengarah

tersebut erat kaitannya dengt

perbankan.

5. Stabilitas Moneter

didefenisikan sebagai stabilitas dalam
yang dimaksud digambarkan oleh

abilitas moneter diperlukan

Stabilitas moneter
Menjaga nilai uang. Stabilitas g 4
tingkat inflasi yang rendah dan stabil. St b
mian. Dengatl stabilitas 1 -
\kan pengelolaan ekonom

d noneter yang terjaga
alam su: spekono . :

alam suatu pereko i secara mikro
diharapkan akan memudal

- smerintah.
Oleh pihak swasta dan malro oleh peme

6. Persaingan Antarbank
Perkembangan produk dan layanan bank pada dua dekade
I e v ~Q
J-embanas ane sangat pesat.
terakhir telah menunjukkan perkembangan ¥ 2 sang
Perkembangan produk yans drtawars b
i vl b 11
. el daye - N i ada penggunaan teknologi
 terutama p as
Perkembangan layanan pank tertt

arkan seperti produk derivatif
abah untuk berinvestasi.

75

_



telah memungkinkan nasabah untuk melakulkan transaksi secara

virtual lintas batas nezara.

Perkembangan ini sangat menggembirakan karena mem-
berikan berbagai macam kemudahan dan keuntungan bagl
nasabah. Perbankan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk
mengembangkan produk dan kemampuan teknologinya dalam
rangka memenangkan persaingan untuk mendapatkan dan
memperhatikan nasabah-nasabahnya.

Pada sisi lain, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan
bank justru dapat menjadi bumerang vang menghantam bank
sn?ndiri pada akhirnya. Jika perkembangan produk dan pelayanan
dibiarkan tanpa diatur oleh otoritas, maka akan terjadi upaya untuk
memanfaatkan sebesar-besarnya  setiap peluang tanpa Pffd”]i
dengan resikonya. Misalnya, transaksi derivatif tidak diatur 5)"'“"1t
dan ketentuan perdagangannya. Karena transaksi ini memberikan
peluang keuntungan yang tinggi, maka setiap bank akan melaku-
kan transaksi ini dengan sebesar-besarnya. Dampaknya, jika bank
tersebut kalah dalam transaksi dan tidak mampu menyelesaikan-
l’l.}’f.l, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak lain yang padd
glirannya akan menimbulkan systenuc risk.

Fertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atd®
rneffipakan dasar pemikiran mengapa regulasi diperlukan dalam
.duma Perbankan. Regulasi tersebut bertujuan untuk melindltﬂSi
mdlllstl‘! perbankan dalam menghadapi resiko yang pada gilirannya
melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan

rosedur i Z
prosedur yang akan berdampak terhadap sistem keuangan secal®
keseluruhan.,

Mengingat bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan
resiko, maka setiap regulasi yang dibuat untuk industri perbankan
akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Artinya bank harus
dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudent)  sehingza
terhindar davi isiko. Pada sisi lain banyak sekali aktivitas bank
yang harus mengambil risiko. Untuk itu, diperlukan sesuatu yang

dapat segera mengganti apabila risiko tersebut terjadi. Pengganti

terhadap risiko tersebut adalah modal bank.

Modal merupakan sumber dana bank vang berasal dan

Pemegang saham. Berbeda dengan dana pihak kedua dan ketiga,

Pada dasarnya modal adalah inv
untuk dikembalikan. Modal adalah s

diselesaikan apabila bank dilikuidasi. .
atas risiko yang tejadi.

estasi yang tidak ada kewajiban

umber dana yang paling akhir
Oleh karena itu, modal

menjadi penyangga terakhir
odal bank dapat disimpulkan

Relevansi regulasi, 1isiko, dan m .
ra hati-hati untuk meng-

sebagai berikut: bank harus dikelola seca
hindari visiko. Untuk itu, dibuat berbagai regul

kan pada prinsip lehati-hatian. Namur, baf1k‘
alan dengan fujuan bisnisnya.

asi yang menekan-
diizinkan untuk

Mengambil risiko yang sej
kan syariah memiliki p
da Nasabahnya, begitu
percayaan. Perbankan ‘ !
1 dari kepenfingan bisnis saja, tetapi
m yang dipercayai dan membuat
oleh karena itu harus memiliki

roduk-produk fertentu
juga pelayanan,
Syariah bukan

Institusi perban
yang ditawarkan kepa
Sistem, kenyamanan dan ke
Saja sebagai lembaga keuangal
ia juga harus menerapkan Siste
Masyarakat nyaman secara syari,

n konvensional.

regulasi yang terpisah dati perbanka




Perbedaan yang mendasar antara perbankan konvensional

dan perbankan syariah adalah perbedaan filosofi. Perbedaan vang

sangat prinsip tersebut dilandasi oleh perbedaan filosofi sebagal

orientasi dasar ekonomi, yaitu: 98

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Uang bukan komoditi tetapi sebagai alat tukar.

Tidak mengakui konsep time value of money.

Tidak membolehkan praktik spekulasi.

Harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir
orang.

Mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah.
Berlaku adil dan transparan.

Perbankan Syariah memiliki karaktcr dan sifat yang berbeda

dengan indusiri perbankan konvensional, tentunya untuk mengatu?
dan menghindari kezagalan dan untuk menciptakan kenyamanan
bagi pemegang saham dan nasabah perlu diatur secera fersendiri:
Mustafa Kamal Rokan mengatakan ada 4 (cmpat) alasan adany?
undang-undang perbankan syariah;o?

1.

Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi mas_\-'m‘ﬂkﬂf
sccara luas yang tidak mau mencrima sistem bunga. Ekonont!
Syariah tidak hanya dipahami schagai sistem nilai. Namtb
juga nilai yang telah diterapkan dalam sistem pelekonomizlﬂ-
Karateristik operasi bank syariah adalah larangan terhaday
bunga (riba), proses transaksi secara fidak transpar®
(sharan, dan yang bersifat spckulatif (maysip). Balﬂm}?
sekarang ini, sistem yang marak dan digandrungi di dun

9 Lihat dalam Veitha] Rivai,
Conventional & Sharia ) vstem, (Ja

. % :
karta: PT, RajaGrafindo Persada, 2007), h.7°

99Lihat dalam Mustafa Kamal Rokan,
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perbankan. Oleh karena itu, adanya Undang-undang Perban-
kan Svariah di luar Undang-undang Perbankan yang sudah
ada, merupakan cara jitu untuk mengakomodasi kebufuhan

jasa perbankan dengan sistem bebas bunga.

Bisa terciptanya konsep dual banking yang utuh. Ini untuk
mengakomodir baik perbankan yang konvensional maupun
an prinsip syariah. Artinya, dengan adanya

Perbankan Syariah maka penggunaan

perbankan deng
Undang-undang
perbankan konvensional dan perbankan svariah, akan mem-

perkuat hubungan kedua sistem pank tersebut untuk berjalan
secara paralel. Bila tetap mempertahankan dua  sistem
® “lc il ¢ .

perbankan tersebut diatur dalam sa
akan keferbatasan dalam hubu-

ah bila dibiarkan

tu undang-undang saja,

sesungguhnya akan mencipt
| satu dengan lainnya, mal

ngan keuangar ade -
diversifikasi resiko kenangan secara

ferus akan menciptakan
beragam.

Untuk itulah, kedua sistem PCfb"“wn'ml‘_péljuﬁdl\%) 1ss;1f1ian
agar bank syariah dapat juga berkn‘mstrlbum‘ seulzld bl%:qi;n:ll‘
dz-ilam meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional.

1 i 'l 1 .S S)f
Singkatnya, keglatan pisni Iy
ki y bab ada pagian-bagian terfentu, yang meliputi
chusus s 3

anke agang, perusa-
aspek hukum seperti. hukum perbcmkan, dagang, p
[2 )

an Vi sulit terhindarkan
lil[lll, AKE .

qdiksi anfara hukum positif dengan

anjutnya akan mempengaruhi

ariah perlu diregulasikan secara

karena adanya koni1

prinsip-prinsip syariah d 1
- o1 111,

perkembangan pcrbauﬂ\fm terse

an sel

nik dari kegagalan sistem

R sister
esiko yang .
n Indonesia belum

Dapat mengurangi .
’ a. Dengan kata lal

keuangan di Indonest
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mampu untuk keluar dari kegagalan sistem keuangan vang
terjadi salama ini. Sistem ckonomi syariah melalui perbankan
syariah merupakan alternatif untuk bisa keluar dari resiko
tersebut. Sebagai buktinva bank vang berprinsip svariah telah
mewujudkan performannya untuk selamat pada krisis mone-
ter tahun 1997 yang lalu. Hal itu terlihat pada angka Non
Perform Finasings (NFFS) yang lebih rendah d ibanding sistem
perbankan konvensional. Di samping itu, perbankan syariah
menunjukkan tidak adanya negafif spread, serfa konsisten
dalam  menjalankan fungsi intermediasi — (inferimediaty
function).

4. Mampu mendorong peran perbankan dalam menggerakkan
scktor riil dan membatasi spckulasi atau tidak produktif,
karena pembiayaan yang dilakukan sclama ini, hany®
ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai nilal
moral. Untuk itu, sesungguhnya peran intermediasi perban-
kan ini haruslah mendapatkan perhatian yang serius dan
dibutuhkan upaya yang optimal dari lembaga keuangal
syariah yang notabenenya mempunyai produk dan orientasi
yang lebih banyak pada sektor riil.

Neni Sri Imaniyati’® mengatakan disusunnya Undand-
undang Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh pemikiran bahw4
perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasiond!
memex-*lukg.m berbagai sarana pendukung agar dapat memberika!
konstribusi yang maksimum bagi perckonomian nasional. Salal

satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yan3

109 Lihat dalam Neni Sri Imanivag i
. amyah, Fengantar v b Jonesht
(Bandung: Rafika Atitama, 2010), h. ?53_24_mgmw Hukum Ferbankan hdt

80

| -

memadai dan sesuai dengan karateristiknya. Undang-undang,
Perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir
karateristik operasional pank syariah. Alasan lain juga untuk
menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, memberikan keyaki-
nan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank
syariah, menjamin terpenuhnya prinsip-prinsip syariah, prinsip-
prinsip kesehatan bank syariah dan terutama untuk memobilisasi
dana dari negara lain yang mensyaratkan
bank syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak
4 Undang-undang Perbankan Sya-

pengaturan terhadap

disusun dan diundangkanny
riah, 1ot

Pendapat di atas ada 3 (tiga) point yang ditekankan tentang

| ~rbankan Syariah, yaitu:
pentingnya Undang-undang Pet pankan Syariah, yaitt
1) Undang-undang Perbankan Syariah  bisa memberikan
konstribusi dalam perekonont
ang Perbankan Syark
p dan nilai-nilai yang menga-

an nasional.
2) Und 1 th memiliki karateristik
2) Undang-unc
yang khusus, sesuai jasa, prinsl
turnya. ¥
1g, Perbankan Syariah bisa memberi jaminan
ar anke

3) Undang-und
agi nasabah.

kepastian hukum b
ikutip Arfin Hamid!©2 mene-

L N7 4imana yang d
Ali Yafie, sebagaimand ¥
’ ' ‘hasi bankan Islam
gaskan bahwa perkembangaft dan keberhasilan perba

; i at ditentukan oleh 5
sebagai salah satu bentuk ekonomi syat iah sangat dite ¢
el id I

(lima) faktor:

i annya
1) Permodalan dan peningkatarmty
SO (R
; oo Syarialt di ndonesia
N in Hamid Membumikan Elonomi Syl i dil Indoncs
pp Lihat dalam A PR 9007), b T6-
Crspektif Sosio-Yuridis, (Jakartt- &
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2) Regulasi yang memadai,
3) Sosialisasi dan sistem cdulasi.
4)  Kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia.

5) Serta komitmen dan partisipasi umat,

Dart 5 (lima) faktor di atas, pada point kedua dischutkan
regulasi yang memadsi. Ini artinya, perbankan syariah harus

didukung dengan perangkat undu:1g_und;m:2' vang  mengatur

keberadaannya. Suatu institusi akan lebih jelas dan eksis apabila
pengaturan asas, fungsi, sistem dan kegiatan usahanya diketahui
secara uluh. Karena regulasi yang ada belum mengatur secara utuh
tentang  perbankan syariah, maky mutlak untuk dihadirkan di
dunia perbankan dan bagi masyarakat,

Alasan lain  dikemukakan bahwa dasar hukum praktek
perbankan syariah khususnya d

umumnya masih bersifat parsial sehingga masih memperlihatkat!
ketidaksinkronan dengan hakikat ckonomi 1
"%Abdul Ghafur Anshori

undang RI

an institusi ekonomi Islam padd

slam yang schenarnyd:
mengatakann dikeluarkannya Undang”
" 3 . . .o 104
No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:'

) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasiond!
Indonesig berupa terciptanya masyarakat adil dan makmt!
berdasarlcan - demokeasi ckonomi, pengembangan  siste™
ckonomi yang berlandaskan pada nilaj keadilan, kebersd”

¢ - dengall
Maan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengd
Prinsip syariah

1% Ibid., h. 77. 1
& Tibat sl J o ; : alalt
1o Ll]lfl[ dalam Abdul Ghafyy Anshori, Pencrapan Prinsip Syariah U‘”;_i.l;
Lembaga Reuanga Lembaga Fembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakd
Pustaka Pelgjar, 2008), h. 2. i

- ‘\*.c —'r. '. A -.r "1 Cl-\_
2)  Adanva kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa p

bankan syariah yang semakin meningkat. | "y
3) Perbankan syariah memiliki  kekhususan dibandingkan
dengan perbankan konvensional.

alui Undang-
Lenai perbankan syariah melalui Undang
4) Pengaturan mengenal perbankan sy

2 tenis ~rpankan scbagai-
undane Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan scbag,
dang ¢
mana telah diubah deng:

1998 belum signifikan. |
t , khusus dalam suatu undang-undang
are all o

ang or 10 tahun
i Undang-undang Nomor 1€

Untuk itu maka perbankan syariah

perlu diatur sec
tersendiri. b
: apd M)A
Perbankan  syariah  sebenaniyd feld“\f:“‘::t ;Lh;huf] .11992
hukum yang kuat melalui Undang-undang RI Noma

di dalamnya mengintrodusir sistt:m
an konsep bagi hasil, yang kemudian
79 tahun 1992 tentang bank
andasan hukum operasi

tentang  Perbankan yang

pengclolaan bank perdasark
iti ; smtah Nomor

dltmgkut teknis pemetmmh Nom

asil. Namun 1 .
| syariah ini hanya dikategorikan

’iSiI” ﬁdak tbl‘d'dpﬂt riﬂCiﬂn
e 3
[“1‘% dip@[bﬂ]t‘h‘

berdasarkan prinsip bagi I
alan sisten
bank yang menggunakan Sl

sistc gi h
Schagai “pank dengatt sistem bag v
1 jenis-jents usalic y
ari Undang-undang RI Nomor
perbankzm dengan sistem bagi

-
an merupakan “sisipan

landasan hukum syariah sert
kan. Hal inj sangat jelas tercer?
7 tahun 1992 di mana pembahasan i
hasil diuraikan hanya sepintas lalu

cla R ¢ ank syariah dalam sistem
b : Syafel mengatakan pank sy .
e Rt 3 formal telah dikembangkan sejak
ornu ¢

nya Undang-undang RI
Namun demikian,

nin d

iq  secard
berbankan Indonesia secdl iberlakukan
. 7 1 1l o
tahun 1992 sejalan dengatl d

‘hankat.

itang Fet t

Nomor 7 tahun 1992 fet 2 el [ i) yane
ne

selum 1
Undang-undang terscbul be

L )’ L.CHL, 1L (l.
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kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum sccara
tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah
melainkan bank bagi hasil.

Pengertian bagi hasil yang dimaksudkan dalam Undang-

<

—

undang Rl Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan belum
mencakup secara fetap pengertian bank syariah yung memiliki
cakupan lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan
operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat  ketentuan
operasional yang lengkap.'%  Tidak terdapatnya  ketentuan-
ketentuan operasional ini tentunya  mengakibatkan masalalt.
Masalah-masalah yang dihadapi antara lain menyangkup konsep
yang digunakan selama ini dan kendala operasional yang dihadapi-
Dari segi konsep, bank syariah didirikan tidak scmata-mata hanya
mencari keuntungan ckonomi fetapi juga harus memberikan
kemaslahatan bagi umat. Berbeda dengan bank konvensional yans
motif  pendiriannya hanya mencari keuntungan ckonomi
Pengaturan operasional perbankan syariah dalam undang-undana
scbelum pun masih sangal sumir. Aturan yang ada pelumm
seluruhnya sesuai dengan karateristik dan keunikan opemsional
perbankan syariah. keadaan ini akan membatasi ruang gerak bank
syariah dalam memanfaatkan keunikan dan keunggulan yand
dimilikinya, 07

Menghadapi masalah-masalah  tersebut perubahan  yans
cukup mendasar dilakukan dalam rancangan undang-undana

perbankan syariah menyangkut istilah Bank Perkreditan Raky al
Syariah yang sclama ini dipakai diganti menjadi Bank Pembiayad!

106 hid.
107 Lihat dalam Mardani, Hukum Ekonomii Syariah di Indonesia, (Jakartd:
Rafika Aditwma, 2011), h. 126.

Pr

34

Rakyat Syariah. Penggantian ini didasarkan bahwa perkreditan
vang sclama ini dipakai pada bank konvensional untuk menyalur-
kan dananya kepada masyarakat tidak dikenal dalam  bank

syariah,10s

Bank syariah dalam menyalurkan dananya tidak dalam
bentuk perkreditan tefapi dalam bentuk pembiayaan. Selanjutnya,
istilah nasabah penvimpan diganti dengan nasabah penitip dan
atau nasabah investor. Hal ini dikarenakan pada perbankan syariah
di kenal dua jenis nasabah, yaitu nasabah yang hanya menitipkan
h ank syariah dan ada yang menitipkan dananya

Saja dananya pada b
alam bentuk

Pada bank syariah dan ada yang menitipkan dananya d
abah debitur diganti dengan nasabah

Mvestasi. Kemudian istilah nas '
ana pada bank syariah

Pembiayaan dikarcnakan penyaluran d
bukan dalam benfuk kredit melainkan dalam bentuk pem-
bi:lyilam 109

(ketua panja RUUFPS) mengatakan

Syariah de kebutuhan
Ielevansi undang-undang perbankan Syariah dengan Ke

] ; e asih ada keraguan
ummat Jslam di Indonesia, di masyarakat masih a4
n uangnya dalam perbankan

arena dipengaruhi oleh
ankan konvensional itu

Endin AJ. Socfihara

untuk menyimpan atau menawatke
an ini muncul K

ap perb.
) bunga. Sebagian masyarakat
4. Unfuk mewadahi
undang Perbankan

konvensional, Keragu
filosofi kehidupan yang menganss
Menggunakan mekanisme pemberia? '
| sama dengan rib.

Menganggap bunga it
: oJuarkan Undang-

kegelisahan itu, DPR RI meng
Syariah, 110

—— s

8 Ibig h. 127.
100 [l’f(i
0 htty/ / yusw:tc.\\rordpmss.oonl-
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Sebagian pihak berpendapat, rendahnya pangsa pasar sya-
riah discbabkan kurangnya dukunzan dan komitmen vang bcrsit'af
institusional terhadap perbankan syariah sebugai imkii. meski
perkembangan perbankan svariah telah ada sejak 1992, namun
baru tahun 2008 pemerintah memperlihatkan plcrh:m;n1mul untuk
111%:1111111\'1 Undang-undang FPerbankan Syariah. Olch kniuna ifu,
tujuan Undang-undang Perbankan Syariah:

1) Da ewadahi seg i
apat mewadahi segmen dunia perbankan vang merasa ragi
untuk  menyi ' it '
menyumpan - atau  menginvestasikan  uangznya di
perbankan konvensional.
2) Denge : :
2an munculnya Undang-undang Perbankan Syariah bisa
secara k ‘sandar ;
are kclimsus bersandar dan melengkapi Undang-undang
ang su é cali ] ;
y g ah ada sckaligus memastikan dasar hukum bank
syariah.
3) Diharapk: :
- apkan dengan keberadaan Undang-undang Perbankan
ariah ini dapat me ilisasi
yariah ini dapat memobilisasi dana dari negara lain yans
mensyaratkan. J

. Dari uraian-uraian di atas, lahimya Undang-undang RI
h 011.101"2] tentang Perbankan Syariah, dilatarbelakangi oleh pelum
Zdalj)m U-ndangwmdang yang mengatur secara khusus fentans
érlk syariah, dan- masih adanya keraguan umat untuk menabun
dl. bank- konvensional yang memakai sistem bunga. Sedangka!!
tujuan dllbentuknyu Undang-undang RI Nomor 21 tentang, Perbai’”
112:11 Sy%ll‘llah adalah untuk mengatur bank syariah vangc memiliki
.ln?tamstlk. khuswtixs, baik tentang jasa, produk, prizisip ldan nilai-
ntlainya. Di samping itu untuk memobilisasi dana dari nasabalh daf

dari neear: oy Adnl:
. gara Iuar dalam rangka untuk memakmurkan perekon®”
mian umat,
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C. Proses Regulasi Tata Hukum Perbankan Syariah

Berbeda di negara lain, seperti Malaysia dan beberapa negara
di Timur Tengah, dimana inisiasi tentang perbankan syraiah
umumnya dari pemerintah, di Indonesia perbankan syariah lebih

didorong oleh perkembangan  kebufuhan masyarakat. Bank

Muamalat yang, didirikan Jumat, 1 Mei 1992/27 Syawal 1412H, di
Jakarta, merupakan dorongan MUI sebag,
Bank dan Perbankan di Indonesia, 19-22 Agustus 1990. Perkem-
bangan ini didukung olch negara dengan keluarnya Undang-

undang RI No 10/1998 tenfang Perbankan yang merupakan
92. Juga, Undang-undang

adi Undang-undang Rl

ai hasil Lokakarya Bunga

amandemen Undang-undang RI NO 7/19
RINo 23/1999 yang kemudian diubah menj
No 3/2004 tentang Bank Indonesia.

\fakan sebagai legal prime mover

Dua UU fersebut boleh dik:
mendorong

fundamental hukum bagi
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hingga saat ini,
Perbankan syariah telah memiliki 3 (tiga) Bank Umum Syariah
(dari 131 1oi-;11 Bank Umum di Indonesia) dan 94 BFR Syariah dari

2077 jumlah BPR se-Indonesia. Melihat
Perbankan syariah di akhir tahun 1999 yang h

triliun dan kemudian di akhir fahun 2005 mencap 08

[ i 5 r P i renakjub-
triliun, hal ini jelas menunjukk: kembangan y m:g, menakj
‘ tumbuhan 1800% dalam 6 tahun atau

alaupun demi
(Dana Fihak Ketiga
2%, yang menunju
| mendorong pembangun-
gan ini penyebabnya,

dan  sekaligus sebagai

posisi  volume usaha
anya sebesar Rp 1,1
ai Rp 20,88

in per

Kan, yakni mencapai per
tata-rata  300% pertahun. W
Perbankan syariah dalam DPK

Indonesia baru mencapai sekitar
ariah dalan

aju perkemban

kian, market share
). Perbankan
kkan masih

kecilnya peran perbankan Y
an di Indonesia. Lambatnya !
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salah satu faktor adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur.
Oleh karena itu, perlunya regulasi khusus perbankan svariah.
Proses regulasi perbankan syaria tentang Rancangan Undang-
undang Perbankan Syariah pada prinsipnya mendapat respon yang
baik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terbukti dari f1['-{1]\'.\'1"
faksi yang ada, hanya fraksi Partai Damai Scjahtera vang, tidak
menyetujui adanya regulasi khusus perbankan 3\-’ill’i;i]]_- 5 bl

ini akan membahas bagaimana e , .
ahas bagaimana perjalanan RUU Perbankan Syariah.

| UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
d?sz.thkea‘n pada 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR yang
d]pllﬂ.plll'l Ketua DPR Agung Laksono. Hanya FPDS yang menolak
RUI‘] ini disahkan menjadi UU. Ketua Pansus: Ir. H. AwnL] Kusumah
M.Sc (FPG) Ketua Panja: Drs. H. Endin AJ Socfihara, MM (FFFP)-
P‘cmbaflmsan Rancangan Undang-undang  Ferbankan Syarial
dimulai tanggal 13 September 2001 Pada lembar pertmn;; surat
yang ditandatangani oleh ketua komis XI DPR RI, H.M Paska Suzetd
pada tanggal 13 September 2005 dengan Nomor surat TU 00/59/
KOM.XI/1/2005 yang ditujukan kepada wakil ketua DFR Rl
fentang Perbankan Syari’ah sebagai berikut: 11!

) Bahwa RUU pS merupakan RUU yang menjadi perioritas
nomor 14 dari DPR RI tahun sidane 2004-2005.

Bahwa Perbankan Syari'ah terbukti memiliki peran yané
sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yand
berkeadilan, kestabilan Dunia Perbankan Nasional.

Bahwa Perbankan yang mempunyai prinsip-prinsip sy arial
harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesual

2)

3)

11 Digngkat daw
Diangkat dari Dokumen Komisi XI DFR RI Periode 00,

88

dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menim-
bulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya.
4) Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat

kepada seluruh pihak yang ferkait dengan perbankan syariah

diperlukan Undang-undang Perbankan Syariah.

a Undang-undang RI Nomor 21 tahun

Perjalanan disahkanny
ang dengan

2008 tentang Perbankan Syariah melalui proses parn)

memakan waktu 3 tahun 1 bulan. Undang-undang ini merupakan

usul inisiatif dari DPR sctelah ada desak
ndang-undang ini dapat dilihat sebagai

an dari masyarakat.

Adapun proses perjalanan U
berikuf: i1z
1) Tanggal 13 Scptember 2005 DFR mengajukan Rancangan
‘5‘- (% (= o .
Undang-undang Perbankan Syaviah peserta penjelasan dan
Naskah Akademik.
2) Tanggal 27 Oktober 2005 Badan Musy

RUUPS dan Naskah Akademik yans kemudian dilakukan

ll\’\’(ll‘.'.ill feneriman

paripurna. ‘ o
3) Tanggal 27 September 2005 mendengdr pendapat-pendapa

4hikan kepada konisi XI.

fraksi yang kemudiatt diser )
engar pendapat pemet intah

anuari 2007 mend

4) Tanggal 5] e
t kerja.

%) 21 maret 2008 rapa

Tanggal i
an DPR dan tanggapan pemerintail.

6) Penjelas

7)  DIM Pemerintah.

8)  Penyisiran DIM Pemcrinmh.

9) Fraksi Partai Demokrat Sej
Alasan PDS menolak RUUFS:

T ——— meints/2008/1 0/25/248-UU Ferbankan

' . o a0
i :.1_' http:/ /media \"l\':mC\’\’”'k’ol,ué/d\o-LuslllS 2010.
5)'111‘15111.;11:‘, dikutip pada fanggal 20 A%

ahtera (FFDS) menolak RUUFS.
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b)

RUUPS yang nyata-nyata berdasarkan pada suatu syariah

agama ftertentu. Ratna

(anggota FPDS) mengatakan
produk  perbankan syariah dibeberapa nmcrzlkhcrup:l
turunan dari UUP, selain itu ia bcrpcnd;zp:;t RUU tidak
sesual Pancasila dan konstitusi pasal 27 ayat 1, NKRI
berdasarkan Pancasila bukan negara agama. - |

P:DS tidak menyetujui karena dalam .llLt.\'k:lll akadenk
RUU tersebut dicantumkannya “konsep keuangan Islam
berdasarkan prinsip moralitas dan keadilan, yaitu sestai
dasar opcrasionalnya berupa syariah Islam yang ber-
sum].om.' dari Al-Quran dan Hadis scrla i-jmu. FDS
menilai, secara filosofis hal itu terkai syarigh agand
tertentu, bukan berdasarkan Pancasila L

13) Tangg

[4)
15)
16)
17)
18)

al 6 juni 2008 pendapat mini fraksi-fraksi dan FFDS

tetap menolak.

Tanggal 3 juni 2008 Bamus.

Tanggal 17 juni 2008 Paripurna.

Pendapat akhir pemerintah.

Pendapat akhir Fraksi-fraksi.

Fraksi Partai Damai Sejahterd Juru Bicara Ratna Rosmita

Situmorang:'

1) Bahwa hal-hal yang perkaitan
kan syariah telah diatar dalam Undang-undang Republik

omor 10 Tahun 1998, schingga Fraksi FDS
dibuatkan undang-undang
ai Kegiatan Perbankan

dengan kegiatan perban-

Indonesia N
berpendapat tidak perlu lagl

khusus yang mengatur mengen

C) Afasar][ - € 1= 5 .
aimnya adalah NKRI memiliki lebih dari 500 etiis e, ' e

yang berbeda budaya, bahasa, azama dan adal istiadal b) RUU tentang porbankan Syariah tidak sesuai dengan
» d2aimd dan adat ishadat- U : . - i

d) Ratna (anggota FPDS ads Hukum Dasar dari Negard ‘ercinta Republik Tndonesia
: ) mengatakan produk perbankdht I — k i s

1 dan Unduug,-und:mg Dasar 5 pada

syariah di e
x beberapa negera berupa turunan dari UUP

selain itu ia ber . _
Lia berpendapat RUU tidak sesuai Pancasila da!

konstitusi i
titusi pasal 27 ayat 1, NKRI berdasarkan Pancasild

yaitu Pancasils
pasal 27 ayat (1)
kedudukantya di dalat

egara bersamaan

“Gegala wargd 1
rintahan dan

n hukum dan peme

an pcmcrintalmn itu dengan

wajib menjunjung hukum d

tidak ada kecualinya”- . | |
1sus/ kontrak sosial yang disepakati
atuan Republik Indonesia (NKRI)
nwnyimpuikun bahwa

s 4 (empab) fundamental

bukan negara agama,
e) FPDS berpendap:
o }13@1 pendapat Undang-undang kegiatan perbankal’
ari i 3
d};I an tidak perlu. Alasannya, kegiatan telah diatur
am :
Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentan?

Perb ré '
crbankan yang telah diubah dengan Undang-undans R
Nomor 10 tahun 1998,

¢) Berdasarkan consel
 pendiri Negara Kes
FDS mencoba
ata

par:
fraksi

maka
NKRI dibenluk

konstruksi

i, yaitu: oara Agame
kunct, y qsila bukan Negara Agama.

10) Tanggal 11 februari 2008 Panja. ¢
11) Timus. * e NKRI perdasarkart Pan
12) Pendapal pemerintah. O
Y dbid b L.
91
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NKRI terdiri atas 500 lebih ctnis yang berbeda buda-
ya, bahasa, agama dan adat istiadat.

NKRI bertujuan memujukan bangsa, mewujudkan
perlindungan, keamanan, keadilan, kesejahteraan,
dan kemakmuran bagi segenap Rakyat Indonesia.
NKRI bertujuan memajukan Negara, HAM sctiap
wargd Negara dan penyelenggaramn Negara ber-
dasarkan hukum yang berlaku sama bagi setiap
warga Negara bukan berdasarkan
mayoritas atau minoritas atau keinginan pcngéill“‘t
dazama tertentu,

keluasaan

- kdqd'l pendapat akhir Fraksi PDS DPR-RI, fraksi PDS meng-
ingatkan schar
['dé%k n scharusnya scbuah Undang-undang yang berlaku umunt
ldak memas Eaa

asukkan prinsip-prinsp kelompok tertentu saja ke dalai

sistem ht delomal A3 .
tkum nasional di Negara tercinta Indonesia ini sehingd?

akan berimplikasi duali
rimplikasi dualism hukum, agar tidak bertentangan dengalt

Pancasila dan U )
ndang-und: . e
g-undang Dasar 1945. Maka dengan ini Fraks!

FD . cnolak R
S DFR-RI menolak Rancangan Undang-undang (RUU) perban”

kan Syari: )
an Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang, dan pahwd

o C et
.d.kbl PDS tidak ikut bertanggungjawab atas  dampuk it
ditimbulkan di kemudian hari,

- Fraksi Partai Golkar, juru bicara Dr. H. Harry Azhar Az

MA, 114

Pokok pikiran:

I ; _
) RUU Perbankan Syariah adalah agenda bersama DFR RI
pemerintah untuk memberi kebutuhan “legal ﬁmnc’W‘”‘]‘

dan
’11

M4 fhid h. 2.

92

2)

4)

)

atas makin berkembangnya usaha perbankan syariah.
Perbankan syariah mulai dikenalkan secara lebih sistematis
sejak tahun 1990 dan didirikan Bank Muamalat, yang
kemudian didukung negara dengan keluarnya Undang-
10 Tahun 1998 yang merupakan
amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Juga, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999
ang kemudian diubah menjadi

undang Rl Nomor

tentang Bank Indonesia y
Undang-undang Nomor 3. Du
bolch dikatakan scbagai legal prime mover yang mendorong

1 di Indonesia.

perkembangan perbankan syarial

a Undang-undang tersebut

Dalam RUU Perbankan prinsip usaha syariah adalah

larangan riba, larangan spekulatif (tnasvit) dan larangan atas
ak jelas (gharan). Qleh karena ifu,

, usaha, baik yang bersifat
amnya ferkandung unsur
dengan sendirinya akan
qan usaha ekonomi

suatu transaksi yang fid
setiap transaksi usaha, setiap kary?

publik maupun privat, yang didal

keadilan, tidak cacat kejahatan,
(tal  kebersam

membangun  fundamet
& kesinambungan kemakmuran

banggsa dan sekaligus menja

banggsa.

Orientasi dalam RUU Perbankan Syariah mcngﬁf_b'PSl 25
for Effective Banking Supervisior, de-
akan memiliki

" pankan Syariah
ngan demikian maka RUU Perbank }f Jind
2l Lwnp],gncc), perlindungan

: i
aspek kepatuhan syariah (s ;
’ . 1 estasi dan kepastian usaha,

manan iklim 1V
perbankan secara keseluruhart.

Basel Core Principles

konsumen, kenya
serta stabilitas sektor

kembangat! prinsip sy

ariah, anfara lain:
Insentif bagi per




menyatakan  menyctujyj Rancangan Undang-undang
Ferbankan Syariah dibahas dan disahkan menjadi Undang-u

a) Ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi
menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dan
BPRS dikonversi menjadi bank konvensional ataau BFR,

b) Adanya izin terhadap kepemilikan asing di sckior
perbankan syariah domestic.

¢) Adanya fasilitas spin off unit usaha syariah menjadi pank
Syariah, tetapi tidak mewajibkannya.

d) Jika terjadi penggabungan atau konsolidasi bank syariah
dengan bank lain, bank hasil penggabungan atad
konsolidasi harus menjadi bank syariah.

¢) Adanya Dewan Pengawas Syariah yang melakukan
pengawasan agar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatall
perbankan.

5) Dalam RUU Perbankan Syariah terdapat atfirmative rile yans

harus ditegakkan, yaitu: ;

a) Peningkatan pengetahuan tentang perbankan syarial d
kalangan masyarkat;

b) Peningkatan kualitas SDM yang menguasai sclu
perbankan dan sekaligus paham prinsip-prinsip syd

) Penyelesaian masalah double-fax khususnya
murabahah;, dan

k-beluk
riah;

produk

. g Eﬂlf
d) Peningkatan networking bank syariah yang masih rel

kecil.

. R
Dari pokok pikiran dj atas, Fraksi Partai GOLKAR DPR

ndand
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- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, juru bicara Drs. Tukidjo,
MM!15
Latar Belakane Permasalahan adalah perbankan syariah
(&=
diharapkan dapat beroperasi sccara efisien dan kompetifif serta
tetap  mengacu  pada demokrasi ckonomi dan kehati-hatian.

Perbankan Syariah mampu mendorong pengembangan sektor riil

melalui pembiayaan berdasar bagi hasil unfuk kemaslahatan rakyat.

"andangan dan pendapat Fraksi PDIF DFR_RI mengenai RUU

1 D laarilerafr 116
Perbankan Syariah sebagai berikut:!
Syariah diharapkan mampu

1) Undang-undang FPerbankan ‘
ustri perbankan syariah

mengakomodasi perkembangan ind

telah berkembang pesat. Fakta menunjukkan bahwa indusiri

jasa perbankan Konvensional yaifu dengan membuka unit
#O0 & £

¢k ional.
usaha syariah pada pank konvensiona

iper < iri secara eksklu-

2) Perbankan Syariah fidak chpexbolehhm bﬁl‘dlljl Sece k
akan menggunakan jasa perbankan
s ferbuka untuk kepentingan umat
an umat lainnya. Untuk itu perlu
an atas perbankan syariah sehingga
[« «
an audit bank syariah.

sif membatasi pihak
syariah, melainkan har
Islam maupun kepenting
menumbuhkan kepercay: =
o ansi
o aenAransl ;11\1,1_11’&111
perlu ada transpar .
£ an prinsip
Standarisasi tersebut harus disusun perdasarkan prinsiy
L [« w14

~nzan ditambah hal-hal
insi Hapima secara umuim deng
prinsip yang diteruna s
spesifik yang menyangkut pr
1 Syariah diharapkan akan men-
at. Dalam RUU ini hendaknya

insip-prinsip syariah.

3) Undang-undang Perbankat
jadii landasan hukum yang K

., vl Sl s

1S Ihid, h. 3.
16 Ihid, h, 4.




4)

‘fldak berbenturan dengan Undang-undang Perbankan dan
jasa keuangan lainnva, vang dapat mengeganggu keglatan
iliz-ulx fransaksi antar bank dan lembaga kcu;ufé,un 1;111111\';1.
S‘?hlhggﬂ perlu kejelasan peranan Dewan }’cngai‘wns S\';n*ia‘llh
i/:ng dalan‘l RUTJ ini bertugas memberikan nasihat, sm‘;m P
Pec?gaw'am I‘ccgmtan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
. :Lu'l Komite Perbankan Syariah adalah mengeluarkan
; etapan | dan/afau opini mengenai  kesesuaian produk
:Jiu.l;ﬂtq” jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)
a:; ndgg:fcn prinsip syariah. Dikhawatirkan peran ferscbu!
S l},elmrum,n‘ dfltl?,éﬂ kewenangan yang ada ditangan
—_— lndl&iu{u:\ Syariah yang berada dibawah Majelis
“ o .
—— 01?631?.. chhaw_am‘an ini dapat diatasi dengan
Indonesia ank Indonesia. Semestinya Majelis  Ulan?
< 2N ¢ - o

mengenai lziid;::;niﬁ:mjl,y‘fi“:% ICb‘ih umum, antara 1a
pada Komile Perbankan $ ~y.c1rmh_ Feran yang di]ckmkill‘.

erbankan Syariah lebih spesifik, yaitu engend

perbankan syari
syariah ;
yariah dan ynag tida berbenturan dengant

ketentu
an bank k :
bank konvensional dan lembaga keuangan

Peningkat:
an pera . .
himpunan dpe n perbankan syariah dalam bidang peng’
an da
na, penyaluran dan bagi hasil usaha sy

dapat lebih ditingkatkan dengan lebih mcmpcrhaﬁkan
rinsip
adalah
nalkan

peningkatan ck -
ekonomi Isl; 01\0‘llo‘rm kerakyatan yang merupakan P
am. Sehingga keuntungan yang diperoleh

sosio  ekonomj

s dan buk ;
: an semata-me .
keuntungan. a-mata memaksn!

Harapan ds s
i fh X mdoptumb yang besar bahwa industri peth
S ak e

an dapat berkembang pesat apabila pengelola

a l"iﬂhs

ankal

anny’ a

Fraksi PDID DPR RI dapat menyetujui RUU

senantiasa didasarkan pada prinsip kejujuran, keterpercaya-
an, kebenaran dan obyektivitas, scrta profesionalitas. SCI;lin
itu dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini, hendaknya
aturan perundang-undangan per-

tetap sejalan dengan per
a, Pancasila dan Undang-

bankan, lembaga keuangan lainny
undang Dasar RI 1945.
s, maka pandangan akhir

Danri pokol\'-pokok pikiran di afe
Perbankan Syariah

untuk dicahle o
uk disahkan menjadi Undang-undang.

D

2)

)

Fraksi Partai Demokrat, juru bicara H. Tafa Zainal Muttagin,

MM!117

Latar Belakang Permasalahan:
ar RI Tahun 1943 telah mengamanatkan
\tuk menyejahterakan seluruh rakyat
u dilakukan strategi dan kebija-

Undang-undang Das
perckonomian nasional ut

Indonesia. Oleh karena itd, perl

an nasional untt
a dengan penge.lolaan keuang-

1k mewujudkan masyarakat

kan pembangun
yang adil, makmur, dat sejahter
an negara sccard optimal.

angan negara melalui perbankan

K meningkatkan daya dukung
pembangunan berbasis

si sangat besar yang

Salah satu pengelolﬂcm ket

syariah yang ditujukan untu
APBN melalui sumber pembiay
perbankan syariah yans memiliki potent
selama ini belum dapal dimanfaatkan secara optimal.

aan

mt
angan perdasarkan prinsip sya-

n instrumen keu
mendukung pemanfaatan

riah perlu segerd diwnjudkat untuk

Pengembanga

e

e Ibid, h. 5.
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4)

asset-assct negara secara cfisicn schingga dapat memperkuat

basis pembiayaan anggaran ncgara.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor
10 Tahun 1998, belum spesifik mengatur tentang, perbankan
syariah. Sehingga perlu pengaturan yang lebih terperici dan
jelas karena perbankan syariah mempunyai kavateristik yang
berbeda.

o o : sneenal
Pandangan dan Pendapal Fraksi Partai Demokral mengend

RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

1)

2)

i ' avatd
diatas, maka pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat menya!

untu

Undang-undang ini memperjelas aturan pelaksanaan per-
bankan dengan prinsip Syariah, padahal perbankan selamd
ini sudah melaksanakan secara operasional perbankan prin-
sip syariah selama ini berjalan tanpa adanya suatu peratul'ﬂ"l
perundang—undangan yang mengikat. Undang-undang it
tidak bertentangan dengan Undang-undang, Dasar Rl 'l'“hu?
1945 dan Undang-undang lainnya, yaitu Undang-undans N
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undand”
undang tentang Perscroan terbatas dan Lmd:m:%"*”‘dmlg
tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pelaksanaan Undang-undang ini yang terpenting udﬂlafl
fungsi pengawasan dan evaluasi schingga Unda_ng,-undﬂﬂf
ini akan memberikan manfaat bagi percepatan pcriumbu]"‘”
ekonomi.

al
pdap?
Jead

mi(zlﬂ

Dari latar belakang masalah dan pandangan scrta P

o ”
k menyetujui Rancangan Undang-undang lentang perk

98

Syariah untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat

Paripurna DFR RI.

- Traksi Partai Persatuan Pembangunan (PFP) DFR RI, juru bicara
H. Sofyan Usman

alahan:i1®
Latar Belakang Permasalahan:

i ik di csia maupun
1) Perkembangan perbankan syariah baik di Indon [ Li
) J \ are n aaa
1i Negara-negara maju sangat pesat, sementara belu
L LS; e & v {’HIQ"
landasan hukum perundang-undanst

viah terhadap perckonomian, tidak
(4

m yang melindunginya.

2) Konstribusi perbankan syd
' i ole ara-negar

aya disadari oleh negara Juga negu

s a-negard maju di Eropah.

iuga negar
sqara Isle amun juga 1 ) ,
negara [slam, 1 N 1[ten]f|ti\7€ investasi yang dibutuh-
. . " an & t v
Bank Syariah merupake

iadi salah s olusi bagi
l lch masyarakat serta menjadi salah satu solusi bag
kan oleh masyara

4 Islam, namun juga negara-

industry. o
- leel Partai Persatuan Pembangu-

Pandangan dan pendapat Fraksi Partai Persat

andangan d:

i \ehankan Syati
Nan DPR RI mengenai RUU Perbankan SY | | "
perbantkan Syarial diharapkan
an stabilitas sistem

ah sebagai berikut:!'?

1) Undang-undang tentand
" ‘ perkembanzat d

perbankan syariah diharapkan
: ¢ terhadap aspek kepatuhan
i dan kepastian usaha,
as sektor perbankan

semakin mendukung )
keuangan syarial. Selain 1tul ‘
akan memiliki dampak po SIF g
(shari’ah compliance), e [llve::*'-ibilit
serta perlindungan konsumen dar sté

secara keseluruhat.

D, R =
5 Ibid., h. 6.
119 ]bfld..
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2)

4)

5)

Ekonomi Syariah perlu membangun sinergi dengan lembaga
keislaman lainnya dan pemcerintah. Ini memerlukan duku-
ngan atau insentif serta keberpihakan untuk membesarkan
skala usaha, jaringan dan sosialisasi serta perlunya dukungan
terhadap sosialisasi, dan insentif untuk pengelolaan dang,
baik dari kalangan mesjid, pesantren, lembaga pendidikan
[slam, ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam  lainnyd

melalui perbankan syariah.

Diperlukan  dukungan dan  keberpihakan dalam pentuk
pelibatan perbankan syariah dalam pengelolaan dana paik
pemerintah  pusat maupun  daerah, pengguliran dana
pengembangan ekonomi kerakyatan melalui bank syariah,
menunjuk bank syariah scbagai bank penghimpun setordt
penerima negara (BPSN), bahkan mengonversi bank BU IMN/

BUMD kovensional menjadi bank syariah.

Diperlukan insentif pengembangan dan peningkatan dayd
saing perbankan syariah, schingga perlu dukungan masuk-
Nya pemain baru, lerutama asing di industri perbankd!!
syariah dengan cara mendirikan bank syariah baru atat
membeli bank konvensional dan mengonversinya mellljﬂ‘ii
bank syariah, bukan dengan membeli bank syariah yang telal
ada. Untuk itu, perbankan syariah dapat bekerja sama deng?
Perguruan finggi atau lembaga sosial masyarakal dalat!
memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM tet”

tang perbankan syariah,
Diperluk: jah ju8
perlukan dukungan terhadap pengembangan syariah jug’
) _ o qepet?
membutuhkan perlakuan adil dan nondiskriminatif P

penghapusan pajak ganda untuk transaksi syariah.
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Pandangan Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FFF)
PR RI:
tas, fraksi PPP

Dengan mempertimbangkan semua hal di a
disahkan

DFR RI menyetujui RUU fentang perbankan Syariah untuk
menjadi Undang-undang Ferbankan Syariah.

- Traksi Partai Amanat Nasional (PAN) DFR Rl, juru bicara Drs.

Burul Falah Eddy Pariang'*°

Latar belakang 1.101'111:13311111:111:

nbangunan nasional Indonesia yang
ai Pancasila dan Undang-undang
ang sejalan dengan

) Sesuai dengan tujuan per
selaras dengan nilai-nil
Dasar RI 1945, maka perbankan syariah y

mempunyai peran yang strategis

nilai-nilai Pancasila itu, .
anya masyarakat adil dan

dalam rangka mencapai fercipt
makmur.

ah telah memberikan sumbang-
ntuk menggerakkan berbagai
rutama untuk sektor usaha

2) Keberadaan Perbankan Syart
sih yang cukup signifikan U
omian Indonesia, ¢

sckior perckon
11 mikro (UMKM)

menengah, kecil, da
ai Amanat Nasional

dapat Fraksi Part
gal berikut:

Pandangan dan pen .
pankan Syariah seba

(PAN) DFR RI mengenai RUU Fex
1) Pasal 5-9 RUU mengatur masalah perizinan, pendiriim dan
kepemilikan Bank Syarial dilmmpk@ agarrtetapdil::flpkcj;
hatikan prinsip kehati-hatian, schagaimana yang arerap

nds mya.
dalam perbankan pada umumnys

— e
120 Jhid, h. 8.

101

)



2)

3)

Diharapkan akan tercipta transparansi, akuntabilitas dan

peningkatan  kualitas pelavanan  keuangan yang  prima

kepada masyarakat dengan diaturnya sistem  akuntansi
Perbankan Syariah dalam Undang-undang ini.

Diharapkan dengan adanya Undang-undang FPerbankan

Syariah,  maka kepercayaan dunia  internasional akan

meningkat sejalan dengan pertumbuhan minat masyarakat

terhadap perbankan syariah.

Pendapat akhir Fraksi Parfai Amanat Nasional (PAN) DPR R

menyetujui RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-undang.

- Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, juru bicara H. Tata Zainal
Muttagin, MM

)

Latar Belakang Permasalahan:

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun fert
mengalami kemajuan cukup pesat dan memiliki keunggulan”
keunggulan produknya, hal ini terbukti dari pendirian Jeantor
cabang syariah telah tumbuh di berbagai dacrah di Indonesia

r - . ) ) . ) y 5
dengan kinerju cukup baik, Non Performing  Financing

: 1 _ - .
(NPFs) yang rendah, tidak adanya negatif spread, 4
- i 1 o 18, . . . -111
konsisten dalam menjalankan fungsi infermediasi ]?erbankd’

syariah telah berjalan cukup baik, tidak spckulatif, fairness
dan amanah,

Saat ini banyak negara yang notabene bukan negara mu“qﬁn.1
Juga felah mengembangkan industry perbankan syarial int,
karena perbankan syariah mampu menjadi salah saft
pendorong - perfumbuhan  ekonomi, ferwujudnya sister”
perbankan yang sehat, kuat dan mensejahterakan umat

102

*andangan dan pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DFR RI

' svariah. sehaeai berikut:12!
mengenai RUU Perbankan Syariah, scbagal berikut:

1) Agar perbankan syari
dengan  baik,
member  dukungan kebijakan at
syariah. dengan hara
menciptakan perekonomian nasional ke a
meningkatkan pertumbuhan ko |
pengangguran dan kemiskinan, mencl
baru serta menyejahter

2) Diharapkan agar Dewan Pengaw
Perbankan Syariah kedua lembag,
dan tugasnya dengan sttt
rekrutmen calon anggota De
Komite Perbankan Syati

anzgota yang memil

ah dapat tumbuh dan berkembang
diperlukan political will pemerintah  untuk
as cksistensi perbankan
pan hadirnya perbankan syariah dapat
rah yang lebih baik,
nomi, mengurangi angka
ptakan lapangan kerja
akan kehidupan rakyat.

as Syariah dan Komite

4 ini melaksanakan fungsi

3 alam melakukan
1ggllh-aungguh, dala .
wan Pengawas Syariah dan
3
aknya mengutamakan calon

ah hend -
rofesionalitas, kapabilitas

iki integritas, P

dan moralitas tinggl.

3) Perbankan Syariah hat
UMKM. karcna sclama 1
perbankan masih rendah d

it 1
sehingga UMKM Kesulitan unt
kan kredit.

4) Perbankan syariah ha
mumpuni yang memili

yang tinggi, k .
memiliki sikap yang positit,

s memberi perhatian pada sektor
S

akses UMKM kepada lembaga
o mata rantainya cukup panjang,
k mengakses ata mendapat-

pkan sumber daya yang
ralitas serfa komitmen
ggi akan cenderung
menumbuhkan

yus mempersia
i infegritas, MO
fmen yang fin

comi
arena kom
L mendukung dan

e e

121 Ihid

) -
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profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang, telah
discpakati.

Diperlukan sosialisasi perbankan syariah, karena salah satu
penycbab dan tantangan kurang establish-nya perbankan
syariah di negeri ini adalah minimnya sosialisasi perbankan
syariah. Untuk itu, melakukan sosialisasi perbankan syariah

harus terus dimaksimalkan.

Pandangan Akhir Fraksi Kebangkitan bangsa DFR RI: Fraksi

Kebangkitan Bangsa menyatakan menyefujui RUU Perbankan
Syariah untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang.

D

2)

122

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR R, juru bicara Mustafd
Kama]_’ §§122

Latar Belakang Permasalahan

Krisis ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pusal
pusat keuangan dunia di Amerika dan Eropa. Sistem
perbankan  kemudian perlahan-lahan mulai mcnélﬂdopsi
sistem keuangan syariah yang ferbukti mampu mcnzlhi‘dapi
Zanasnya hantaman krisis.

Negara-negara yang sebelumnya menganut ckonomi konve-
nsional kemudian dengan cepat membuka diri terhaday
eksistensi bank-bank syariah. Mereka melakukan penllm]li‘“
mendasar dalam sistem ekonomi dan perbankan merekd
untuk - mengakomodasi  transaksi-transaksi syariah dan

mengantisipasi aliran dana yang besar yang datang Jari

[hid, h. 9.
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Timur Tengah akibat semakin meroketnya harga minyak

dunia.
3) Praktek kehidupan keuangan dan perbankan  syariah di
Indonesia juga semakin bergerak maju, meskipun belum
didukung dengan peral

perbankan yang memadat.

1gkat  regulasi keuaangan dan

Pandangan dan pendapal Fraksi Partai I‘\'cad?lzm Scjahtera
DFR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:
1) Dalam rumusan transaksi akad murabahah sudah ﬁclai-{
terjadi lagi double tax. Dan dalam pclaksamqlan'l}l}:a nang;
diharapkan agar tidak ad an pemahaman

asa perban

a lagi perbeda
antara pengguna i kan syariah dengan institusi
pemerintah terkait.
keberpihakan yang lebih besar dan nyata
agi usahd kecil dan menengah
4 bantuan bagi UKM sehingga
an memiliki manfaat yang
an dan kesejahteraan

2) Diharapkan adanya

dalam hal penyaluran dana b
akses dana-dan
klean sektor riil d
anya [emalkmur

dan kemudian
mampu nenggert
lebih besar bagi tercipt
raloyat.

. - ansi Peradilan Agama segera melakukan
il gruktur - dan sumber dayanya
b perpotenst muncul segera

3) Diharapkan

pembenahan, baik  datt

noketa yan
sehingga sengkelzl-bengki‘ld yang
diselesaikan dengan paik. P
syariah dapat menjadi

crbankan .
” omian di Indo-

pangatt perekon

}C 4

natif jasa Pet

4) Diperlukan insentil 454!

1 Jeem
pelaku utama dalam perk

nesia, sehab industrt pankar.
posisi menawarka alte
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Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Scjahtera (FKS) DFR

RI: Fraksi Partai Keadilan Scjahtera (PFKS) DFR RI denean ini men-

duku AT Pevavican S
ng RUU Perbankan Syariah untuk seqera disahkan nlcnjudi

Undang-undang Perbankan Syariah.

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi :
asi DPR RI :
SE, MM?123 , juru bicara Inya Bay,

Pandangan dan pend: 5
gan dan pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi

DFR RI mengenai : S
1engenal RUU Perbankan Syariah scbagai berikut:

1) RUU Perb .
anlke Ay -
ankan Syariah ini untuk mengantisipasi lkebutuhan

3)

124

interaksi perbankan syariah di

e bp lbdnl\an syariah di masa mendatang baik denzait
ama bank ate it us syari ‘

. atau unit usaha syariah maupun dengan Bank

denfral, Bank U ; t

' » Bank Umum dan pelaku ekonomi lainnya, bahka!

Jjuga dengan Pengadilan.

Ifc:@an telah keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahu!
11‘) 8 tentang Perbunkan dan Undang-undang RI Nomor 3
p;r;;::“f:noz te?:mng Bank Indonesia, maka Undang-undatié
yariah yang kemudian seharusnya tidak berte!”
tangan dengan kedua Undang-undang, terscbut.
Perbankan syariah adalah suaty sistem perbankan alternatif
yang memerlukan aturan khusus. Agar menjadi pemain yang
Scta'raa Icvojl dengan perbankan konvensional dan pcruszihﬂ‘m
Pen‘:elo lainnya maka sebagai Undang-undang Syariah harts?
merupakan suatu bangunan yang kokoh dengan pcmisuhul‘l
aset dan tanggungjawab atas pengelolaan dana pihak ketig"
yang semakin jelas dan professional.

Jird, he 10,
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4) Beberapa atur

an teknis yang masih perlu mendapat perhatian

bersama dalam peraturan pemerintah adalah:

a)

h)

c)

Masalah  pengaturan dan pengawasan, Pembahasan

tentang Komite Perbankan Syariah, Dewan Pengawas

Syariah  maupun perlindungan
panking fraud maupun market-risks
Keterbukaan akan jaminan bagi

atas nasabah dari

kemungkinan
masih belum terinci.

nasabah merupakan keharus
arik bagi nasabah perorangan

agu mencoba

an yang mutlak dan bahkan

bisa dijadikan daya t
apalagi lembaga besar yang selama il v
pankan syarial.

menggunakan jasa/ produk pet
Berbentuk one

Kepemilikan dan Kepegawalall Asing.
an ini memungkinkan seseorang/

share one vote pilih
vote dalam

ang m

kelompok kecil or enguasai mayoritas

wiah, serta leterkaitaniya dengan peng-
aluran tentang pemegang saham pengendali, baik dula?u
bentuk stock share yatpuil pefworking. Yang masih
belum dibahas adalah pertanyaan tentang p.cnggm?uan
tuk pembiayaatt dan proporst maksimal
a4 kerja asing apakah hanya orang
au juga yang beragama
ang dimungkinkan
tidak

perbankan sy

dana asing t
penyerapain tcnag
y Islam at
A tinggi kariry
asing yang mungkin

asing yang peragnme
1, dan seberap

untuk pegawai pyotesswﬂﬁl

beragama Islant.
Penetapan pajak.
lebih dikenali sebagal su

mendapat perlakuant pajak
yhankan umv

terhadap produl pe

non Islan

ma ini sebagian produk syariah
ansaksi jual beli sehinggd

afu I
perbeda dari yang dikenakan

m konvensional.

Sela
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d) Fenyclesaian  Sengketa.  Penyelesaian — persengketaan
perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan
agama. Yang belum sampai dinyatakan adalah Pengd-
dilan Agama haruslah dilengkapi dengan hak cksekusi
sebagaimana Pengadilan Negeri dan hendaknya kepu-
tusan Pengadilan Agama bersitat final dan mengikal
sehingga tidak dapat dimentahkan lagi oleh keputusan
Pengadilan Negeri,

Pendapat Akhir Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DFR RI:

. ; . A X or
Berdasarkan beberapa pokok pikiran diatas, Fraksi Bintang Pelope

; . sty il
Demokrasi DPR | menyetujui RUU tentang Perbankan Syariah 1

untuk dapat disahkan menjadi Undang-undang,

Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI, juru bicara H. Zaindl
Abidin Hussein, SE!24

Latar Belakang Permasalahan

- - . appgahall
1) Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertendd

2)

_ ' ) ‘ <yl
1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi barty .

. H - L" 1(15
kalangan. Pada saat 1tu, penentuan persentasi bagl he
dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Sementara di tingkat Internasional, perbankan syarial mzlk“]i
diterima dengan baik karena sitatnya yang universal B
Inggris, terdapat Furopean Islamic Investment Bank (El,[f[}
dan di AS terdapat University Bank Islamic Corp. (UBIC)- 1‘1'[

memiliki asset sekitar 463,82 juta dolar AS. Sedangkail, o d
dengan assel 20,05 jula dolar AS. Sclain itu, di Thailt™

124 Jhid., h. 8.
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terdapat Islamic Bank of Thailand (IBT) dan memiliki asset

mencapai 243,41 juta dolar AS.

Pandangan dan pendapat Fraksi Fartai Bim‘a.ng Reformasi
DFR RI mengenai RUU Perbankan Syariah sebagai berikut:

ar dalam perbankan syariah berbeda

1 3eberapa prinsip das "
) Beberapa | I radi alt

: insip al-w
dengan perbankan konvensional, yaiu prinsip Ty
- v ab. agl has
(titipan atau simpanan); prinsip al-mudatabah (bag

profitsharing); prinsip al-musyarakah (sistem .:\Lriz)-sil::i
antara dua pihak atau lebih untuk suatu ?lsah;;eiil E:mm ! in;
prinsip al-murabahah (terkait jual ,beh,). ]: 1 Syariah. |
perlu diatur dalam Undang-undang erbankan 5y |

ank svaris 1 Indonesia
2) Menjadi salah satu fakta bahwa bank b, ;u;;h';ft memberi-
Sclm;m ini maupun di negara-negara i

onifikan bagi ketahanan dan partum-
19 =

kan konstribusi yang $
buhan perckonomian negard. -
R Reformasi DF :
] chir Fraksi Fartal Bintang
Pandangan Akhn fuiui npaya untuk mengembang-
’ 1 (4
Fraksi ppp g dan menyeti] i
axs1 PBR mendukung de ) _undang, upaya ini
kan sistem perbankan syariah melalui undzulgL e, i
L [ “la -l s (e
pangun - €
buk, ; yuk  ment Py
anlah  didorong W i qinkan berdampmg¢
s, Mmelamsa
i [ndonesia, M .
cksklusif bagi umat Islam di In i atas Fraksi
sif bagi umat Isk kan hal di afas
; asarka
de”&ém perbankan kovension i

al. Berd B
otuiui RUU Perbankar

Partaj Bintang Reformasi (FBR) DFR RI meryeth

T -

Syariah disahkan menjadi Undang

25

dang pemerintah.!

i
Latar Belakang permasalahal

S ——

5 Ihid h, 13,
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1)

2)

3)

Berdasarkan surat Nomor R.08/Pres/2/2007 tanggal 3
Februari 2007. FPreside :
i 2007, Presiden menugaskan Menteri Keuangail,
Menteri Hi s g ‘
enteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menferi Agamd
untuk melakukan pembahasan RUU  Perbankan Syariah
dengan DPR RI. *

Pemerinfah telah menyusun daftar inventarisasi masalah
(DIM) RUU Perbankan Syariah yang disampaikan kepada
DFR pada tanggal 29 Januari 2008. Adapun total DIM
Pemerintah adalah scbanyak 354 yang terbagi atas: (1) DIM
tetap sebanyak 117 DIM; (i) DIM yang, plcr]u p‘_.,-umh;nl
substzu'wi sebanyak 170 DIM; (iii) Dh\-’lLy;mg nwny;.ngkut
redaksional sebanyak 30 DIM; dan DIM -v;m(;; mcn_\'ungkut
penyesuaian urutan scbanyaak 37 DIM. -Sctclnh dilakukat
pcn‘lbahasan, RUU Perbankan Syariah vang scmula ferdis?
dari 75 pasal berubah menjadi 70 pasal. o

yat1é-’~
dang”

"ghut!

Sclaras de
L’ L AL B ;
St Fn(ian perkembangan  kehidupan  bangsa
is .
und » Femerintah  menambahkan konsideren ul
ane antara las
ang antara lain l,]ndzmg—undnng Rl Nomor 24 1

2004 te 4
entang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undand

undane Rl N . an
& Nomor 40 Tahun 2007 tentang I't’l'sem’u

Terbatas, Dj — X
- Disamping itu, Pemerintah menyctujul ditambﬂh

kannya filos : o
ya filosofi syariah yang mengemukakan bahwd fuju?
ercip?’
ﬂokrﬂsl
a1l

pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai !
nlfa mﬂ‘Syaxl*akat adil dan makmur berdasarkan de?
c ononlu, ‘dlkcmbangkan sistem ckonomi yang perlanda’
pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan ema

faatan.
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2RI A TaY - " . .
bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian discbut

oleh Sayuti Thalis dengan Teori Receptic A Contratio.

5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan fentang

adanya hukum Islam dalam hukuy
positif —. Menurut feori ini bentuk €

hukum nasional itu ialah: (1) Ada, yang dalam
m nasional scbagai bagian yang terintegral

in yaitu kemandiriannya yang diakui
1 sebagai hukum nasional, (3) Ada
rma hukum Islam berfungsi
asional Indonesia, (4) Ada

dalam arti schagai bahan utama dan unsur

1 Nasional Indonesia —hukum
ksistensi hukum Islam dalam
arti hukum Islam

berada dalam tata huku
darinya. (2) Ada, dalam arti la

berkekuatan hukum nasional dat

dalam hukum nasional, dalam arti no

schagai penyaring bahan-bahan hukum 1
dalam hukum nasional,

benting hukum nasional Indonesia.

i ini maka keberadaan hukum Islam dalam
kan sebuah kenyataan yang tidak
dari ifu, hukum Islam

Berdasarkan teor
tat; . )
ata hukum Indonesia merupa
dapat dipantah adanya. Bahkan lebih
Merupakan bahan utama afat unsur ufama hukum nasional.
Dari paparan teori eksistensi akan menjadi rujukan kedudu-

Kan tata hukum perbankan syarial.
92 tentang Perbankan

D Undang-undang RI NO. 7 tahun 19
1 1992 tentang Perbankan

Kali menjelaskan tentang
ksi istilah “hagi hasil”,
p bagi hasil”, yang
luarkan Peratu-
nk berdasar-

No. 7 tahut

yang pertama
dengan mema
kan konse

merintah MENge

1 1992 tentang Ba

Undang-undang Rl
adalah Undang-nndmlg

sistem bank tanpa bunga
atau “ pengelolaan pank berdasat
kemudian di tingkat fekuis P®

. : , 1
ran Pemerintah Nomo! 72 taht
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kan Prinsi -
sip bagi Hasil.'3! Ber
s Lo i Hasil.’*! Berdasarkan Undang-undang RI No -
9927 {entane s « b INO.
menjalank ntang Perbankan sctiap bank hanya dapat
jalankan kegiat: ‘ anya dapx
Qlatan usaha secar:
Veeesil. BTl G 4 secara konvensional at: o
asil. Hal ini dapat dili sional atau bagl
apat dilihat dal: ‘
& ‘ Lll;ln] k e #
Fahun 1992 etenfuan Pasal 6 PP No. 72
Jo4 yan s . ) Lalids No. (&
atau bank lwu’k Qj] secara tegas dikatakan:'#4 1) Bank umitit
serkreditan r: :
- ditan rakyat vang keziatan usahaya sematd
e c dAsSar, il oo o ) G - < o ala~
sl g [1 prinsip bagi hasil tidak di]’t‘l‘kcmnk'u‘l
egiatan usaha y: ; Anke
hasil. 2) Bank usaha yang tidak berdasarkan prinsip bag
¢ umum  ata ‘ ;
— atan bank perkredi
kegiatan usahanya tidak berd perkreditan rakyat yans
iner crdasarke TS : v pdnl
diper-kenankan melakukan k A prinsip bagi hasil ficak
nsi . Lcelat: R )
prinsip bagi hasil. glatan usaha yang perdasarkall
Sutan R
cmy men
2ataka .
tahun 1992 belum di n dalam Undanz-undang Rl NO. 7
sebutkan s )
bank yang melakuk isebutkan secara fegas fentang Keheradaatt
ra L l r 2 .’ &
an kegiatannya berdasarkan Prinsip sx'all‘iilh'
member’”
erikal

un-

Undang-undang ferse

kan indikasi ;:fntbisd_)uf hanya secara samar-samar
fasilitas kredit dcgr: o }femungkinan suatu bank memb
tungan ketika Pua'jal]l imbalan atau pembagian hasil ke
kredit alah: h ayat (12) yang dimaksudkan deng?”

Pembia
vaan uar
< '1 Pe i
g afau tagihan yang dapal dipcsamﬂk"m

dengan i
an 1tu, berda
asark: et -
meminjam antara b an persetujuan atau kesepakatan pinja™”
are ;
ank dengan pihak lain yang mew:liibk”n

pihak peminj
Injam un
tuk melunasi hutangnya sefelal jf”lgkﬂ

Indonesia. dalam Kapi
s L apifa Selekta Per
Press, 2008), h. 10. L lekta Perbankan Syariah Di Indonesia (Yo

Sl

131 Lihat d
.ihat dalam Abd
ul GI
ofur Anshori, Fenerapan Frinsip Syarial b
" lbj"'!-wm h

Lembaga  Keuan
R it angan Lembaga  Fembj
(Yogy akarta: Pustaka Pelajar, ZLSOS)IEEJ?S’”J’HEM Dan  Ferusahaan

'Anshe ik 7

132 ,Ihal ( ldll Abd “,1 S I &
l, 81]\61?!11511(2'1” Hi r 'lj‘-"'u a:

4

wakiu deng: i
: dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keun
ungan.'ss Pasal 6 huruf —

v Pasal 6 huruf m, mengenai Usaha Bank Umum

lﬂCll ¢ ) 1 > a1 le .
puti: Menyediakan pembiayan bagi nasabah berdasarkan

prinsip bagi hasil sesudl ketentuan yang ditetapkan dalam
N Pasal13 huruf ¢, mengenai Usaha
ank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan
arkan prinsip bagi hasil sesu

Bave i '
eraturan Pemerintah. '3

1‘1; 1 as

1gi nasabah berdas ai dengan

l(c{c . > s L =
ntuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.!#3

Dari beberapa pasal di atas, merupakan pedoman  tentang
g dilakukan deng
{ sistem bungd menj
1sil dalam kegiatan operasional
tama kali diadopsi sccara

upaya perubahan yan an cdra pembaruan
kegiatan perbankan dar adi sistem bagl
hasil. Keberadaan sistem bagi h
perbankan di Indonesia untuk per

cmberlakukan Und
pasal-pasal di atas juga

'tomml melalui p ang-undang RI No. 7
lahun 1992 tentang Perbankan.
thwa pemel'intah
syariah  yans

menunjukan b pelum sepenuhnya meng-
adopsi sistem perbankan memiliki  sistent
pembiayaan yang berbeda dengan bank Konvensional, hal ini
terbukti dari ketigd pasal di atas, sistem pembiayadn hanya
mencantumkan kata-katd pagi hasil dan istilah syariah belum
digunakan. Partisipasi mas t juga belum kelihatan dalam
pank syarialt K

(turan Pemeri

yaraka
ata-kata syariah baru diguna-

ntah No. 72 Tahun 1992
asil sebagai berikut:

mempromosikan
kan dalam bentuk Fere

tentang Bank Berdasarkait prinsip Bagi H

plean prinsip bagi hasil adalah Bank

Pasal 1 (1) Bank perdasa
n Rakyat yana melakukan kegiatan

Umum atau Bank perkredita

:L E}i)l?lll dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
*Ibid., h. '

195 Ibid,
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usaha scmata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Bank
Umuin dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan keglatan
usaha bank sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturanl
Pemerintah Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat sertd
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pagl
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.! %

Pada Pasal 2 pada ayat (1) dan (2) dijclaskan apa yang dimd-
ksud dengan prinsip bagi hasil:

(1) Prinsip bagi hasil yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah
prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh

bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

a) Menetapkan imbalan yang akan dilakukan kepada masyd
rakat  schubungan dengan penggunaan/ pcnum[';lﬂ“‘”
dana masyarakat yang dipercayakan kepadanyd.

b) Menetapkan imbalan yang akan diterima schubung”
dengan penyediaan dana kepada masyarakat dala™

bentuk  pembiayaan baik untuk keperluan inves

maupun modal kerja,

tast

dpkan 1 ; A hd
¢) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiata! usd ‘

ai im di instP
lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan P
bagi hasil.

an dan?

(2). Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyedid i
ik

- o
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagal™

136 Peraturan Pemerintah No, 72 Tahun 1992,
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dimaksud dalam ayat (1) hurut (), termasuk pula kegiatan

usaha jual beli.
alankan Undang-undang No. 7 Tahun

Dalam rangka menje
1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang

bank berdasarkan  prinsip  bagi
4t Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BFFP

hasil, Bank Indonesia

mengeluarkan Sur

tanggal 29 Februari 1993, yang pada intinya menegaskan:

e Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umun dan bank
perkreditan rakyat yans mel
gi hasil.

perdasarkan prinsip bag e sl
o  Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hast

akukan usaha semata-mata

yang, berdasarkan syarial.

it diambil suatt kesimpulan bahwa

aparan di atas dap
s < } 1992 tentang Perbankan,

o. 7 Tahun
No. 72 Tahu

/4/BPPP tangad
n tentan@ Keberadaan perbankan

onal. Oleh karena itu sesuai
hanya dapat dikatakan
ada dalam tata hukum

Undang- ang N ¢
S S n 1992 dan Sural Edaran

Peraturan Pemerintah i S
Bank Indonesia No. 29
belum secara utuh menjelaska .
syariah, baik sistem dan opemsa- ‘
lcori cksistesi ketiga peratural di at:;:: ‘
Ada, yang, dalam arti hukum IsFam u: i
Nasional sebagai bagian YA1s terintegral dt |
0 Tahutt 1998 tentang perubahan  atas
un 1992 tentand Perbankan mcn;?‘-
nbiayaan perdasarkan prinsip
suatu pank, baik Bank

Hal ini dapat

Undang-undang No. 1
Undang-undang NO. 7 tah
s tentand pet
ilakukan oleh
perkrcditau
), Pasa

akui secara legd
Syariah yang dapat d
Umum maupun bank

oneq] 1 ayat (12
diketahui dari bunyl pasal 1 ayad

rakyat.
1 6 huruf 1, Pasal 7

123




h:rul c. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan
(4a), Pasal 1, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c.

Pasal 1 angka 13 di
z angks disebutkan “prinsip syari
. 2 ebutkan “prinsip syariah adalah aturan
eriay N TR
;3._] tjiian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak
ain untuk penyimpanan ¢ ‘
111 - s . I3 1 i
o t yimpanan dana dan/atau pembiayaan keglatan
saha, alau kegiate saha lai - :
. u kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesual
engan syariah, antara lai ' ;
antara I emibiayaar
i ' a lain, pembiayaan berdasarkan prinsip
: asil - (mmudaraba cnibi insi
- al), pembiayaan berdasarkan  prinsip
crfaan mod: SVara '
= modal Gnusvarakah), prinsip jual beli barand
1g2an memperoleh ke l
l ‘
B keuntungan Gmurabahah), atan pem”
ayaan barang modal berdasark: nsi ' '
e s erdasarkan prinsip sewa murni tanpi
aral), at: >
v mmj , atau dengan adanya pilihan pemindaha?
pemilikan atas barang v ' I pi
e arang yang disewa dari pihak bank oleh
pinak lain (jarah wa igtina).
Pasal 6 hur
wuf m “menyediakan pembi
kan keegiatan [ tyediakan pembiayaan dan/atau melaku
giatan lain berdasarkan Prinsip Svari ' :
o I dasarkan Prinsip Syariah, scsuai denga!!
1yang ditetapk:
yang ditctapkan olch Bank Indonesia”.

Dalam penij ini di
- 1.p njelasan pasal ini disebutkan “pokok-pokok ketentud™
g ditetapkan Bank Indonesia antara lain:

° Kegiatan usah:
. usaha dan produk-produk bank berduszlfk‘m
Prinsip syariah,
° pembentul
an d ~ i
. an tugas Dewan Pengawas Syariah.
Jew”

Fersyarat: .
a 5
Y 1 bagi pembukaan kantor cabang yang meld

kan kegi:
v ld{' Q. e 5 v 1
glalan usaha secara konvensional untuk 111elul€l1k‘”

kegiatan us;
& isaha berdasarkan prinsip syariah.

B ssia ol
ank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan D'
Bank Indonesia No.32/34/KFEP/DIR tanggal 12 Mei
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fentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No.32/36/KEP/
999 tentang Bank FPerkreditan Rakyat

DIR tanggal 12 mei 1
Kedua kepufusan direksi bank

o Aoy . . - .
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari
Perbakan. Oleh

g nomor 10 tahun 1998 tentang
ori cksistesi beberapa peraturan di atas
yang dalam arti hukum Islam
sebagai bagian yang

Undang-unde
Karcna itu, sesuai fe
hanya dapat dikatakan Ada,
berada dalam tata hukum nasional
terintegral darinya.

1 2008 fentang Perbankan

Undang-undang Rl nomor 21 Tahu
khusus

Syariah adalah Undang-undang mengatur secara
ariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

asal 1 yang berisi tentang
ank, Bank Indonesia, Bank
ank Perkreditan

Syariah, Bank

tentang perbankan Sy

a) BAB 1 KETENTUAN UMUM P
erbankan Syariah, B
m Konvensional, B
Bank Umum

Unit Usaha Syariah, Kantor

pengertian P
Konvensional, Bank Umt
Rakyat, Bank Syaarial,
Fembiayaan Rakyat Syariah,
Syariah, Aka
gbah Penyimpat,
Simpanan, Tabungan,

Cabang, Prinsip d, Rahasia Bank, Fihak

% (e ) 8

o Nasabah Inve-

Ferafiliasi, Nasabah, Nas =i

stor, Nasabah Penerima Fasilitas,

Depositio, Giro, investasi, Pembiayaal,
ran

Wali Amanat, Penggabungath Peleburar,

Pemisahan.

Agunan, Penitipan,
Pengambilali}um,

b) BAB II Pasal 2 fentand asas, I’ asal 3 tentang fujuan, dan
pasal 4 tenfang fungsi.

dan 6 tenfan
& fentang

perizinan; pasal 7 tentang
anggaran dasar,

¢) BAB III Pasal 5
bentuk badan hukum,

pasal




d)

e)

)
P
k)

)]

pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tentang pendirian
dan kepemilikan saham.

- : " 20,
BAB 1V pasal 18 tentang jenis bank svariah, pasal 19, 2

21, 22 tentang keziatan usaha, Pasal 23 tentany, kelayakan
penyaluran dana, pasal 24 tentang larangzan baal pank
syariah dan uus, Pasal 25 Larangan bank ]‘cml‘iii}““‘_n
rakyat syariah, Pasal 26 tentang kegiatan usaha yang wajib
tunduk kepada prinsip syariah, prinsip syariah yang
dimaksud adalah yang difatwakan MUI yang jertuans
dalam Peraturan Bank Indonesia.

BAB V pasal 27 tentang pemegang saham pengendali, P“S‘ﬂ

: r o B P )'15111
28, 29, 20, 31 tentang Dewan Komisaris dan Direks, X .
o " i - 2 o ]1;’,“],
32 fentag Dewan Pengawas Syariah, pasal 33 €IS

penggunaan fenaga kerja asing,

“ s T ]_‘jﬂhf
BAB VI pasal 34 tcntang tata kelola pcrbaul\an syd "
s YAl i i i . : 2 ”1 LL’
pasal 35, 36, 37 tentang prinsip kehati-hatian, pasé
39, 40 tentang kewajiban pengelolaan risiko.

fand
BAB VII pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 100"

pengecualian rahasia bank.

R, F}L
BAB VIII pasal 50, 51, 52, 53, 54 tentang pembmadll

pengawasan,
BAB IX pasal 55 tentang penyelesaian sengketa.
BAB X pasal 56, 57, 58 tentang sanksi administratif

~ Y 11]'“1115
BAB XI pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 f€

;
3,

ketentuan pidana.

BAB XII pasal 67, 68 tentang ketentuan peralihant

126

m) BAB XIII pasal 69, 70 tentang ketentuan penutup.

Dari isi Undang-undang Kl Nomor 21 Tahun 2008 tentang

I 1 an 70 pasal yan,
Perbankan Syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang
: syariah. Dari ketentuan Undang-

memuat ketentuan perbankan 3 . ]
\gan teori eksistensl, maka

undang terschut dan dihubungan der 5
) r 2 ’ 1‘_‘:' =

Undang-undang Rl Nomor 21 tahun 2008 fentang e - ; .

L ) aifu kemandiriannya yang diakui

Syariah Ada, dalam arti lain y
: ; ai hu
berkekuatan hukum nasional dan sebagal

kum nasional.




Bagian keempa
Kelembagaan, Produk dan
Akad Perbankan Syariah

A. Kelembagaan Perbankan Syariah Dalam Undang-undang N
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

. Kelembagaan

o Kelembagaan perbankan syariah diatur pada BADB
ang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan SY¢ ariah

yang me
y & meliputi  perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar
an kepemilikan,

a. Masals
o0 ;ll th perizinan diatur pada pasal 5 scbagai beri st
Schdp pihak yang akan meclakukan kegiatan ysaha B

yatiah atau UUS wajib terlebih dahulu muupu«oleh 1%

tsaha schagai Bank Syariah atau UUS dari Bank [ndone esif-

in

ith
Jndone i

137 Afnil Guza, i
(Jakarta: Asa Manchn zléggl)ﬂﬁl SE ’gd?ng undang Perhankat I\L‘mhﬂ]\
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o

(2)

(3)

(5)

(©)

(7)

izin usaha Bank Syariah harus
memenuhi persyaratan sckurang-kurangnya tentang: ]

e  Susunan organisasi dan kepengurusar;

Untuk memperolch

e Permodalan:
e  Kepemilikan:
e Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan |
o Kelayakan usaha. ‘

Persyaratan tntuk memperoleh izin 1
ank Indonesia.

1saha UUS diatur lebih

lanjut dengan Peraturant B
Bank Syariah yang telah mendapat izin usahe
dimaksud pada ayat mencantumkan dengan jelas

kata “syariah” pada pent
Bank Umum Konvensional yang tel

UUS scbagaimand dimaksud pada ayat

cantuntkan dengan jelas {1ase «Unit Usaha Syatiah” setclah

nama Bank pada kantor Uus yang bersangkutat.

Bank Konvensional hanyd dapat mengubah kegiatan

asarkan pr insip Squh dengan izin Bank

1 schagaimana t

(1) wajib
lisan nama bankuya.

ah mendapat izin usaha
(1) wajib men-

usahanya berd

Indonesia. ‘ o h
qak dapat dikonversl menjadi bank

Bank Umum Syariah tid
Umum Konvensional:

ari

Bank Pembiayaddn Rakyat Sya!

f.

Kk Perkt editan Rakya .
< Jalukan kegiatan

Bank Umum Konvcnalonal yang akat melak g b
iah wajib membuka UUS di

PLptet ALl
usaha berdasarkan Pr insip syar
ank Indonesta.

an izin Ba
kantor pusat Bank dengan 1z

iah tidak dapat dikonversi

menjaci Ban
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Untuk pembukaan kantor cabang diatur pada pasal 6 schaga
berikut:'ss

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanys
dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-
jenis kantor lainnya di luar ncgeri olch Bank Umumt
Syariah dan Bank Umum Konvensional yiang memiliki Uus

hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia

(3) Pembukaan kantor di bawah Cabang, wajib dilaporkan dan
hanya dilakukan sctelah mendapat surat penegasan dar

Bank Indonesia.

(4) Bank Pembiayaan Rakyal Syariah tidak diizinkan untuk
membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis

kantor lainnya di luar negeri.

Dari isi pasal-pasal di atas, lentang perizinan kelembag!
bank syariah sangat jelas Bank Indonesia memiliki peranan yans
sangat kuat dan penting, ini sesuai dengan fungsi dan tugasny®
sebagai Pembina dan pengawas. Karena itu, sangat mcnumgki“wn
Bank Indonesia dapat mengatur segala aspek yang “‘C'lyml‘gl(l.lf
kelembagaan bank syariah, padahal bank syariah memiliki Sp@sifl“_
kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakannyd, seper”
yang lertera pada empat paradigma kebijakan, yaitu:

(1) Market Driven Policy, pertumbuhan berdasarks
tuhan dan kondisi pasar.

n kaW

indllb‘“y

(2) Fair Tre ; .
atment FPolicy, membangun persaingatl I

' o onrigh d8
yang sehat berdasarkan karateristik perbankan ayclll“}

138 ﬂ)fd
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bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argu-

ment intant industry.
(3) Gradual and Sustainable Approach, prioritas dan fokus

pengenibangan berdasarkan  situasi dan kondisi serta

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

(4) Comply to Sharia Principle, pengaturan industri  dan

pengembangan infrastruktur yang sesual dengan prisip
syariah.

Dari keempat kebijakan ini, dipahami market yang dibangun

nbangan kelemb
melihat kebufuhan pasar terhadap
tidak membutuhkannya, maka
i, Tentunya kebijakan ini

' 1gaan sydriahnya saja,
adalah pada tahap penger o Y

dan kebijakan ini juga hanyd
bank syariah, dan jika pasar
an dipenuh
membangui pank syariah dari sisi

ang menginginkai kehadiran
pek spiritual. Hal tersebut dapat
infrastruktur dan industri

kelembagaan syariah tidak ak

Masih belum sepenuhnya untuk

aspek  kebutuhan umat Islam ¥

kdt‘mbagzum yang dibangut dari as

. 1 4y an

ke [umbat P‘fn‘b‘mg“m | bank syariah sering
sl ¢ ‘ - s [

Syariah di lapangan, di mand operasional bang SyaHat

( l'onven~<i01mI pzlduhal pank syariah yang

N S

diSi‘lnd'w] , il ik
andarkan dengan barix |
‘ Y terutama pada modal.

Masih muda perlu penge.mbzmg:uh .
o oembangkan bank syariah.

Bank Indonesia sangat it mengembans l g 1
‘ PN : pagai kebyjakan

 evariah dan berbdg
Meski . ads ealctorat b;[]‘[l\ sy i

i telah ada direktors " at Feratuzan Bank Indonesia (PBD,
e = . - - .
: tuk edukasi, sosialisasi dar promosi
1 promosi schuah bank swasla,

al/selurul bank syariah yang

ari

(vegulasi) yung mendukun
Mamun dani sisi alokasi dana utt
Masih sangat minim. Schings? dﬂ‘“i
Jauh Iebin besar dari biaya promos tok
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jumlahya G A1 el '
J p '} lebih dari 21 bank syariah terscbut,’® fcrbukti it
Cn uar P ’ . : ;

p jannya tanggal 24 Desember 2004, baru muncul Bank
Svariah Mandiri pada . . ¢
y Mandiri pada tahun 2010, dibanding pertumbuhan -

perkembangan bank kovensional.

- bj:’:g‘t“fd“ }éfﬁyang dapat dilihat adalah dari kelembagaan
e idak sejalan dengan pasal 5 ayat (2) point d “leeahlian
ten:[,,lmt;ng,];:crba”kﬂ” syariah”, tentunya isi pasal ini nienyangkut
SCmuany]; p; ;:}: )tntng bekerja pada bank syariah ternyata tidak
standar  operasi {Lﬂtang bank syariah. Para stat bekerja sesua
eericliin 1 .slondl' perbankan, namun pada tahap isi  dan
bekerja pud[z:oi;::k“dali Sep.e””h”y“ menguasai, dan staf ¥
Jurusan Pcrbanican SSy “ M]; juga ada yang bukan dari Alumni
T et oyariah. I.*Iun'las Bank Muamalah Cabar®

diwawancarai membenarkan hal terscbut, pegit!

[ .

Pegawai/st

af W ireler :
N d.b}dﬂg direkrut Iebih banyak dari alumni umutth
b 1 A ; v i
dan tentang b 11 crikan pelatihan singkat mengenai bisnis islant

¢ ank syaric ‘ ‘
e T < syariah.  Seringkali pelatihan seperti itu kurat
‘ ‘ena Tu di
séifiala S yang perlu diupgrade bukan hanya knc)u’ff‘ﬂd
3 tet(i]’.')l juga aradi a
kepribadian syari’ paradigma  syaria’ah, visi dan sl sert
pestelif] mo yariah. Pertanyaan yang paling mendasar
mpertanyakan )

Bank Umumps d.llydkd“ apakah Bank Syariah Mandiri termast
yariah atau Unit Usaha Syariah, staf tersebut tida
apel wenfawab, vad yariah, staf fersebtt ;
e s 3 = p; ahal staf tersebut pernah diangkat M¢
atiz . it
yariah mandiri dan sckarang, menjadi staf dalat

ectik?

i
&

139 [ ihat dal: . i
AL am Agus[lru-lto 10 Pi 1-;(1-
. 7 . t Pil- T . ] o P
tanggal O1 April 201 IPW“'W-ﬂé,usthﬁ 1‘; f;jrgr_mbg”gm, Bank Sya il disadut I

x . 1.
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melayani perminte jadli
ayani permintaan nasabah menjadi nasabah dan Apanan
produk lainnya.!+°

Grand Strategy pengembangan pasar perbankan svariah

_\"au;_?, dicanangkan Bank Indonesia, yaitu penctapan visi 2010
*‘Cb'ﬁ:{ai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN belum
berjalan maksimal, pada point kelima disebufkan “program pening-
ang didukung oleh SDM yang kompeten

katan kualitas layanan y
pu memenuhi kebu-

dan renved; s ;
h penyediaan teknologl informasi yang mam
tuhe . i 08
han dan kepuasan nasabah serta mamp mengkomunikasikan
01 . : i
% oduk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan
"ek J ~ 3 o s . ]

15, dengan tetap memenuihi prinsip syariah”.
reanisasi dan kepengu-

Pasal 5 ayat (2) poinf a. susunan o
awas syariah daerah

[‘us. o .
an, tidak terbuka luas, misalnya dewan peng

ntuk Bank Muamalah dan Bank syariah Mandirl Cabang Ternate.
riah hanya sekitar siapa yang

an uji maferi terhadap
schingga ferkadang

Kepe
Pengurusan Dewan Pengawas Sy2
enal, kelayakan d

'ahu dan siapa yang k
dak terbuka luas,

D £ 8 o
ewan Pengawas Syariah fi
da y ang tidak layak.'!

Pasal 6 ayat (2) pembukaalt Kantor Cabang, kantor per-

ya di lnar negeri oleh Bank

Wakilan, dan jenis-jenis kantor Jainn

Utnum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
hany, dapat dilakukan dengan izin Bank In
2006, Bank Indonesia pernah M fan suatu terobosan baru
bagi peybankan syariah dengan mengeluarkan kefentuan yang
Memperbolehkan Kantor Cabang Unum Konvensional yang telah

donesia. Pada tahun

1gelual

alah satit staf

pada tanggal 4 pebruari 2013.
Jlah scorand 1

140 1yn o

= Hdbl! wawancars degrr yewan Fengawds Syariah Kota

Terpy a8l wawancara dengan s
ate, Juli 2011,
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1:1(;12111111{1 lrInit Usaha Syariah (UTUS) untuk mclayani fransaks
I\):om?): .‘»":I/\:tt'hfla?l yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
o i PbI./ZOOG dan dikenal sebagai office channelng.
,d)al?ﬂﬂ ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya minat
maSE_/dI‘akat untuk bertransaksi secara syariah Liiucb;tiwk;m oleh
masih terbatasnya layanan perbankan sxuu‘iih |

n Sunﬂ
1kan

Office channeli

R channeling merupakan istilah vang diberika
andai v van

" imungkinkannya melakukan kegiatan usaha perbar
>rdasarkan prinsip svariah di < ~

h Svaris F = . .

P syariah di kantor cabang atau kantor caband

pembantu  bax
1 .
ank umum konvensional. Sebelumnya perdasarkal

prinsip Islamic Wi ,

4/1/PBl/ 2 ¢ Windows versi Peraturan Bank Indonesia nomo’
002, yang menjelask: ; - 5

bolehkan bank jelaskan fwo windowsi system mempe!

nk I , :
kantor i umum (l\.Oll\fCllS]Olml) yang “d“k lllcmﬂikj n 15 afﬂll
abang syari: ; ,
syariah dal 2 syariah, untuk melakukan transaksi dengan kit
' alam s » . 2

oo «;1 m satu kantor (office). Dengan kata lain dalam saft

) ) 3-1 apat dua sistem layanan sekaligus; ski gyariah

onvensional. 142 sekahigus; sKim 5y«

L'[Ill‘

K IT
- i:;l;idds:rgb’nce channeling ini tidak perfentangall denﬁml
Feraturan Bamik Ind . léndasﬂn hukum office channelins adat?
setelah  mendapat ones (IPBI) No. 8/3/2006. PBI ini keluar ®°
Ulama In dOn;ff persetujuan Dewan Syarjah Nasion
bahwa Unit Usa;a (;J ;i N_—MUI). Dalam peraturan ini Al !
—p—— ‘)l;'ﬂ‘ilh (U.US) pada bank konvensiond e
kegiatan Kﬂnto; ggl erikut: () mengatur dan mcnguwaSi selt i
menerima dan ’abang Syariah dan atau Unit syarial’ of
menata usahakan laporan keuangal dari o

142 Sunarsip, Office G _ W
mpubljka.co.id/lkopmgﬁ;,;hm’fw:‘fm@ Bagi Bank Syariah, dalam mt}’x//""
ctailasp? 52588kt it 16, 26 Maret 201
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Cabane Svariah ¢ g el
bang Svariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan

lapor: ; : .
aporan gabungan; (iil) melakukan kegiatan lain schagai kantor

I bend T ~ S - .
duk dari kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.}
N-MUI, mengatakan schagaimana

KI. Ma'ruf Amin Ketua DS
oftice channeling tidak

{ikutip ole
dikutip olch M. Nadratuzzaman Hosen, dkk
karena ada teknologi yang mampu

melanggar prinsip syariah,
membuat dana itu benar-benar terpisah. Dengan teknologi fersebut,
dana yang diterima akan dimasukkan langsung ke rekening syariah
dan itu sudah memnuhi sharia compliance.!"*

b.  Bentuk badan Hukum

Pasal 7 ditetapkan bentuk padan hukum Bank Syariah adalah

berseroan terbatas.!*?
(63
Anggaran Dasar
Anggaran dasar bank syariah diafur pada pasal 8, di delam
anggaran dasar Bank Syariah
anggaran dasar schagaimand diatur
Perundang-undangan memuat pula ketentual

selain mementii persyaratan

dalam kefentuan peratutan

1 146

direksi dan komisaris harus men-

(1) pengangkatan anggota
ank Indoncsid;

dapatkan persctujuan B
n Bank Syariah harus menetap-
rasi komisaris dan direksi,

penunjukan dan

(2) Rapat umum Pemegang Sahat

emer, remune

kan fugas mandj
awaban tahunat,

laporan pertanggungl

\__-—_________._—-—/'-‘/
Ak, A -Icnfm’v’ﬂl’ Keraguan [ hmat Islam Terhadap

. 1495 M. Nadratuzzaman Hosen,
bank Svarial, lalu'ﬂlm:ahmt Komunik qi Ekonomi Syari
W Ihid
:jg 1bid, h. 9.
1bid. 9-10.

ah, 2007, h. 57,




biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal

yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
(3) Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah.
Pasal 9 menetapkan sebagai berikut: 147

(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki
olch:
) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indo-
nesia,
b) warga negara Indonesia dan/atau  badan hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan

hukum asing secarg kemitraan; atau pemerintah dacrah;
¢) pemerintah daerah

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Sya
dan/atau dimiliki olc]y:
a)

riah hanya dapat didirikan

Warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indo-
nesia yang seluryh pemilikny

‘ a warga negara Indonesia;
pemerintah daerah; atay

b)

) dua pihak atay lebih sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf by,

(3) Maksimum kepemilikan B

hegara asing dan/atay p
Peraturan Bank Indonesig.

. . Argd
ank Umum Syariah oleh war2
adan hukum asing diatur dala™
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A

B.  Produk Perbankan Syariah

b vl Syariah
Pada pasal 19 point (1) Kegiatan Bank umum Sy

meliputi; 145 i

- Simpanan berupa GIro™™

d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan bu. pgu ,ﬂ(m;
pentuk  lainnya  yang dipersame

Tabungan'~, atau .
4 i atau Akad lam yang

dengan itu berdasarkan Akad wadi
L Syariah;

k Investasi berupa Depo-
12 dipersamakan
1 Akad lain

tidak bertentangan dengan Prinsip

b. 1'\"lk’-ilghimplm dana dalam bentu
wtuk lainnya yat

sito'31 Tabungan, atau pentuk lainnya y ‘

1 Akad Mudarabah atat

dengan itu berdasarkal : i
i Prinsip syariait,

yang tidak bertentangan dengs _ | perdasarkan Akad
€ Menyalurkan Pembiayaan bagl hdSl\Md lain yang tidak
wleah, atau AKE 8
Mudarabah, Akad musyal akal, 414

) snsip Syarially
bertentangan dengan Prinsip <) ian Alad murabahah,

- rcast ,
4 Menyalurkan Pembiayadn £ Akad lain yang tidak
g 47 atau e L5
Akad salan, Akad istishid; atfil
ansip Syariatl 5
bertentangan dengan Frinsip Oy o qard atau Akad
a1 '{ &
¢ Menyalurkan Pembiayant perdasar e Syariah;
3 ey

ai - eterfangan dengin vl atau

lain yang tidak bertentang Jan barang pergerak afat
f. de

SR 1yew e

Menyalurkan Pembiayaait Pet yl an Akad farah
: ’ qsaban ] . -
tidak pergerak kepada Na - ah untahiya pittamlik

dalam pentuk

berdﬂsal‘k

dan/atay sewa beli

\—//

L4 s

o BBid . 1214,

dengn. Giro adalah simpanar yang gt
de!éjn Menggunakan cek, bilyet &Y
5o, Pemindahbukuan. ang Pet s
Mgy, 1AbUNgan adalah simpanan Yo (otapi tidak dape
Ritg, 4L SYarat tertentu yang disepa ’.m’- fcan dengatt g a dap
)1 fi'cm atau alat ]-di]m);;; yang dlpen,nhl :n' ey lmnyacngﬁu
a1 )CPO-SilO udillﬂh silupui[:ul _).,mlfill,l'"[b'ndl pgn)'lmpim
ertentu berdasarkan perjanidit’ -

ap saat

Salarkan seti
¢ dilakukat o, alau

dapa qyan lainiy

tah penmb
dapat dilakukan

IU1 rﬂ Y ig are
fii]iau'ik dengan cek; bilyet

enarikanny?
arana pern

Jarikaniy?

at dilakukan pada
pank.
\'v“k[
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atau Akad lain yang tidak

11810
bertentangan dengan Prinsiy
Syariah;

Melakukan pengambilalihan ulang berdasarkan Akad hawd-
lah atau Akad 1ain yang tidak bertent

angan dengan Prinsip
Syariah,
Melakukan usaha karty debit

= Tavaan
dan/atau kartu pembiay:
berdasarkan Prinsip Syay

iah;

Membelj, menjual, afay menjamin
berharga pihak ketiga yang
Nyata berdasarkay Frinsip

Jarah, musyarakah, mycq
ha Walal,

atas resiko sendiri Slll‘zlf
diterbitkan atas dasar transaks!
S}’an'ah, antara lain, scperti Alead
arabah, murabahah, katalah, 344

dasarkan Prinsip Syariah yans
an/atau Bank Indonesia,

an atas surat berhargad d
A pihak keliga atau antarpilt
ariah;

an

hitungan deng ik

ketigy berdagyy
Melakukay, Penitipan untuk kepentingan pihak lain perdasat”
kan suay Akg

kan Prinsip Sy

qral
Menyimpan parang dan sW°
Syariah,
. | .
ik Untuk kepﬁﬂtmgan sendiri maupt

chagai Wwy; st Pt mleasi AKED
W:ik;ik;h; li Amangt berdasarka
Memberikdn fasili p
dsilitag g -
berdas Cller of Credit atau pank gal

perbankan dgy, dibid Y3 lazjm dilakukan di bi

i 1
18 tosia] Panjang tidak pertentans®
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F ) J S i I.Il,. 124n l\L’ t(.l l at ‘ 2ra-
LlLl l‘)\(l n hy 1tuan pcel

v T "
turan perundang-undangan

152
melakuka:

a.

kan F 1 ].p S},’E‘l"
. berdasarkan TS

I\I ]1[111' i1} kL‘"i'-Il'lll \,',:‘l[utﬂ aSlng ld ’

ClaKUuIC slile

riah;
Melakukan kegiatan pen
Syariah atau lembaga keufmg.' 4
usaha berdasarkan Prinsip Syariail, g
Melakukan kegiatan penyerfaan mo

sark: insip
. s ‘dasarkan Pr

' 2gngalan Pembiayadh berc ‘ e
Mengatasi akibat kegag nenarik kembali penyerts

at harus

ank Umum
yertaan modal pada Bank U

| yang melakukan kegiatan
an yars

Syariah, dengan syar |
« dana pension
fiya, firi dan pengurus dana
: ai pendirl ¢
Bertindak scbagai pe
s Syariahs
berdasarkan Prinsip Syariatt

ar mod:
A v 1 ﬁ&bdl r;{_
Melakukan kegiatan dalant P qriah dan ketentuan pe

|| sepanjang tidak

‘insip Sy
bertentangan dengan Prinsip

3 (S p

, "
roduk bank yang be
sarana

turan perundang-und o
an kegiatan at

Menyelenggarak ’
an qriah dengat!

dasarkan Prinsip Sy
elektronik;

dan
awarkan, ¢
‘el 'thl'lch‘! .
Menerbitkan, 1 perdasarkan
[k langsuti h dagangkan surat
Aags o
_ mMperiis
Kan Prinsip Sy

akan
menggud

can surat
memperdagangkm .
Prinsip Syariah, baik
| pasar uang;

| ‘ - alul pasar u

bcmarga jangka pendek ! o

ticte

Secary langsung mauputl

a1 "l“
it awarkat,
Mencrb;tkdn, men psa
ing berd

da arial, baik

berharga jangka parj:

\_//l

2 Bid 115
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sccara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal,
dan;
Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank

Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 19 point (2) Kegiatan UUS meliputi:
Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposilo,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan Akad mudarabah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudarabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang, tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahal,
Akad  salam, Akad istishna’, atay Akad lain
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad gard atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syar

Menyalurkan Pembiayaan penyewaan bara
tidak

yang, tidak

iah;

ng bergerak atat
bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad jarall
dan/atau sewa beli dalam bentyi ijarah muntahiya pittamlik

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;

Melakukan pengambilalihan Wtang  berdasackan  AKA d

hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengal
Prinsip Syariah;

140

h.

m.

n.

kap:153

a,

Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan

e

berdasarkan Frinsip Syariah; | e vane

Membeli dan menjual surat perharga pihak ketigt ) :
‘ i - rkan Prinsip

diterbitkan atas dasar transaksi nyafa berdasarkan L

~ 3 ¢ Ll & 4 © . L i" olily DY LiLL ]1
?

: awalalt,
mudarabah, murabahah, katalah, atau Imfz' ,q s
Membeli surat berharga perdasarkan Prinsip ‘y‘u. ah ye
ntah dan/atau Bank Indonesia;

diterbitkan oleh pemeri |
: ‘ ; atas surat berharga dan

Menerima pembayaran mglhml- ketiea atau antarpihak
melakukan perhitungan dengan pihak Ketiga ¢
. - earlean Prinsip Syariah;
ketiga berdasarkan Prinsip S) . van barang dan surat
Menyediakan tempat wnfuk menyixitr
cd Kol
s iah;

berharga berdasarkan Prinsip Syariatl;

[

i irl n
- n sendiri maupt
Memindahkan uang, baik untuk kepentinga

Nasabah perdasarkan Prinsip Svariah;

e of credit atau pank garansi

Memberikan fasilitas feffer
berdasarkan Prinsip Syariah; dan

Melakukan kegiatan lamn yang 1a -
perbankan dan di bidang sosial scpzu:v)l
dengan  Prinsip syariah dan  SCS

angan.
peraturan per1mdaug,~1md ng

Jim dilakukan di bidang
ang tidak pertentangan
ai dengan ketentuan

> . | ; i— \ an ]ga d‘ (t Llaku =

an  Prinsip
asi serdasarkan
Melakukan kegiatanl valuta asing  berdt
Melakukan ate

Syariah;

\_-_‘__-__-__.__._—.’-‘/—

158 Ibid,, h. 16
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b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang fidak
bertentangan  dengan Frinsip  Syariah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
Melakukan kegiatan penyerfaan modal sementara unfuk
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, dengan harus menarik kembali penyertaannya;

d.  Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang

berdas: R
sarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan secard
elektronik;

€. Menerbitkan, menawarka

i n, dan memperdagangkan sural

harga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik

secara langs : '
&SUNg maupun tidak langsung, melalui pasar uang

dan
f. Menyedi
Umu{n ;ﬂka.ll produk atau melakukan kegiatan usaha pank
oya i
yariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 21 Kegiatan g
a Iz & . -3
i uk Pembiayaan Rakyat Syariah meliph®

Menghimpun dana darj masyarg

: kat dal; "
D Simpanan berupa Tabunga alam bentuk:

dengan iy berdasarkan A
yang tidak berientangan de
ln.vestasi berupg deposito
lainny, yang  dipey
Akad mudarapsp
dengan
b. Menyaluykg

kad wadiah atau Akad 187
Ngan Prinsip Syariah; dan
atau Tabungan dalam pentuk
“amakan dengan jtu perdasarkd”

Pringiyy Syeu::h?kad lain yang tidak bcrtcnmﬂbl‘m
) pemb_n dana kepagy o,

layaan bagl haSiI
atay Musyap, kal
2) Pembiay aan ?

berd,
off ’lSark - / fﬂil
18t1shng’: M Akad murabahah, sakut

2)

aSyarakat dalam bentuk
b bt
rdasarkan Akad mudat?

142

3) Pembiayan berdasarkan Akad qard.
4) Pembiayaan penyewaan barang pergerak atau tidak
ak kepada Nasabah perdasarkan Akad fjarah

berger _
muntahiya

atau sewa beli dalam bentuk jjarah
bittamlik; dan
5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalalt
‘ & Syariah lain dalam bentuk
’ wut Investasi perdasarkan
ang fidak bertentangan

Menempatkan dana pada Bar
fitipan berdasarkan Akad wadi’ah afe
Akad mudharabah dan/ Akad Jain ¥
dengan Prinsip Syariah; .
d. Memindahkan uang, baik untuk kepentut

asabah melalui rek .
Bank Umum Syariah,

1gan sendiri maupun
ening Bank Pem-
untuk kepentingan N .
. i t a dai
biayaan Rakyat Syariah yang ada d
i ar dan
Bank Umum Konvensional, dan puUS de

u melakukan kegiatan usaha Bank

€ Menyediakan produk ata o Syariah berdasar-
Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip °
kan persetujuan Bank Indonesia. o
‘ o nasal 20 point (1), 1=
. 7) pasal 2
Dari Fetetan: sal 19 yoint (1), (£ ) . )
day ari ketetapan pas P gank U Syariah (BUS), Unit

basal 21 dapat diketahui Rakyat Sy
. iqyvadn ¥

Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiaya 1

q umunt

ariah (BPRS)

Mty aseg . . .
Cheilikj kegiatan usahanya gecar e
pentuk simpanan (giro

i ane 'lll. m
(2 11

Menghimpun dana dalam
Ngan) dengan akad wadi
bentuk investasi (deposito) d¢
yang fidak pertentangan dend
lanju dijclaskan berikut ini:

ariah.

:2,
ngan akad wadial.

de
bllllgﬂn) ‘ }_)gnk syal'mh yang

- o dan T2
Simpanan (Giro h satut prodd

Akad wadi’ah adalah sala
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berarti penitipa: o
penerima titIip;ndEif;iam;.l a pihak pemilik dana dan pihak
tersebut. 154 Sistemd w‘fgd-;,lml.‘céya untuk menjaga dana
Muamalat dan Bqnlj ligh _ml sering digunakan Bank
tabungan dan gih; k Syariah Ternate dalam bentuk
nasabah tidak bcrha;k arena hanya “menitipkan” dana,
tetapi nasabah dapat ni:]l?hfiapaltkan hasil apa pun, akan
kehendaki. Sebaliknya baf:nt]ilcjflrlkdananm kapan pun dia
memberi-kan hasil dari pefliﬁpa: d

mempunyai kewajiban
. ana itu.
e asarnya, prinsi
A mya, prinsip wadi’ah dibedak
o Z edakan atas: 155
o ah Al-Amanah, yaitu ol
nitipan s
€cara murni
e Ini. Nasabah sebagai pihak yang
arang  sex aitipkat
. nata-mat ' it
. rangnya, dan bank sebhaoa; s
fiipan fidak bolel, agai pihak yang mencrima
me :
nggunakannya, Nasabah dapat

sewakfu-wakty meng-ambil b

n v g0 *
ya. Dalam produk per arang yang dititipkan-
deposit box. 156 ankan, contohnya adalah safe

*  Wadiah vy
£ ad-Dhanian:
digunakan oleh ljsli;dndh’ dana yang difitipkan boleh
titipan dengg NK yang bertindak sebacai o
ZAan syarat, pada saat agai penerimy
aat nas

merupakan  konsep

abah memerlukan-

134 Lihat dalg
Hukum FPraks tam Irma Devit:
aktis B i ta Purnamaca
Akad Syariah fé}pmﬁ Kiat-kiat Copper 25301 dan Sugw
Pet‘bandiﬂgan,A andung: PT sz; 1das, Mudah, IJuSq\w-‘-L wmo, Panduan Lenskal
. 42, Lihes i 'SCHI'_yH, Alad & N Pustaka, 207 1‘ Bqﬂk Memahami Masa !
h. 131 Baﬁldi%;l 1\3‘} %0, Produuk P ik Bank Sy ’J:k,“' Lihat juga sebig
H”Jfffc‘k‘lakma-% 2 Mcléh‘”‘mmad Syafii L.Vé?nahjlak;g?: §ajawzﬂj Pers, 2007,
155 Lihat h'mm nelik fah, Jakarta: Penerbit LFYE, 200
M s Tma Devip ank Syarinh Dari rmort Ke
lllilfrmﬁ'l?dt Syafii Anfonio L ; Slmlvj_n th Dari Teoll
56 Lihat Irma Devita | it h. 148.1, arno, Op.j
J\duhfinunad a5 cvita Punm e 8-149, , I’.u!_? h. 27, ]ih'nlt jllga
Syafi’i Anfonio, Op(‘ji'n‘;?di; Suswinarno, () ]
el 148, » Opuit, h. 27, lihat 18
, h. 27, lihat U5
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A

nv: ‘ T s epfc 57 <
ya, bank harus setiap'3” saat mengembalikan/mem-

aVvar vanse itttk i
bayar yang dititipkannya itu. Dalam produk perbankan

contohnya adalah giro (current accounl) dan tabungan
(saving accouny).
anakan prinsip wadiall, prinsip

Dalar ket
tlam akad yang mengg
ah dana yang dititipkan (ida)

mutlak atas objeknya adal
tlak penitip (nunwaddi). Sifat skema
adalah:'58 Fertama; para

akad ini sctiap saat

nerupakan milik mu
wadiah untuk giro dan tabungan
pihak dapat membatalkan perjanjian
(kavana wadiuh termasuk akad yang tidak lazim), jadi
dana yang dititipkan bisa di
ana tersebut.

ambil setiap saal oleh pihak
Kedua; Terdapat unsur

yang menitipkan d
), scdangkan

dari penitip (pemilik dana
adalah hak dari
perhak uniuk menolak

permintaan titipan yang digjukan oleh penitip. Hal ini
apabila dana yang dititipkan

a, atau dana terscbut

permintaan tolong
mem-berikan  pertolongan
titipan (bank). Jadi, penerimd titipan

penerima

dapat terjadi antard lain,
kcpcmﬂikanny
hak y¢
| korupsi atau kegiatan

ternyata tidak jelas
kedudulkan pi
si hast
erima tidak mau mene-
ya untuk menjaga

Mmembahayakan g, menerma titipan,
Misalnya uang yans terindika
ila pihak pen

haram lainnya. Apab
(arusan bagit

rima titipan, tidak ada kel

titipan terscbut.
engan skema wadi’ah ini

an menuntd pent-
ang dititipkan,

dari akad d
nerima titip
ang/uang ¥

Satu hal yang menarik

adalah, apabila pihak pe
bayaran administrasi untuk bar

v

i -20.
Suswinarmo: it h 27-2

15§ 7.
* Lihgy 1 . . ¢
rima Devita Purnamasart
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akad wadiah tersebut berubah menjadi akad sewa-
menyewa (jarah). Peralihan akad, karena dengan dibayar-
kannya uang  penitipan barang, seolah-olah penitip

“menyewa” suaty tempat penitipan, dan Karenanya pene-

rima penitipan harus bertanggungjawab dan menjaga
keamanan dari paran

& yang dititipkan, Pencrima titipan
tidak dapat

; - 159
membatalkan perjanjian secara sepihak.”
Oleh karena ity sydrat yang hay

us dipenuhi dalam wadi al,
sebagaiman

4 yang tercantum pada Surat Edaran Bank

Indonesia Nomoy 10/ I4/DPbs, untuk melaksanakan akad

wadi'ah untyl giro dan tabungan

, disyaratkan hal-hal
sebagai berikyf:160

®  Bank berperay sebagai penerima dana titipan dar
hasabah selalky penitip dang.

* Bank wajip Menjelaskan kepada nasapah mengendl
Karateristik produk, serta hyk duy kewajiban nasabalt
sebagaimang diatur dalap, Ketentuan Bank Indonesid
engenai fransparans; informasi produk Bank da®
benggunaan data Pribadi nasapgy,

° Fank tidak diperkenankan menjanjikan pcmbcyiﬂll
imbalan gy bonus kepady nasabah

® Bank dan Nasabah wajip, Menuangkan kesepakatan atas
Pembukaan dan Pengeumnaan produk Giro atau Tabt
N3an atas dasgy akad wadfiyy, dalam bentuk pClli‘mjiaﬂ
tertuljg,

*  Bank tigyy dapat n

iy
iy embebankgy kepada nasabah bidy
1istrasi pey ;
frast berup biaya-biay, yang terkait langsw'®

l\ W NV A a qr okenim r]niv“--] 11 h.\y
8 L“’," e

' iro, bi aterai, cetak
kartu ATM. buku/cek/bilyet giro, biaya materai, ce

j alr ] ]J]' q ﬁnﬂll-) ]krl
]l ) ul l\\]. e g! p

J 1111 -."sl]. QO e ellul L)y« = C
.'.I.Oldll tltul..tl N

an dan penutupan rekening.

ian dana titipan nasabah.
o  Bank menjamin pengembalian dana titiy

[ ana tl[l Ll ) d p ann.
< (s

< iah dalam
dapat disimpulkan Bank Syariah dala

Dari uraian di atas, . L
{ wadi’ah berfungst mutlak sebagal peny "

ema aki Al ‘ '

D, i memberikan imbalan dan tanpe

tanpa

e s rena itu apakah disebabkan l.n
a. Qleh kare C i

a alami resik
tersebul Bank Syariah berpotenst melli& i
A : ? . ank adalan:
. i pihak bank ¢
. hadapt pil 5 dana yang
rang mungkin di +h fluktuasi dana yang
) ? Ik L’ﬁt 15, yang discbabkan oleh 1 I
Resiko fikuiditas, yark . ooi dan bank
: ive tingal ue
- o relative g Ayt dan
arle i relkenin gllo tenebu ,
el reke T Kkewajiban jangka pendek
thi 4] s
ang discbabkan

valuta asing.

memungul jas

harus memenu
kedua Resiko pasar, Y

i dalam
tukar untuk g1ro dalax

oleh pergerakan nilai

k syariah tetap menmui-
tentu untuk dapat tetap
remberikan fasilitas

perti ATM, ¢-

At
. Ik tll]g bat
Dalam prakftiknyd, terk l.L il 1

administras
fa n

; v ﬂbﬂll ser
memelihara rekening 143 wp tortontu S it
spgpa fitur-itd anking. Hal 1

kemudahan berup . telephorie hat
1

payment, e-bankilg; Lfi“i'th qang me
terutama bagi pank syark . remudaha

arena fitur-fitil o tdpanya ik
al kearete oy dan wajar Kranms. i
%, ; 1 dapat menikmatinyd. =
1us e

ngut sejumlah biaya

1sih memiliki bisius
n bagi nasabah

‘ 4 nasabah
konvension
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b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi (deposito)
14~ ;‘cn_

dengan akad mudarabah atau akad yang, tidak bert
nsi i 3 [ye scara

tangan dengan prmsip syarviah. Akad mudarabah scca

i ilile ana  atau
umum adalah kerja sama antarg pemilik dana  at

Salarilean
penanam modal dan bengelola modal untuk melakukat

y asvdasarkan
usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasark

nisbah.165 Dalam konteks deposito, |
syariah, yang dischyt sebagai pemilik atau penanam moda

» - eolalku
adalah nasabah/ deposan, dan bank bertindak  sclak

bengelola modal (shahipy) al-mal). Berbeda dengan prinsip
wadi'ah, pr insip mudar:

abah mengharuskan adanya syaral-
Yarat tetentu yang harus  ditgari

nasabah, misalnya adanya saldo min;
tidak boleh diambil nasapap
Syariah sama dengan deposit
yaitu berjangka waktu | bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12

; : . . o
bulan. Rasjo Pembagian keuntungan (nishah) antat

deposan/ nasabah ditentukan gj awal pembukaan deposito
atau tabungap,

i y an
giro, atau tabunga

qtaul
olch deposan atat
an,

mal tabungan yans
- 1eposito

"ot Periode dalam deposit

sional
0 pada bank konvensiondh

Peraturan Bank Indonesig memberikan syarat minimum
1 yang berbegy antara deposito dan tabungan deng’

; - ; 1
8Ir0. Pembedaay tersebut disebabkan oleh sifatnya, yakn

2iro lebih ditujukan bagi kegiatan usaha nasabah, sedang”
kan deposito dan tabungan diper

o actashe
untukkan pagi invest?
Oleh kareny itu syargt Minimyy,

: : 165
akad scbagai berikul:

164 Thjd
15 Ibid. , h. 33-34,
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i akad
_ X can akad, yakni aka
Adanya pihak-pihak yang melakukar Bank berfindak
bank dan deposan atau penabung. i il
té e asabr
qrip). sementara nase
engelola dana (mudarib), s .
selaku pengelola c o Vs, Tadl,
bertindak selaku pemilik dana (Smmi] ekening
rtindak sels ' o
) asabah ke dalar
P seforkan oleh ne ‘ '
e ik berbentuk giro, deposito ataupun
baik be il 1 sedemikian
an sedemiki
: , bank dengan
an) akan dikelola oleh ‘ opada
tabungan) akan ¢ . alean dibagikan kepad:
; kemudian hasilnya akan i isepakati di
rupa, yang ke ah yang felah disepakati

mudarabal (

' an nisb
nasabah sesuai dengan ni
awal.
| isctor th. |
Dananya harus disctor pent e
pemberian dana dalam benfi .

la san -
i ang calon depos i
Apabila seorang ¢ it o
S i« sung. Tidak boleh
i storkannya secara lang
harus menye =
5.000.000,00- kemt 4ol
. ai Rp. 1.000.000,00. e
: alam misbah. Pembagls

adi, tidak dibolechkan

au berfahap.

n sisanya akan
| N
disetor Rp. |
. o T 1]
dicicil setiap bulan sent : o
! . jannya missal-
Pembagian keuntung N e pebagiann
ibuatkan pe o oA
keuntugan dik B i |
/a 6:4 yang besarnyd diten iy e
1S . r 1 :
L I gt i tabungarl wadi’ah,
ada tabungan,
Pada tabung e il i
Ini rtentu.
minimum  te

wdarabah
an menggmmkan‘skenm df;;; -
Daste IR ymd%mya saldo minimuim i
akan difetapkan ‘1 Inya, minimum saldo i(Ju nasabah
ning nasabat MISL‘! fyl jika sev\f’dkm‘.wa nudarabalt
1.000.000,00. i ;L dalam rekenig Ihihnal Rp.
akan menarik dﬂﬂﬂ;z;l,daha mengendap
rus tetap

kan dana

tersebut ha
1.000.000,00.
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Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepa-
katan., Walaupun sifatnya fabungan (bukan deposito
misalnya), karena yang digunakan adalah skema
mudarabah, dana yang ditabungkan tersebut akan
digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali ke
dalam berbagai macam usaha yang fidak bertentanzanl
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya
termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak Jain.
Oleh karena itu, nasabah tidak boleh mengambil dand
tersebut sewaktu-waktu, Hapus ditetapkan akan dita-
bung oleh nasabah vang bersangkutan dalam janzka
wakiu yang telah disepakati di awal akad (misalnya |
bulan, 3 bulan, atay 12 bulan).

Biaya operasional dan  nisbah bank. Jadi, dalan

pembagian nishah antara bank d

ah
an nasabah sudal
ditentukan 1}

ahwa pembagian keunfungan (“iswh)
yang diterimg oleh bank, sudah term
sional bank dalam memelihar
deposito terscbut, [

asuk biaya operd”
a 1*ekening tabungan atau

al ini berbeda dengan muahr;zb;zh
untuk giro, yakni bigys operasional bank dibagi anta™®
bank dan hasabah berdasarkan nish

ah.
Bank tidak menjamin g

ana nasabah, kecuali diaf
berbeda dalam p61undang~11ndangan yang perlakut

Jadt, pada dasarnya tidak 44, jaminan dari bank dala™
pen‘yimpanan dana nasapa, g bank syariah, Walat
begitu, jika penjamingy, fersebut dilakukan oleh perm®”
rinfah (dalam pg i Lembaga Penjamin Simpanan?)”
hal terschys dibolehkap asalkan tidak diatur secd™
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khusus dalam akad mudazabah untuk giro dan

tabungan.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan 1?;1'11\\’;03}’&;2?;
minimum akad mudarabah untuk mb‘%ngm‘l\t SII:Jla p;)ana
adalah (1) Bank bertindak SCba_gm pdbqi ai pemilik
(muidaril), sementara nasabah bel::ii]l:ﬂ:el;ils disetor
dana (shahib al-mal, (2) Dana ‘ ) nishah, (4) Pada
penuh, (3) Pembagian kelmm“.gmi Tqifljn dana minimum
tabungan, nasabah wajib menginvestas warik dana di Inar
ferfentu. (5) Nasabah tidak boleh mel.‘ ishah bank, (7)
kesepakatan, (6) Biaya operasional dari nis

1k tidak
. hak nasabah, (8) Bat

Bank tidak boleh mengurang hak “;f ¥ ’bcrbeda dalam
L ) ~eali dia

mchjamin dana nasabah, kecuali

v vang berlaku.
perundang-undangan yang

¢ 1ida-
{ hasil perdasarkan akad mud: -
g qan melalui

“hyalurk: biayaar e,
x\hn_\rahukan pembia) i punblﬂ)

p 161 f .

tabah, musyarakah, dan 1 gt menyalurk

< cqlam, 1SHSIUN, : nk bergel‘ak
akad murabahah, salam, "

Arang bergerak £ i 0y

plf.‘n]biayuun penyc“!allll barang ﬂ]l mrml‘ff]”}"q blt‘mnlhl\

k jjal g o
' jare am benft insip syariah.

o e el ¢ fentangan dengan prinsip s
bertel -

atau akad Jain yang tidak - s
. w1l C i
Untuk Iebih lanjut divraikan

Al I; - 1
bagi hasil perdasarkan akac
1 bag 8

jayat
4. Menyalurkan pembiay

' 14 sama
mudarabah wip kerja st

i1

Alead dengan pri :

Ak; Jarabah adalah d]\ﬂdnt e e it

i ‘1] I kad/ Peljmulfm . al-mab dan
bagi hasil adalah ¢

o, (shahib
i penyedia dana 100% (s i
syariah sebagal pel

¢ (mnudarl
i royek (1
nasabah sebagal pelaku kcgmmn/p
asabah seba



tungan .usaha dibagi kepada semua pihak sesuai dengan
feroy?orsl (nisbah).16¢ Bagaimana kalau proyck mcmgi'?(—ini
A;i;;;;nfe;aj;; 1 penyebab kerugian proyek tersebut.
100% ditang;u; 1 1311‘Dyek karena force majeur, kerngian
dana. Apabila kcgg; leh bank syariah sebagai penyedia
pelaksana  proyek g(mn;n?y ck discbabkan olch kelalaian
ditanggung oleh nud; u arib), kerugian tersebut 100%
nudarib,

I 1&1\3&113 c '

[) Usaha mudarabah

Shahibul
mal boleh menentukan usaha apa yang akant

akll (]
41/111(.]231

dah (

abah seperti in; di alam usaha fersebut s
mudharabah tebikalsebut niudarabah mugayyd
mal memberikan kebeh s Bt gl e Shahibl
melakukan usaha g {vlsan kepada mudarib untuk

Pa saja yang dimaui oleh nudaril’

maka ke
Pada
nudarib hayys diberi otoritas untuk

menginvest

asikan n
10 .
cocok. dal ke dal a8

Mudarapaf am usaha yang dit
mllﬂaqah (m U seperfi inj discbut H]udﬁ[ﬂl?ﬂh
udharabah tidak terikaf 167
atr, los

2)  Pembagiap Keuntungay

Syafi’i Antonj , lihat ju
0, Opci 2a Asce .
Hukum Islam r;]a_tp-cj'f-, h. 95, lihatjtlga Arya, O}‘J.CI}‘_, h. 80 lihat iuga Muhan
Kencana P”cn'tdalMM&;’Wﬂm Madanj }\‘,g'l—:alﬂlh nitcarabah p'I‘qu P%;':t Penlzkﬂjmn
s i edia G ? ipilas; Hyl- Bl At
97, " Lihat Ascary, Op.éﬁ.?ﬁ? (2;009. h. 71-7¢ ! Hukuir Eonomi Syavial Jakart?

mad

3. lihat jygq
JU2a Muhanungd Saff’i Anitonio, OF city
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2

Untuk validitas mudarabah diperlukan bahwa para
pihak sepakat, pada awal kontrak tentang proporsi

keuntungan nyata yang menjadi bagian masiang-

masing.

Penghicntian A fudarabah

Kontrak nudarabah dapat dihentikan kapan saja oleh
an syarat member tahu pihak lain
aset dalam bentuk cair/
ha telah

salah satu pihak deng
terlebih dahulu. Jika semua
wha dihentikan, dan usa

tunai pada saat ust
aka keuntungan dibagi

menghasilkan keuntungan, m
sestiai kesepakatan terdahulu. Jika aset pelum dalam
bentulk cair/tunai, kepada mudarib harus diberl waktu
untuk melikuidasi asct gan atau kerugian
dapat diketahui dan dihitung.

agar keuntunt

isi ¥ a akad
Dari persyaratan ini dapat disimpulkan pahwa ak
s syl scbagai berikut:
kontrak nudarabalt emiliki rukun schagai berik ‘t
e Pihak yan2 melakukan pcr_imumn/bcml\ad, yaitu
odal dan pengelolu modal
akadkan, seperti: pesarnya modal
diserahkan oleh bank
angkan (dikelola),

akan dilakukan oleh
ersebut, dan besarnyd
antara pank dan

pemilik m
e Objek yang di
yang ditanamkan

kepada pengusaha U
yang

jenis pekerjaan
dengan udnd
tungan (nisb

atau

ntuk dikemb

pengusahi
pembagiat kew

pengusaha. j

i engel
e Akad, hatus dinyatakan 1M U
- n perjanjiatt, yans

semua pihak dalam mel:

berupa scre

ah)
i kesepakatan
anaks

1h dan terimd.



b. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil melalui akad nusya-

rakah.

4) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak,

3) Melakukan pengambilalihan utang,

6) Melakukan usaha kartu debit atay kartu pembiayaart,

7 Membeli, menjual atay menjamin atas risiko sendirl
surat berharga pihak ketiga,

8) Membeli surat berhargga,

9) Menerima pembayaran tagihan,

10) Melakukan Penitipan,
11) Menyediakan tempat,

12) Memindahkan uang,

13) Melakukan fungsi wali amanat,

14) Memberikan fasilitas letter of credit
2

15) Melakukan kegiatan

o Perbankan di bidang sosial y'2
4zim perbankan [y

kan,
Semua kegiatan di atas dalam
mengembangkan aplikasi pyj

transaksi keuangap perb

rangka mempromosikan dan
Bsip-prinsip [slam ke dalam
ankan, dan bisnis-bisnis YA"2
ang dianyt di dalamnya ﬂdulﬂl‘l
dalam berbagai bentuk transalkst

terkait, Prinsip utamg y
larangan yipa (bunga)
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: car nrinsin-prinsip pokolk
Bank Svariah bereoperasi atas dasar prinsip-primsip g
. 168
yang mcliputi:

)
_ ' itory/ wadi’ah)
e  Prinsip titipan atau simpanan leepouin) ’

o Sistem bagi hasil (; wofif sharing),
j i < an J4 é
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. . ¥ v 2, v, .. v, { .
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an svariah.
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m tidak &
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prinsip dasar dengan sistet! R

wsional perb
dalam sistcm 0}30‘“‘\'011({1 L 1ing
n dana (funaiis

ankan syariah,
), (i) sistem penyaluran
S 5, >N s.
) sisten [ayanan Jasd (aem-cc')
, Uncl:mg,-undmlg tidak
-akad yang
{imaksud dengan akad W

{ o e " :

. dipahani dan terikat,

G ada produk—produk
edudukan dan

sistem pcn;.',umpula an j
duana (financing), dan a
Namun ~ sangat disuyangknn
menjelaskan apa y
berlaku, schingga dap:
Undang-undang lebil ‘
yang ditawarkan, sedangkat th
hak-hak nasabah belut sepert

mengatul p '
1 mengendl k
nya diatur
fcan syariah dan se.gala‘
keberadaannyd diatu
positif  ataut

1q 4 e L

=) ng
2008 tenta
perundang-undangat . 21 tahutt hagi
Nomot = . g dasar bag
Undang-undang Rl agai act
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gh dihd
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. sradaan Pet

Sudah saatnya keberada: i
(=

sratean vang IMeny
Peraturan yang ) dalam

hukum
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secara '[63,'35 ddn ..]
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berjalannya perbankan syariah, namun I\'cbcmdaan’l:s)i;
masih sangat relatif baru, schingga masyamk.ut m.l "
belum mengetahui dan memahaminya, hal ini thebuh:'1
belum  tersosialisasi secara baik dan menyelurh pad

[qtas umat
i ingat keberada: ayoritas u
lapisan masyarakat, mengingat keberadaan m Y

Islam.

Undang-undang Rl Nomor 21 Tahun , "
Perbankan Syariah sudah seharusnya memperhatikan talé
pengelolaan antarg perbankan d
produk dan akad yang il

. , n\rt;_’ﬂ”
berbeda perbankan syariah dengan perbankan ko

an
i ; : ats cdangka!
sional, yang hanya bersifat komersial semata, sedang
perbankan syariah

merupakan
diimplemcnlasﬂcan dal

lam bank Syariah
karen

2008 tentand

a4 nroduk-
an nasabah serta prod

—
aksanakan. Karena sang

ajaran  syariah Y41
am dunia bisnis dan lcomcl'sil', D‘Ill
aspek legalitas akad sungat diperhatikath
& merupakan pykyp dal
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tahun
., DSN-
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_ ang’
rldzmg,— undang, sehingga Und
undang terseps dapat dj]

yang dikeluarkap Oleh D
MuUI tentang Produk day
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ansakst
am melakukan tran

['['lku
ya akad-akad yang berlé

2008
Nomor 21

a
. . q fatwi
that secara utuh, Semua )
. (DS
¢wan Syariah Nasional (1 ol
- ol hé
Sistem perbankan syarial,
Craluran Bank Indonesia.
C AkadPerbankan Syariah

Akad yang dibey

1 crbatt”
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Defenisi menckankan pada perbuatan yang dilakukan Hnmrﬂi-dl:;
orang atau lebih. Bila ditinjau lebih lanjut, memang “k_ad’ at\img
perbuatan yang disepakati dalam rangka menernskan iu‘-;uau ,",uu
akan dicapai. Misalnya kesepakatan fentang  pembelian St

. . . alakukan
barang, maka antara di pembeli dan si penjual mel
kesepatan untuk terjadinya transaksi.

Dalam konteks hukum Islam, akad adalah ikatan, kL’PUf“Si:;;
atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau h*an:»f‘ b
dapat diartikan schagai komitmen yang ferbingkai dengan ml,ﬁtlu
nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti SeSL[,J
yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yan2
muncul dari satu pihak, seperti w

yang muncul dari dyg
gadai.'”

pun
akaf, talak, dan sumpah, mat }dm
. .. : il i
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalal

L - . i / 'le;lll
Pada defenisi inj membatasai balwa akad yang dilak
memiliki dasar, yaity nilai-nilaj g

pada
aspek muamalah sec

' aan akad
yariah dan pelaksanaan aka
ara umum,

v 173
A dengan Prinsip Syariah.

. jan!
pengertian tersebyt aq a hak dan kewajiban yang tertuang da

any
kesepakatan tertulis,

1M Pusat pey

. gkajian [
Kompilas Hukuy !
15,
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5 P -‘Hi\h\
S ukurp slam pgy Masyarakat Madani (PP} 09, I
Siam Ekopopy; Syariaf, edidi revisi, Jakarta: Kencanas :
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173 Ihid, 1, 4,
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(O
W D o ama R, AFG
Thoha ) [:Lpdl temen Agama R

. saling
g ra sadar dan
atau termlis tentang sesuatu dilakukan secara S

elakukan
’ an yang
berlmbum;m atan bersesuaian antara ucap

berdasarkan
. - kedua dengml
akad baik pihak pertama maupun pihak keduz

- sebagal
ik ung unsur
nsi ‘ eneertian akad ini mengandung
Prmsip syariah. Fengerti:
beriky:

ik tertulis
™ catan) baik fer
4. Adanya ikatan atau perjanjian (kesepaka
o Aadanyg atz ale -

Maupun perkataan

rang ditr
. arane atau sesuatli yang .
b, Adanya objek (barang atau ang melakukan akad

ataupun beberapa

ansaksikan)

i pihak
Adanya kesesuaian antara pih: i
: aik dua oré
d. Adanya Subyek (Pelaku), b‘nkkk T
orang (pihak pertama dan piha
Adanya tujuan. .
i ¥ s e evarial)
Adanya Ratasan (nilai-nilai syart

2. Landasan Nash

S, Al
Landasan akad terdapat pada & .,

,gi::
g of il __'\]|L6J“',
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perimant penuhilah

-Maidal/5:1:
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= atn:

jalan yang batil (ti
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaky
1 atas da
sar suka sama suka di antara ka
antara kamul.

Dan ja
nzanlah ka
n
W membunuh dirimu: S I
; Sesungguh,

Allah ad:
adalah Maha Penyayang kepad
Ayat-ayat di .
atas memberik
]Sjerakad ool el k;ll\zn pemahaman, prinsip utama
. o n
enap orang bebas melakukan akadan —————

Akad : _
ad yang fidak sah adalah akaq dengan syarat ada itikad baik-

buruk, vaity: .
) ;i::tu. yang dllakllkan dengﬂl’l ltl]\ad
.. » Yyar .
. izﬂg diajak berakad. 8 lnélmnbulka11 ketidakyelaan pihak
. anya pe“ipuan
s ya
Relalaian; yang mengakibatkan kerugian pihak laith
an pihak 1aith

Penyimpan

zan dari svar:

‘ ar

membeli ikan dj koira 1at yang sudah ditetapkan misalny?
m ) apkan, oS¢

menyembunyikan kepys ]:\ menjual barang dengan sengdfd
a i

3, Syarat dall nny .
Rllklm Akad
Pa inti y
(ia llltlﬂya ada. 8 rllkun akﬂd
' 3 aitﬂ:

175 [bid, h. 107-108
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a. Pelaku akad (APAgidain)

Syaratiy: T — :
yaratnya adalah orang yang mampu (nukallaf). Ada dua

bentulk A/ 44i
e ARl A .
k Al'Aqidain, yaitu manusia dan badan hukun.

®  Manusia
yang sudah dapat dibebani
Hukum Islam bahwa orang

j. - ro i
L Dalam ketentuan Islam, manusia
1wk : ' |
um disebut nuikallaf, Ensikloped
mukallat adalah:

Orang yang telah dianggap mampu pertindak huku,

baik yang berhubungan der
lya. Seluruh tind

1gan perintah Allah  swt.

maupun dengan larangan-i akan hukum

mukallat’ harus dipertanggunginwabkan. Apabila  ia
Allall swt. maka ia mendapat

a terpenulii, sedangkan
aka ia men-

me Ay :
nengerjakan perintah

imbalan pahala dan kewajibaniy
apabila ia mengerjakan Jarangan Allah swt. 11 ;
dapat risiko dosa dan kewajibannyad pelum terpenuhi.' 3

uggungjawabau

Aspek yang terpenting ukallat adalah perta
terkadang tidak disadari oleh

atas per

" perbuatannya, inilah yans

]r“ L LA ] 1. [k % .
anusia, pahwa ada dua Sl atas segala yang dilakukan, yaita

n g
endapat jimpalan (dosa atad pahala) dan terpenulil kewajiban.
ai kepada terpenuhi

| hanya tercaP
pmya itu mendapat

anjian ada dua

Terl—.
kadang pertanggungiawabdt
akah perbuats

imbalan dan

1(@ .
Waii .,
ajiban tanpa melihat sisi ap

uilq’

i dapi ,

si Al dari Allah. Karena itu, dala
S1

i melakukan pet]
ipisalik aitu
Mata  rantai yans tidak dipisahkath yait

k ;.
CWajiban,

e Y T £ e _

akarta: Iehtiar
"5 Abdul Azis Dahlat d }Jr-"u;x’:ﬁ ! ]:d:run’]md 5, (Jakartd: X 1
Azis Dahlan, €d- sikd

Eu.u e
van Hoeve, 1996), h. 1219
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Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi
atas tiga bentuk:'”’

1) Marusia yang tidak dapat melakukan akad apa pun, misalnya

karena cacat Jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum
mumayiz.

Manusia yang dapat melakukan akas tertentu, misalnya anak

yang sudah mumayyiz, tetapi belum mencapai balig. Akad-

akad tertentu ini adalah suaty akad atau kegiatan muamalah

dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah.
Sedangkan, akad atay kegiatan muamalah

yang mungkin
merugikan atay mengurangi haknya adalah ti

dak sah, sepertt
memberi hibah atay berwasiat, kecuyali mendapat izin atat

pengesahaan dari walinya,

3) Manusia yang dapat melakulan seluruh akad, yaitu untuk

yang telah memen i Syarat-syavat mukallaf

adalah sebagai berikut:
? A.q il, yaitu orang yang harus beyajeq| sehat. Dalam Hadis
Riwayat al-Bukhari, Aby Dawy
Majah, dan Ad-Daruqutni day

Ali bin Abj
“Diangkatkan
orang tidur sa

d, At-Tirmizi, An-Nasa’i, ot
L Aisyah binti Abu Bakar, da!
Thalib, Napj Muhammad saw, bersabdd:
pembebanan hukum dayj tiga (jenis Orang)
Mmpai iq bangun, an
orang gila sampai iz sembuh”,

2) Tamyiz, yaitu oran
buruk, < Jang dapat membedakan baik 44"

1 i . an
ak kecil sampai ia balig, 43"

"7 Lihat dalam GhufranMas’adi Op.cit. h 82
] .Clt, h. 82,
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3) Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan QS.An-
Nisa'/4:29, dikemukakan bahwa suatu akad harus dilaksana-

H e a 11 178
kan secara suka sama suka di antara para pihak.!?

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, pada usia balig ini
orang sudah dapat dibebani hukum faklif atau Sllldah dapat
bertindak hukum kavena, ia sudah berakal dan memiliki kecapakan
bertindak hukum secara sempurna.'™ Oleh karena itu-, pada t-?]-
aqidain, ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, ij;t:
ahliyal  (kecakapan), wilayal (kewenangan), dan wakak

(berwakilan).1s0 '
il sseorane memiliki
1) Ahlivah (Kecakapan), yaitu lkecakapail S€se 3
: . 2 a1l ya
hak dan dikenai kewajiban atasny can:
' PR a imacant:
kan tasharruf. Ahliyahterbagi atas qUpIEE

b adalah kecakapan untuk memiliki suatu
s pa
- tau kelayakan

Artinya kepantasan 2 .
atu kemestian yang

dan kecakapan melaku-

a)  Ahliyah wuj

hak kebendaan.
untuk juenetapkan St Fakers
seperti panias menetapkan harg

ang telah merusak

seseorang,
harus menjadi hakiya,

' ; ot
yang harus diganti oleh 0;21 gy i
angny eneta 1arga. Bagian i emiliki
barangnya atau 1t ! it .
\sur, yaiftt unsur jabi yakni kepal asan untul

dua unsur, : k

o umum  disyavatkan

as, hal yan3 pdl“s%q}orzmg. e

" Selain ketiga syarat tersen’ an kedewnsaatt SCSCOES
E i kehige - pgai ulkuran KedeWES T e pada peren
dftLrllII c;nusziﬂ'ft adalah ]bfﬂ'l‘% (:lg {élah bcrmillllllllplt(fhf:'iifrgsm vy A }'}_!Jt}ihluf;

at dilihat pada laki-lala yans erth it pad et wil
Yang tal, ; an balig jugd daF: - palwa [hnu Umat i dnzu i
'ﬂhi‘te!‘m i I’k‘U"U‘l lbhd’li%ilef“'i Tt U8 betans Uhud) kCtlkA" usl}:l?ff:-ﬂus
il o al ini berdasarkar ‘k ikut berperatia P e tuk berperang ¢
'4111' Muhammad saw. untulpui s dm}’ o

W, Ketika usianya mencapdt 19 507 o) i . 83.
Iimd“q],iihal dalm?l Abdul AZLs Dahlan, Op-ci |

IZO‘ Iid, h. 1226. gt Op.(‘ff.,h- 42-86.
Lihat dalamn Ghufran Mas:

put di at
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2) Wilayah

mengambil haknya; dan unsur salabi, yakni kepantasan
untuk melaksanakan kewa-jibannya.

b) Ahliyah ada’ adalah kecakapan memiliki tasharrut dan
dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak
All.ah SWT. atau hak manusia. Ahliyah ada’ terbagi dua,
yatu: (a). Ahliyali ada’ alnagishah, yaitu kecakapan

bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada

mu i il ;
umayyiz. dan berakal sehat. Ia dapat ber- tasharrut

t]:apf tidak cakap melakukan akad. (b) Ahliyah ada’ al

‘ zcziulah, yaitu kecakapan bertindak sempurna yang
5 g

apat pada akil balig dan berakal schat. Ta dapat ber-

tasharruf dan cakap melakukan akad.

(kewenangan), yaitu

pemiliknya p
menu ‘y dapat ber-tasharyy f dan melakukan akad da"
naikan segala akipat hukum vy

kekuasaan hukum yand

sesorang untuk ang ditimbulkan. Syzu‘zlf
yang cakap b mendapatkan wilayah akad adalah orans
P ber-tasharyy,f secara sempurna. S edangkatl

orang yang | 1
& kecakapan b‘erﬁndaknya tidak sempurna tidak

.l] . .[ I ] . | I l ] Sel‘ldlrl & “.pl'l
lairl U k i § q |

a)  Niyabaj ashliyap
?
kecakapan Sempur

untuk kepenﬁngan
b)  Niyabap al-

yaity seseorang  yang 111(31111}7“”)(2u
1 1111
4 dan melakukan tindakan fukunt
dlrlnya sendiri,

hakim). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali
dalam mendapatkan wilayah ini sebagai berikut:
(1) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam me-

lakukan tasharruf.
(2) Memiliki agama yang sama (Islam)

mianla alaihi (vang diwakil).

(3) Mempunyai sifat adil, vaitu istiqomah dalam men-
akhlak mulia.

jalankan ajaran agama dan ber.
ai sifat amanah, dapat dipercaya.
rang ada dalam per-

antara wali dan

(4) Mempuny
(5) Menjaga kepentingan orang }

waliannya.

i < ihal
8 Wakalah (perwakilan), yaitu pengalihan Lewenangan peti
\ dari seseorang kepada orang

kan fertenfu dalam hidupnya.
| nuwakil (yang diwakili) harus
urna dan

harta dan perbuatan tertentt
lain untuk mengambil finda
Dalam akalah ini, wakil da i
. ; arruf yang Set
me . seakan: per-fasharrul .
miliki  kecakapan a jiab dan Kabul.

) L 1 beru
dilaksanakan dalam bentuk e P an akad tersebut.

j iek dan tujua
Dengan demikian, harus jelas objek dan W) b
ak unfuk mendapatkan upatt

Biasanya, wakil memiliki h

Badan Hukum
aﬂggap dAPat

ang dj
dani nak-hak,

mempunyal
rhadap orang

. a
Badan hukum merupakan b

Crtindak . dan yand
ale il fum .

Svariyy. : ST X
kewenangay, Yyah atau wifgyan nivabiyal, yate “Vajiban-kewajiban, dan el adan hukum clisebut Jug#
pihak [ain o kekuasaan yang diberikan fepad? N atay padan lain.is Dalan 2% da QS An-Nisa'/4:1%:

ay ' il
me]almka“yt;? Mempunya; kecakapan sempuriad untuk thgay al-Svirkah, seperti yang tf:manhllm PW bel,sabda:

sharr, ' g
ini dapat d-:{:”fatas Hama orang lain KeWenz{ﬂéE'frl n Qs Shad/38:24 dan hadis Rasu]u]lﬂ\s

1 ‘4 ct. 8
menentukay g E}t?(an bada iknhtiyariyah (luenﬂl] - . dikoro Asas-a53s k. Ferds
ndiri), atay bada jibariyah (keputusf‘“ (Bandl Lihat dalam R. Wigjono I‘lﬂf!%% ,
ybariya Ung: Sy Bw1d1|113,1981)’h' .
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Artinya: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang
yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya
tidak berkhianat terhadap lainnya, Ap
berkhianat terhadap lainny
keduanya.

abila seseorang
a maka Aku keluar dari

TM. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat ada perbedaan antard

manusia dan badan hukum, yaity-183

1

2)

3)
4)

5)

6)

Hak-hak badan hukum berbed
dimiliki manusia, seperti hak pe
lain-lain,

nk vang
a dengan hak-hak yane

ca dan
rkeluarga, hak pusaka da

Badan hukum tidak hila

: gl
g dengan meninggalnya pend
rus badan hukyum,

qbila
Badan hukum akan hilang apabil
Syarat-syaratnya tidak terpenuhj lagi,

Badan hukum diperlukan a

anya pengakuan hukum.
Ruang gerak badan

11111

hukum dalam bertindak hukl“i
‘hafas

N-ketentuan hukum dan dibata

1
Yang dapat dilakykan badan huki!
adalah tetap, tida)c berkembang.

Badan hukym tidak da

i
Pat dijatuhi hyukyman pidana, tetd?
hanya dapat dijatuhj 1

ukuman perdaty.

: i allul ‘Agd
Aqd.  Syarat-svarat yang harus dipenuhi Mah

b. Mahallul ‘“Aqd (Objek Perikatan)

sebagai berikut:

1)

o

4)

18

i g i sungkan.

Objek perikatan felah ada ketika akad d11a}1\1gtlhquqd

e i -an telah ada ketika ake

jek sue erikatan disyaratkan :
. 11 ini disebabkan, bahwa hukum dan
Hal m f g

ada sesuatu y

akibat akad tidak mungkin perganfung p

-ad-akad ter-
ian pada akad-a
belum ada. Tetapi ada penge(:.uahan quﬂh yang objeknya
o 3 1SYi - M
: . 4. dan 1 h
tentu, seperti salam, istishna, an datang. Fenge

) ak
i masa yang i
diperkirakan akan ada di nc; tihsan untuk memenulhi
i
. o8 R ‘kan pada ¢
cualian ini didasar . iamalat.
< Aan mit
kebutuhan hidupnya dalam kegiat

oleh syariah.

dilangsungkan.

Artinya objek

Objek perikatan dibenarkan yang dihalal-

iasa-jasa
atan jasa-)
perikatan adalah benda-benda ‘1\ (i
i flan \Sa (51 .
kan oleh syariah untuk ditraz

ikenali. WP
as dan d & seperti fungsi, ben
?

i -ad harus
Objek akad

i el
Objek akad harus je "

‘ ' ara pl
diketahui dengan jelas oleh p

tuk, dan keadaannya. ang tidak dapat

shenarkan

. }\ yang ﬁdak dlbena}i .

0}_1]8 X . laut Obje' mi

ikan di laut

purung di udara, i wyata (untuk benda

! 1 bur At g

Syara’, SCPEI‘U. ) ]lterilﬂakan secar anfaatnya (untuk

harys dapat dlself‘cL qt dirasakan n
berwujud) atau dap?

berupa jasa).1s+

. tan. Objek Y
Objek dapat diserahterimakan

: —_ alah
diserahterimakan ad

. 1, 86-89.
o3 Op.City 16
* Lihat dalam Ghufran Masads Op et
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5) Dalam berakad harus jelas nama akad yang dilaksanakan,
misalnya akad jual beli, sewa menyewa, hibah, wasiat, per-
kawinan, perburuhan, dan berbagai macam akad perban-
kan.

6) Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan
syariat Islam, misalnya membeli senjata untuk digunakan

membunuh.

7) Barang yang diakadkan boleh fidak terlihat, tetapi citi-
cirinya harus jelas dan para pihak sudah mengetalmi
sebelumnya, misalnya jual beli pesanan,!ss

¢. Maudhu’ul ‘Aqd (Tujuan Perikatan)

Maudhu'ul - Aqd adalah tujuan dari perikatan  yanz
dilakukan oleh para pihak. Azhar Basyir berpendapat, syzu‘at-syarﬂt
yang harus dipenuhi agar suatu akad dipandang sah dan
mempunyai akibat hukum, yaity sebagai berikut:186

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada

atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang
diadakan.

o
~—

Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirny?
pelaksanaaan akad.

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara’
4) Sighat al-‘Agd |

185 Ll} a dd]dl“ Mullal‘llll li
ldd a‘\S![) jvl a ) j‘ 1(11‘ |
( ’ : \ ’ . 5 bl 1}1dmllldd l\}\oh‘d' } b ‘( -
B :"]d!u S ( F ugtfd\d l;etlil, -.01 1, h. SC .

1" Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, Op.cit_. 99 10
= N.93-100.
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Sighat al-*Agd adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang
melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini
yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hulum. 87

1) Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam per-
nyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang
dikehendaki.

2)  Tawaqut, yaitu adanya kesesuian antara fjab dan kabul.

3) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menutjuk-

kan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan

tidak terpaksa.

Sighat al-‘Aqd adalah sesuatu yang disandarkan dari dua

Plhak yang berakad yang menunjt '
tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan‘lisau, tulisan,
Unsur-unsur dimaksud disebut dengan
au metode dalam berijab

kkan isi hati keduanya

Perbuatan, dan isyarat.
ljab dan kalbul.!ss Teknik Pengucapatt at

i ai berikut:
dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai be

i isan atau kata-
1) Akad dengan lafaz (ucapan), yaitu dengan .hsan 1' :
i oleh kedua pelah pihak. Kata-kata

kata yang dipaham |
i alat komunikasi yang diperguna-

yang dimaksud sebaga!
kan pada umumnya.
2) Isi Lafaz, yaitu kalimat yan

menyebutkan

3 diucapkai dapat
dak menye-

«ad atau ti
barang yang dimaksudkan dalam aka

bthkannya. lebih panyak tanpa kata-

: an adalah
) Akad dengan perbuatan ada harga

X eluruh
al beli di swalayat, Jarena s

kata, misalnya ju

o qriah”, dalam

—  qqukm Perjungian Syarial’s CHE

187 1: Al [}szul, . padrulzamart ctal, cet. 1,
lihat dalam Faturralin s Bad

3 . .'.‘nl Dillu
Dilasi Hylqun Ferikatan Ol M;"#; .
ml[d“":*’ai Citra Aditya Bakti, 2001) hi\/’hldklz.umnad Kholid,

" Lihat dafam Muhammad AS' :

op.cit., b 75.
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parang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad
dengan perbuatan.

4) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang
tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.

5) Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan
adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti lcuat
dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan dalam hukuin
Islam perikatan yang berkaitan dengan utang piutang
diperintahkan untuk dituliskan secara tertulis dan ada
yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa, perikatan
yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Dari urai : . ‘

Ay traian di atas, dapat dipahami bahwa sighat al-‘aqd
us , _

inyatakan secara jelas sesuai kondisi dan keadaan pard

ihak i . .
pihak, sehingga metode yang dipakai disesuaikan den gan keadaan
dan tempat.

D. Bentuk-bentuk Akad Bank Syariah

Ber N . .
al erbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat
ibagi 6 (enam) kelompok pola, yaitu:

1. AkadWadi’ah

Akad wadi* :
i ah adalah Akad benitipan barang atau uang
pthak yang mempunyai barang at ak
yang diberi kepercayaan
keselamatan, keamanan

au uang antara pih
d - .
engan tujuan untuk menjad?
S ~

erta keutuhan barang atau uans

mum Syariah, Unit Usaha Syariah clan

Bank Fembiayaan Rﬂkya 15aK
o t Syari iberey |
o, : ‘ yariah chp g makan pada trau ﬂ] ;

Akad wadiah pada Bank U
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro berdasarkan:15?

4. TFirman Allah Q8. Al-Nisa/4:29:
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Wahai orang-orang yans periman,

Terjemahannya:
akan harta sesamanu dengan

janganlah kamu saling memn .
dengan jalan perniagaan yang
antara kamu. Dan
a Allah

jalan yang batil, kecuali
berlaku dengan suka sama-suka di
janganlah kamu membunuh dirnmt. Sesungguhny

= P l.l Q0
adalah Maha Penyayalg kepadamt

Q8. Al-Baqarah/ 2:283:
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any Perbankan, Fatwd &2
un Press, 2007, h. 75.
190 Departemen AZUMA

RL, op-cit, f. 107-108.
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Terjemah
annya: Ji <
Jika kamu dalam perjalanan (d
: dan

bermu'amalah tidak sec
ara tunai)
sedang kam idak
u tidak

memperoleh b 2
Seoran i
P & penulis, Maka hendaklah ada
< dds arzlnn

ta
nggungan yang dipegang (oleh

e Ta PR
fetapt jika sebagian kamu mem} ng berpiutang). Akan

lain, Maka hendaklal yang dip: Sl
rca

imanatnya (hutangnya) g
e n
pada Allah Tuhannya; dap i
menyembunyikan -

yal itu menunaikan
hendaklah i

aklah ia bertakwa
Zanlah kay i
' nu (para saks
i para saksi)

me : D ¥ i
“yembun)hkannya, Maka § an barangsiapa yang
" 3

0
Fang yang berdosa hatinya: ej;ﬂggu[mya ia adalah
] n All

apa ‘
pa yang kamy Kerjakan, 191 ah Maha mengetahui

Q8. Al-Ma’idah/5:1.9.
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penu-

hilah agad-agad ifu dihalalkan bagimu binatang ternak,

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian
alkan berburu ketika kamu
enefap-

kecuali yang
itn) dengan tidak menghal
akan haji. Sesungguhnya Allah m
ang dikehendaki-Nya. Hai
kamu melanggar
r kehormatan

sedang menget]

kan hukum-hukum menurut y
orang-orang vang beriman, janganlah
syiar-syiar Allah, dan jangan melangga
bulan-bulan haram, jangan (mengganggL) binatang-
binatang had-ya, dan pinatang-binatang qalaa-id, dan
anggul orang-orans yang mengun-

jangan (pula) mengg
a mencari kurnia dan

jungi Baitullah sedang merek
keredhaan dari Tuhannya apabila kamu Telah menyelesal-

kan ibadah haji, Maka bolehlah berburt. Dan janganlah

sekali-kali kebencian(m) kepada sesuaft kaum Karena
mereka menghalang-lmlangi kamu dari Masjidilharan,

mendorongmu  berbuat aniaya (kepada mereka). dan
u dalam (111enge1jakau) kebaji-
tolong-menolong dalam

Dan bertakwa]ah kamut

nat berat siksa-

tolong-menolonglah kam
kan dan takwa, dan jangan
berbuat dosa dan pelangzarat
kepada Allah, Gesungguhnyd Allah a1
Nya.192

S

92 Ihid,, 1. 141-142.
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Ayat-ayat di atas memberikan landasan yang jelas apabila
dalam melakukan perjanjian atau melakukan trans'aksi tentang
permasalahan harta, seperti penitipan barang, atau dipercayakan
dalam hufang piutang, ataupun dalam fransaksi apapun, maka
hérus dilakukan dengan jalan yang baik, tidak batil, scrn; harus
dilakukan secara transparan. FPertanggunganjawaban dalam
melakllkalll fransaksi dengan cara yang halal adalah tujnan dalam
:I:Se“;‘m d;:rjanjian atau transaksi yang dilakukan. .Pemenullﬂ“
unsuiuigsub ;:]I;:li]in I;adﬂ d_QS' Al-Ma'idah/5:1 adalah meliputi
yang diakadkan, sam ay 1113 ilakukan, dari mulai bentuk barans
e kuahtas,dan f 1 kepada kesepakatan harga barang yand

eadaan barang tersebut.

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

l:’:a:'i f" e ;r o e 2 o

Aol dlae YU asd i3 l:’j Lo s -
- ;‘ o A9 A . g

3 ) R S b e P J“Lf"jl‘ ol

¥y 8 35V o g el G oo
e-;e JL‘Q djrs ﬁ Jt@ ‘a:j::’ - s : ’ - 8 7
T P o) AST Ol (g A

.1. ’_l-;-f», o T 5 T &" ” : ey TR
b ol e Ry _g!\i;f»

. 2 gh

Artinya: Abbas i T 5
harga  sebagai 131 Abdul Muthalib jika menyerahkan
" i lld&l"abfih, ia mensyaratk kepada
inya agar tidak @an  kepacdi
menuruni Iernbgah Shdal\. mengarungi lautan dan tidak
persyaratan ity dll:rta tidak membel; hewan ternak. Jika
i aK. | C
N83Ar, 12 (mudarib) harus menang-

gung resikonya. Keti
ya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas

19 Lihat dalam Aby i
1-Qasim Sula;
Pyl s a 4sm Sulaimay '
al-Tabrani. Qahirah: Dap a1. aramain ﬂ;];;\;l;{n?d}ﬂl~'ﬂmb1-alli, HI'M”*?}{IH H{t
» 1415 H), h. 231, Selanjutnya di%¢
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it didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR.
Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis ini memberikan isyarat bagi pengelola atau yang
dititipkan barang/harta baik yang dititipkan secara murni atau
dititipkan untuk dikelola atau didayagunakan memiliki tanggung-
Jawab penuh. Kepercayaan yang diberikan si pemilik harta/
afau dititipkan adalah suatu
tanggungjawab yang menjadi suatu modal bagi si pengelola untuk

menunjukkan bahwa divinya mampt untuk diberikan amanah.

Kepercayaan bagi yang dititipkan adalah modal utama bagi
ang diberikan atau dititip-

pendayagunaan harta/barang/ modal y
kan. Konsep inilah yang harus ditumbuhkembangkan dalam

produktivitas ekonori masyarakat atau ekonomi syariah, sehingga

tjuan al-Falah (kesejahteraan),

barang/modal kepada di pengelola

dan kemandirian tercipta.

Hadis Nabi riwayat Ibnit Majah:
- A E L sz
5 s, ) ‘e ,: ’5’,, - 0y~ b -, s @ o
e ~.:)LU :Jb [,._Lﬂj f\j,\_, f.:.lﬁ il Lﬁi‘; gi-)" )

sz -’ P )

4 ¢ £ i £ Jzz:.lu/ . £ Ry,
):}:3'-“.: }3\ 393'.;'-\} MJLAA.“JA Lf\:.—‘ ujl’ C_._.“m{}:h
- o Y el
;- - o oea

tiga hal yang mengandung
tunai, mugaradal (Muda-
t unfuk

Artinya: Nabi persabda: Ada

berkah: jual beli tidak secat? .
rabah), dan mencnpur Sandum dengan .J.ewawuHK g
keperluan sumah fangga; bukan untuk dijual. (

Majah dari Shuhaib).
- vazid al-Qazwini, Sunal Ibn Majah,
194 | jhat Abu ‘Abdillah 1\«iuhanm1ad ibn Y 2213 élllqc%ﬁ\xl};ﬁ, ot
Juz. 11 Beirnt: Dar al-tikr, 1), h. 768- Selanjutiyd L
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Hadis ini menunjukkan bahwa sifat kejujuran dan tolong
menolong dalam masyarakat adalah sesuatu yang mengandung
berkah. Dalam melakukan transaksi atau jual bel; dianjurkan untuk
memudahkan si pembeli dan melapangkan si pembeli, dan
diupayakan juga dalam melakukan perdagangan benda apapun,
jenis apapun maka diupayakan memberi yang terbaik. Hadis ini
juga mengatakan orang yang memberikan modal/harta/uang bagi
orang lain akan mendapat keberkahan.

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari ‘Amr ibn Auf:
7

S 2] s 8 A4 e T e o %z il
W o B33 V) el s I ALl Ui

z

a ¢

195 Sl g
A Lal e J"I'
Arfinya: Perdamaian dapat dilakukan dj anfara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin
terkait dengan syarat-syar.

at mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atay

haram.

"\_I_;.’;’ s %a ;l,-g a &P ,la,,gl, PR |
g ¢J>b1L@3}i_¢§4MAJ\Uﬁ \.:»-CL—’J

menghalalkan yang

Hfudjs ini. memberikan isyarat, bahwa dalam melakukat!
fransaksi apapun tidak diperbolehkan mencampuradukan antar?
vang halal dan yang haram. p

: , alam konteks akad wadi ah, mak
tidak diperkenankan menitipkan barang/modal /uang yang haraitl

195 L at o : 5
Tuz. 1 (Béli]rﬂ:lt:‘%;‘rg?. ‘g};d :}ﬁa"mn ibn al-Asyas al-Sijistani, Srnan Abit Dﬂ“’f‘d’
]  Hho, b 527, Se]fmjl“nya disebut 1,\]311 Dawnd. Abut 152

Muhammad ibn Isa al-Timiy o . e > al-
Turas al-‘Arabi, tth), 634.‘1’8 Sunan al-Tirmiz, Jug, 111 (Beirut: Dar Ihya 2

Juz. 1L . 788, clanutnya diseny al-Tirmizi, Tbn Majah, opcits
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atau yang mmfasyabihat. Penitipan barang/modal/uang harus
diketahui secara jelas dan nyata bahwa barang/harta/uang itu
adalah si pemilik yang sah dan dari hasil yang baik. Jika diketahui
bahwa barang/modal/uang yang akan dititipkan adalah dari hasil
judi atau curian maka harus ditolak untuk dititipkan. Di sisi lain,
hadis ini memberikan isyarat bahwa dalam melakukan penyele-

7] . .
saian permasalahan harus dilakukan melalui petunjuk syav’.

C. [jma
Ulama sepakat tentang pembolehan akad wadiah ini
= * ' i S11vVer: { da
berdasarkan kesepkatan sejunlah sahabat menyerahkan (kepa

imudaril) harta anak sebagai Mudarabah dan tak e

oran -
. a. Karenanya hal itu dipandang

seorang pun mengingkari merek
sebagai ijma.!%
d. Qivas
abah, yakni penyerahan sejumlah harta
qpan, ye 3

- i al- kepada pihak
(dana, modal) dari satu pihak (alik, sahib al mza])i ] t}:ﬂ\an)li‘ £

) T {iprodultitk '

lain (wayil mudari) untuk Chpelmdgal\éu ; p[—atah digiyaskan
keunty ngan dibag di antara mereka sesuai kesepalatarn,

. af 197
kepada transaksi musagah.

Transaksi Mudat

€. Kaidah Fikih . s 4 B
R TP E Ui N oy
m("u';‘:‘“ \j_p J.:_, = G

' et. T
<o Adilatulu Juz, TV (Cet 15
|-Zuhaily Al-Figh al-Iskan! wa Ad

e Lihat Wahbah al-Zunaity, s,
nei]m‘ Pl Ll HABS M"J’ cit, 76, «rta; Kencana Prenada

97 Lt Abdul Ghafur Aushovh P50 b iy Jakarta:

"7 Lihat Abdul Ghafur Ann ]\:-u}i-ffz-lx:‘lftiﬂf

Iug i o ‘f\.D!{],le !
R Lihat dalan AL

edig Group, 2006, 1.180.
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Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f. Pendapat Ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam
usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang

yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan

dalam memproduktifkannya. Qlel karena itu, diperlukan adanya
kerjasama di antara kedua pihak tersebyt,199

. Pendapat ; : i
& pat peserta pleno Dewan Syar’ah Nasional pada hari

sath-l, tanggal 26 Dzulhijjah 14201, 1 April 2000. Dewatl
Syari’ah Nasional menetapkan fatwa
(dua) jenis;200

1) Giro yang tidak dibenarkan sec
berdasarkan perhitungay bung

tentang giro. Giro ada 2

ara syari’ah, yiatu giro yand
N a.
2) Gir '
0 yang dibenarkan secara syari’ah
b ]

berdasarkan prinsip Mudarabgaj, dan Wa
Ketentuan Unmum Gj
110 berdasy L e
1) Bersifat titipay, rkan Wadih adalah:2°"
o o L

3; 'rIf:z:an bisa diampj| kapan saja (on caf)
idak adg | |

bentuk pemzb.“‘a“ yang disyaratkan, kecuali dal®™

rian (4 i

U Wi 1 (Qihayy) Yang bersifat sukarel? i

yaitu giro yand
di‘ah.

Fatwa Deway S

Yari’ah Naci
Nomor: 02/DSN- MUUIV/ZQOB taswnal
tnta

1g Tabungan;zoz
199 L“li‘ll da]iim.

. sid
Majelis Ulama [ndon®
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a. Firman Allah QS. Al-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah /2:283,
QS. Al-Ma’idah/5;1-2.208

b. Hadis nabi riwayat al-Thabrany:
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Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan
harga sebagai Mudarabal, ia mensyaratkan kepada

mudaribnya agar tidak mengarungl lautan dan udaJ\
1 tidak membeli hewan ternak. Jika

ia (mudarib) harus menang-
ang ditetapkan Abbas

menuruni lembah, sext
persyaratan itu dilanggar,
gung resikonya. Ketika persyaratan y M (R
itu didengar Rasulullah, peliau membenarkannya.

Thabrani dari Tbnu Abbas).
Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: PR
P & iy P e W "'! \J‘
3. L2 g A wo e 7 e |ll 4...1.9 A.\'l'l J‘J
55700 4 ol 1J6 (Lo £ % Tt

& o
o w8 o B2 \ ;::.!'l
’ . o R LR i 44| cJ’-“ L;L &=

Y e shy Ry SREH RO

205
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b

« o8 Al-Malidah/5;1-2,
200 Ibf(f J, Qb, Al-N

205 Q8. Al-Nisa'/4:29 dan Q
1840 ayat dapat dilihat pada P%;'“b
“91 Lihat Al-Thabrani, Loc.clt 1L 768
B e IS b e . 2. 10, 1. 10
298 Lihat Abu Dawud, op-cit, ] I

S. Al-Bagarall /2:28

h ahasan schelumnya
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C.

orang, mudarib) harta apak sebagai

Seorang pun mengingkar; merek
sebagai {jma.207

“0% Lihat Abu Dawud
Ibn Majah, op.cit,, Juz, 11 i\ 7
207 Lihat \Vﬂl{BAh it

Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Muda-
rabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu
Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Aut:

@
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Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum

muslimi : N ;
uslnnmJ kecuali perdamaian yang 11lel1gl1at'amkan yang

halal a _
fau menghalalkan yang haram, dan kaun muslimin

terkait dengan Syarat-syarat mereka kecuali syarat yans
mengharamkan yang halal atay

enghalall ar
haram. ghalalkan yang

[jima

Diriwayatkzm,

op.cit, . ,
P, Juz. 10, . 327, al-Tirmizy, op.cit,, Juz. 11T, -

aILZuhaiy, ap.cit, h, 838,
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sejumlah  sehabgat menyerahkan (kepada

Mudarabah dan tak ada

d. Qiyas

Transaksi Mudarabah, yakni penyerahan sejumlah harta
(dana. modal) dari satu pihak (malik, sahib al-mal kepada pihak
lain (amil, mudarih) iniuk diperniagakan (diproduktifkan) dan
keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan

kepada transaksi nnisagah.>

€. Kaidah fikih

A 2 -, i . ST 1
we s g B el il

-

]
' ¢ mu'amalah boleh
Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

i" Iendapat Lﬂama
X ak oran

- itu tidak sedikit pula
dalam usaha memproduktifkannya, semente‘na itu fi g
Orang yang tidak memiliki harfa namun ia TMEMpUny
e - I
puan dalam memproduktitkannya. Ole .
1 kedua pihak tersebut.*

| karena itu, diperlikan

adanya kerjasama di antar .
n Syariah Nasional pada hari
\ 1 Syari'ah

n ada 2

Dewa
420H/ 1 April 2000. Dewat

Tabungan. Tabunga

Pendapat peserta plenc
sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1
Nasional menetapkan fatwa tentang

(dua) jenis:211

. op.cit, . 78
205 Lihat dalam Abeul Ghaft Anshort, OP-Llhs
207 Lihat A. Djazuli, oc.ctt & Joc.ct
210 Lihat dala;’u Abdul Ghafur Anshorl,
1 bid,
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1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu
tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2) Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan
yang berdasarkan prinsip Mudarabah dan Wadi‘ah.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah adalah:>!*

e Bersifat simpanan

° Simpanan bisa diambil kapan saja (on cal) atau ber-
dasarkan kesepakatan.

° Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam

bentuk pemberian (4thaya) yang bersifat sukarela dari
pihak bank.

2. Akad Mudarabah

Akad Mudarabah dalam menghimpun dana adalah akad
ketja sama antara pihak pertama (malik, sahibul mal, atay
Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (mil, nudari
atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengah
membagi keuntungan usaha sesug dengan kesepakatan yanrd
dituangkan dalam Akad. Akad Mudarabah pada Bank Umum
Syariah, Unit Usaha Syarial dap Bank Pembiayaan Rakyat Syaﬁah
digunakan dalam transaks;.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor: 07/DSN

-.MUI/IV/.?,OOO tenta . f‘ﬂbﬁh
berdasarkan: ng pembiayaan uda

a. Firman Allah QS. Al-Nisa
Qs. Al-Ma’idah/S;I-Z.

/4:29 dan Qs Al-Bagarah/ 2:283
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b.

Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:
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Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan

harga sebagai Mudarabah, ia mensyaratkan  kepada

ar tidak mengarungi lautan dan tidak
ak membeli hewan ternak. Jika

persyaratan itu dilanggar; ia (mudarib) harus menang-
Suné resikonya. Ketika persyaratan yans ditetapkan Abbc;s
itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR.

Thabrani dari Ibnu Abbas).

mudaribnya ag
menuruni lembah, serta fid

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
@ - A 6/ ;:’:J" 3‘5

& e o = 2 T - o)~ A,:,Ull .-
L ol 1 JB e Ty ale L;.; )

,, v P .lo” i’.’:ja, ’f \L::j‘ .af.
A Ly )l o S ,
P 5 214';:1}\(’,1?’3

S-:. -

figa hal yang mengandung

: ¢ hep : Ada
Avtinya: Nabi PemE muqaradalt (Muda-

berkah: jual beli tidak secara tunalk

uz. 1 h. 231

D - " Ar 3 "f,'J
213 I jhat Al-Thabrani, OP-Cll-J0es 0y 768,
214 Lihat Abu Dawud, op.cit, JW IL
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rabah .
), dan mencmpur gandum dengan jewawui untuk

kep.erluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Thnu
Majah dari Shuhaib).

Hadlis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:
.Jf—f W VU A N Alal v e,
R P e

| 215_6(}}'_ ;L,.T
Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum

N .
nuslimin, kecuali perdamaian vy,

an R
halal atau mengha g mengharamkan yang

lalkan .
yang haram, dan kaum muslimin

terkait den
3an syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan
an :
yang halal atau menghalalkan yang

haram,
C. Iima
Diriwayatkan i
sejun
orang, ’ jumlah sehabat menyerahkan (kepadﬂ

mudarib) harta anak sebagai M

seorar i
1‘g.pur1 mengingkari mereka, Ka
sebagai ijma.216 o

udarabah dan tak ada
anya hal ifu dipandaﬂg

d. Kaidah fikih

207, ¢ @ S I
EA e RN s e e g
T ]

215 Lihat Abu Day
) awud, op.cj
Ibn J}:lldtﬁl, op.cit., Juz, 1] ],107‘86;:-, AT

“1% Lihat Zuhaily A]iﬁ.)‘ al- }
e jazf;li, g;j;iMstm Wa Adilatuhn, juy, 4 1989, h. 838
ih AD LO.. J y 1709, . 000,

527 ﬂl-Tilnany’ op.cit, Juz. n h G4
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Artinya: Pada dasarnya, semud pentuk muw’amalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Tmum Giro berdasarkan Mudarabah?'$

ksi ini nasabah pertindak sebagai sahib al-
dana) dan bank pertindak sebagai mudarib

Ketentuan U

1) Dalan transa
mal (pemilik
(pengelola dana).

2) Dalam kapasitasiya sebagai mudarib,
kukan berbagai macal usaha yang tidak bertentangan

dengan prinsip syar dan mengembangkannya, fer-
(=

masuk di dalamnya M
3) Modal harus dinyata

pentul tunai dan bukan piutang.
an harus dinyatakan dalam bentuk

alam akad pembukaan reke-

bank dapat mela-

i'ah
idarabah dengan pihak lain.

kan dengan jumlahnya, dalam

4) Pembagian keuntuna
nisbah dan dituangkan d

ning.
5) Bank sebagal nudarib met
dengan menggunakan nisb

menjadi haknya.

6) Bank tidak dipcrkenaukan

yang persangkutan.

wtup biaya operasional glro

ah keuntungan yaug harus

mengurang nishah tanpa

persetujuail |
Nasional Maijelis Ulama Indonesia

ng Tabungan:*'?
agarah /2:283,

Fatwa Dewan Syatial
Nomor: 0z/DsN-MUI/IV/2007 tenta

. . S. Al-B
4. Firman Allah QS- Al-Nisa’/4:29 dan Q

Q8. Al-Ma’idah/5;1 -2.
b, Hadis Nabi riwayat al-Tabraiy:

_ 4 i, h. 76
218 Lkt dalam Abdul Ghattt Anshori, OPClEs
213]!71'(1.
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Artinya: Abbas i
y as ibn Abdul Muthalib Jika menyerahkan

harga sebagai
& gal  Mudarabal), ia mensyaratkan kepada

mudaribn .

menurt 'Y[El iEa s mengarungi lautan dan tidal
1 . ¢ ak

ni lembah, serta tidak membeli hewan ternal Til
persyaratan itu di . an ternak. Jika
i IC(Manggar, ia (mudarib) harus menang
LO1ya. i s 57
i did ya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas
idengar Rasulullah pkan Abbas
b

beli
Thabrani dari Tonu Abbgs) 't membenarkannya. (HR

Hadis Nabi riwayat [hny Majal;

-
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iy

Cdra tunai
na
l, mugaradah (Muda-

rabal
1), dan Menempur gayng
um de
nga

n jewawut untuk

220 Lihat Al-Thabragi

A ani, op, ey

221 Tihat Abu Dawud: g;_’ é;’j{:;&, h.231
) . ,h‘ ?68.
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keperluan rumah tangga, pukan untuk dijual. (HR. Ibnu
Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:
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Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yaug mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin
terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

haram.

C. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah schabat menyerahkan (kepada
orang, mudaril) harta anak sebagal Mudarabah dan tak ada
Seorang pun mcugingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang

Sebagai ijma.?*

d. Qiyas
penyerahan sejumlah hayta
phib al-mal) kepada pihak

an (diprodulctirkan) dan

daraball, yakni
pihak (malik, 2

ntuk diperniagak

Transaksi M
(dana, modal) dari satt

lain (“azil, mudarib) Y

2 cit., Juz. 1 B 327. al-Tirmizy, op.cit, oz I, h. 634.
cit,, Juz. 1L,

222 [ ihat Abu Dawud, OF
,Juz_ V, h. 838.

Tbn Mui; T, 11 . 788
ajah, op.cit., Juz- 1 1, (09
2237 jhat Wahbalt al-Zuhaily, op.cit
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keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, digiyaskan
kepada transaksi musagah. 22+

e. Kaidah fikih
- 1 2 a1 o PY- J 28
s @ i E Av B Ta -, £ L
zzjf:fv_.}\ e e g T a.;-.l__,%ll f'Ll._..ﬂUl & el

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan,

f. Pendapat ulama

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang

yang mempunyai harta namun tidak mempunyai |

dalam usaha memproduktifkannya, sementarg itu tidak

sedikit pula
orang yang tidak memiliki harty namun ia mempunyai kemain-
puan dalam memproduktifkannya. Olely karena itu, diperlukan
adanya kerjasama di antay-

a kedua pihak tersebut.226

cepandaian

& Fendapat peserta pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari
sabtu, tanggal 2¢ Dzulhijjah 1420H/1 April 2000. Dewatl
Syariah  Nasiona] menetapkan  fatwy tentang Tabungan.
Tabungan ada 2 (dua) jenis:zz7

1) Tabungan yang tidak dibenarkay secara syari’ah, yaitu
tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2) Tabungan yang dibenarkan
Tabungan yang ber

Wadi‘ah,

secara  syari’ah, yaitu
dasarkan prinsip Mudarapah dan

“#4 Lihat dalam Abdu] Ghafur Anshori, 0 cit,h, 7
225 Lihat A. Djazuli, Loc.cje Ll h 78,

“2¢ Lihat dalam Abdul Ghafyy Anshori, Lo, o
227 Ihiel,
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k ludarabal
Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan M
b i indak ai sahib al-
1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebag o
[ (pemilik dana) dan pank bertindak sebagai
ma :
(pengelola dana). - : R
2) [}’thm kapasitasnya sebagal mudarib, bank dz;i ;. T
2 alz asifasny i 5
kan berbagai macam usaha yang ftidak kﬁ; ; o
, cannya, fer-
dengan prinsip gyari'ah dan nusngmubanlg\i ‘ \{
" ; ; ihak lain.
iasuk di dalamnya Mudarabal dengan p = el
o 11 dinyatakan dengan jumlahnya, da
3) Modal harus

tunai dan bukan piutang.1 e N
i ceuntungan harus
4) Pembagian keun

A kening.
isbah dan ditunangkan dalam akadP embuka:e:;izml gifo
A ai mudarib menuiup biaya ope harus
5) Bank sebag: kan nisbah keunfungan yaug
dengan mengguna

menjadi haknya. |
6) Bank tidak diperkenal .
3 an.

persetujuan yang persangku

- ——
i’'ah Nasiona
Fatwa Dewan Syal s
Nomor: 03/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang o quth/z:zss‘
. L ' _) . Ad-Dbd =
-eq’/4:29 dan Q
' S. Al-Nisa
a. Firman Allah Q
QS. Al-Ma'idah/5:1 -2

at al-Thabrany:

i ni tanpa
kan mengurangl nisbah tanp

Maielis Ulama Indonesia
1 Y

Sito-zzf‘

b. Hadis Nabi riway

S P S S

228 Ihid.
229 ., h. 79.
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Artinya: Abbas ibn Abdul Muthalib jik
harga sebagai Mudarabah, ia mensyaratkan kepacda
mudaribnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak
menuruni lembah, serta tidak membelj hewan ternak. Jika
persyaratan itu dilanggar, ia (mudarib) harus menang-
gung resikonya. Ketika persyaratan vang ditetapkan Abbas

itu didengar Rasulullah, beliay membenarkannya. (HR.
Thabrani dari Ibny Abbas).

a menyerahkan

Hadis Nabi riwayat Ibny Majah:

4 H W o B
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e Sl
>
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Artinya: Nabi bersabda: Ada tiga hal y

berkah: jual belj tidak secara tunai, m
rabah), dan mencmpur

ang mengandung
tqgaradah (Muda-
gandum dengan jewawut untuk

290 Lihat Al-Tabranj op.cit., Juy,
201; > Op.cit, Juz, 1 b, 237,
251 Lihat Abn I)a\\md,op.cit.,]uz.’ll, h. 768
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s Al w
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Tbr

Majah dari Shuhaib).

o ; - ibn Auf:
Hadis Nabi riwayat Al-Tirmiz dari Amr ibr

o4
2 L T O H
" e I L B L T ale Salins
‘mnw4}uuﬂﬁwAﬂﬁub
: 2 :,t.l -, ks Aile !,l,"‘ L:‘;.;-
aE=I.' o "—,,L "3’154 ‘f; 2 | 3
\X'LB\A.:-—UQJM ;r-yE’J >
. 930 || %5 \
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i a kaum
dakukan di antars
Artinya: Perdamaian dapat dilakuka b g e
o L rr 1 [4 v
muslimin, kecuali pemﬁnmmn}dﬂg me 3}“ .
) ’ o 1 Kau
g haram, dat
alal at: enzhalalkan yang f Q
halal atau menghalz W cecuali syarat yang
syars

ferkait dengan syara menghalalkan  yang

alal atau
mengharamkan yang hala
haram,
C. Iima enyerahkan (kepada
qumiah sehabat = dan tak ada
ik bagal Mudarabal

; a anak S¢ ipandang

orang  pmudaril) harta anak : fu dip
. [ ereka.

Seorang pun mengingkart M

Sehagaj jma.233

d. Qiyas

akni pery
Transaksi Mudarabalh );(in'ib'k salib
e AL,
(dana, modal) dari satu PIhdL .Ierniagakaﬂ
lain (‘c”mu'], mudarib) untuk dip

Karenalya hal 1

' fa
erahan sejunﬂah har

al-ma kepada pihak
(diproduktiﬂcan) dan

! . 634
|- Tamuzy op.cit., JW% 11, h

9, h. 838

821 it Juz. 1 q
“*2Lihat Abu Dawud, op-€ths. it el B
" Majah, op.cit., Juz. 11, 1. 788. wa Adiatulin)

o[ Jslami
233 Lihat Zuhaily, Al-Hgh al-Islar

327. &
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keuntu s s
ingan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, digiyaskan
kepada transaksi imusagah.2s+ :

e. Kaidah fikih
235, ° & R P 3
S - L0
R S- U

Artinya:
o ];yia Pada da.samya, semua bentuk mwamalah boleh
1kan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

f.  Pendapat ulama

Para ulan
1a 1 :
nenyatakan, dalam kenyataan banyak orang

yang mempunyai
punyai harta namun tidak mempunyai kepandaian

orang yang tidak et
o i menuhk:.l harta namun ia nmempunyai kemai-
T mproduktifkannya. Olel karvena itu, diperlukan
a kerj : g
ya Kerjasama di antara kedua pihak tersebyt 236 § S

g- Penda at &
bat peserta pleno Dewan Syariah Nasional sada hari

sabtu, tax
122al 26 Dzulhijjah 1420H/ 1 April 2000, Dewan

Sy ari,ah Nasl
onal menetapk .
~ pkan f )
Deposito ada 2 (dua) g atwa tentang Deposito-

1) Deposito - ,
Deposito Zﬂllg fidak dibenarkan secara syarah, yaitt
Depositoy ng berdasarkan perhitungan bungza
T dj:;i dlbellqar.kan secara syari'ah, yaitu Deposito
an prinsip Murdarabah dan Wadiah

2)

254 Llhat dﬂ[anlAbd ' Ansho
s 3 Ll] G b
,:;’:, f.lhat A I)jaz[]]j, LO(':‘.E‘::{:! L h
=t laha H ha
h - da.].dn! Abdul G]Iﬁﬁ,}l‘ AnshOPi O_p C'I‘t h 80
5 «Lif, N, .

257 jhid|

1L, Op.cit., h, 80,
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Ketentuan Umum  Deposito berdasarkan  Mudarabal

adalah;2ss
1) Dalam iransaksi ini nasabah pertindak sebagai sahibul mal

(pemilik dana) dan bank pertindak sebagai mudarib

(pengelola dana).
2) Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, pank dapat melakukan
yang tidak pertentangan dengan

berbagai macam usaha
termasuk  di

prinsip syari’ah dan mengembangkannyd,

4 Mudarabal dengat pihak lain.

dalamny:
engai jumlahnya,

3) Modal harus dinyatakan d
tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungatt harus dinyatakan dalam .
nisbah dan ditunangkail dalam akad pembukaan rekening.

. ’ -asional  gro
5) Bank sebagal nudart

o menutup biaya Oper
1 i ceuntungail

dengan menggunakan nishah  keuntung

menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkend
persetujuan yans persangkutar

dalam bentuk

bentuk

yang harus

nkan mengumngi nisbah  tanpa

3. Akad Musyarakal :
akall adalah Akad kerja samd di antara -ua
tuk suatu usaha tertentu yans masing-masing

a
orsi  dand dengan ketentuanl pahw
i gan kesepakatai, sedangkan

nasing.

Akad musyat
Pihak atau lebill un

Pihak  memberikan
pagi sesudl den

i si
kerugian ditanggung sesud! dengan pot

ke By -
Untungan akan di e

S P

238 Ihid.
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Fatwa Dewan Syari’ali Nasional Majelis Ulama Indonesia

Nomior: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Fembiayaan Musyarakah
dilatarbelakangi oleh:239

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejah-
teraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak
lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakal, yaitu
pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-

masing pihak memberikan koniribys dana dengan ketentuan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesual dengan kesepakatan.

B .
ahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keun

. . ggulan
dari segi kebersamaan dan keadilan, baik

. dalam berbagi
euntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan
oleh lembaga keuangan syariah.
Bahw. g i

4 agar cara tersebut dilakukan sesyg; dengan ajaran

D L=
SN Memandang perlu menetapkan fatwa tentang

musyarakah untyk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa inj berdasarkan:

Islam,

4. TFirman Allah QS. Shad /38: 24-

;” E
o | AT g g el o B /
u‘fj-‘-ifub ;%LQJJQ::‘ 'Jlj*:%;/'ma&

-

.l}”“"”'ﬂ‘-’ )
jlf-;_j i_g-«.a|;_ d:\l' Y! -"’J:c,,‘;-,, © o trs

299 Lihat dalam Abdul Ghafur Anshori, Op.ci. 93
A .y . o,
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"Sesunggulmya dia Telah

Terjemahannya: Daud berkata: ‘ :
kambingmu itu

berbuat zalim kepadamu dengan meminta 4
i sungguh-
untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Se .Lg;tg i
i n rserika
nya kebanyakan darl orang-orang yans be -
rbuat zalim kepada sebahagian yang

< (g y 4 5 a
1

dan amat sedikitlah mere .
i jinya; a ia

pahwa kanu mengujinya; Maka

Tuhannya lalu menyungkur

sebahagian mereka be

amal yang salel;
Daud mengetahul
Mmeminta ampui kepada

sujud dan bertaubat.

240

Firman Allah QS. Al-Maidah/5:1

G ,;E,

T IR TR o P T [
ejjjjwﬂuyl;\_}, L

periman,

hai orang-orang yans
Terjerahaniya: Wwahai orang-orang

I
penuhilah janji-jagun ¢

id dari Abu Hurairal, Rasulullah ber-
¢ e

Hadis Riwayat Abu Dat ﬂ;"'“;‘
sabda: 4 o T s
5 & <t = \ d‘
‘ o1 o St e ditl JJ‘“—“U ?
PR Y R o. J_ - ,._j 'U' N A¥ /
bao o 2 A5 sl

. wont ahaper, AHC 5l do

12 L“-G*:J o ol £

: 1
: ity 1 (650-651.
240 Departenmen Agama RI., Op.cil;

21 Ibid, h. 141 sy ot TN,
2"'—’Lilfm;l\luu pDawud, op.cit, JuZ

276,
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leh
_ . bentuk muamalah bo
Artinya: Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga Artinya: Pada dasarnya sentua \gharamkan
ranya. . be ] < aK K < . : . met V

, ilakukan kecuali ada dalil yang
dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak dilakukan kec
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah

berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud, yang
dishahihikan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah).

ik I peserta
Fatwa ini juga dengan memperhatikan pendr:.ipa p i
. i ior da Hari Kamis, tangga
at Ple swan Syari’ah Nasional pa i
Rﬁpult PIL,“O Ijt.\';ﬂ;;/ yln Apnl 0000 Kenludian Dewan S) anr ah
42 2 =

e Fatwa tentang Pembiayaan Musyarakal

2 _ : . ; lasion: >netapkan
d. Hadis Nabi tiwayat al-Tirmizy dari Amr ibn Auf: Nasional menetap

. iy G
agai berikuf:*
b T s o s, » s dengan beberapa ketentuan sebag kan oleh para pihak
- £ g & - P z 3 . --«z P ’anhﬂ" L ] 1 ata—llo
J= bl oo el i o el 1) Pernyataan ijab dan Qabul harus dmy}\ dalam mengadakan
- . 2 s i = sndak mereka
o s ede Vol o CLEWE  Ta Ty o g8 o “kkan kehendak T
‘ e 5 YL : : ¢ menunjukkar . ikut:
R T2l D N AR R | e mempeshafikan bal-al bet S
roe ®af Al kontrak (akad), dengs | harus secara eksplisit me
2143 %y gl y

) Penawaran dan penerimaal
. ‘ukkan tujuan konirak (akac.i)‘ qkan pada saat kon-
Artinya: Perdamaian dapat dilakukan dj antara kaum nunju waran dilakukan p

muslimin, kecuali perdamaian vy,

halal atau menghalalkan yang h
terikat dengan Syarat-syarat p,
mengharamkan yang halal

. i pena
b) Penerimaan dari pel
ang mengharamkan yang
- trak.
aram; dan kaum muslimin

¢) Akad dituangkai seC :
ereka kecuali Syarat yang \ggunakan ¢

| 1 ik I]d ’ i )
dld )

e S
ara-cara komunikast 10
L 4

et
atau dengan m
atau  menghalalkan yang dan
haram. dern. parus cakap hukum,
ak ha
. berkontra
. . . 2) Pihak-pihak yang ’
€. Tagrir Nabi terhadap kegiatan Mmusyarakah yang dilakukain 2) Pihak pl o hal-hal perikut: streriat Lkekuasaan
. ; o rhafik 1 tau dl
masyarakat pada saat tu. Iima’ Ulamg atas bolehnya muisya mempe ten dalam memberikan
rakah,244 a) Kompe Lerjaan
. cerjaan,
_ . perwakilan. cdiakan dana dan Pe.
f.  Kaidah Fikil . itra harus meny iy sebagai wakil.
b) Setiap sanakan Ker)e 1sya-
¢ 3 oy A @ A - ; tra melaksa tur aset musy
245 g s 1o s 2 e o, £° IR an setia mufra q - menga
R T X R i memilii Tk
- ) c) Setiap Wit Dbisnis normal.
| rakah dalam proses
*4% Lihat Abu Dawud, op.cit., Juz. 11, . 327, al-Tirmire . 634,
Ton Majaly, op.ct Jet Ve e ) - a-lmuzy, op.cit,, Juz. 1, h. 5 gBl9B:
241[&113[ dalam Allaldul Ghafur Anshori, Op.cit., h. 93 ¢ Anshori, OP<%
-~ " Lihat A Djazuli, Lo, cjt '

246 | jhat dalam Abdul Ghaf¥
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196



d) Setiap mi
p mitra memberi
beri wewenang kepada mitra yang lain

e)

a)

b)

;jr;uf: mengelola aset dan masing-masing dianggap telah
) erl wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
engan memperhatikan kepentingan mitranva, tanpa
glelzjllmkan .kela]aian dan kesalahan yang disenéaj’a_
eorang mifra tidak diizinkan untuk mencairkan atau

menginvestasik
an dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Obyek ak j
yek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

Modal

L. M o
Pez:gla;??fa: lbe‘lilk'ﬂn harus vang tunai, emas,
dari aset Petfiamamya sama. Modal dapat terdirl
property, dan Seiangf‘l‘l, seperti barang-barang,
aset, harus terlebil againya. Jika modal berbentuk
disepakati olel l dal_ml“ dinilai dengan funai dan
Para pihak j(;aial‘a mitra,
menyllmbanlka oaldh meminjam, meminjamka,
gkan atau menghadiahkan modal

musyarakah ke .

pada - Tai ,

' kesepakatan. pihdak lain, kecuali atas dasar
H.  Pada prinsi

pnya, dalam pembiayaan musyarakal

t'lddk ada j mi ({ﬁ
a
J man, namun unt llk meughin l'i

terjﬂdinya .
; Penympan , .
jaminan, pangan, LKS  dapat meminta

Kerja
i Partisipasi

B i

dasar pemialjaam’fra dalam pekerjaan merupakant

maan porsi ke ?l Mmusyarakah, akan tetapi, kesa-

Seatng: oy rja bukanlah merupakan syarat.

a boleh melaksanakan kerja lebil

banyak dari .
1 yang lainnya, dan dalam hal ini 12

198

boleh menuntut bagian keuntungan tamhahan bag

dirinya.
- melaksanakan ketja dalam muzsyarakal

) Aars HrAnVA.

AT e

1. Setiap mitt
atas rnama prdd @2
Kedudukan masing-massg

harus dijelaskan dalam konirak.

¢)  Keuntungan
ngan harus dikuantifikasi dengan jelas

i. Keuntu
ghindarkan perbedaan dan sengketa

untuk meng
pada wakiu alokasi kennfungan atau Ketika
penghentian musyarakali

fuarus dibagikan secard

ii. Setiap keuntungat mitra
s dasar seluruh  keuntungan

Pl‘oporsional afas . - l
dan tidak ada jumlﬂh yang ditentukan di awa
yang ditetapkan pagi seoratid mifra.
Seorang mifrd boleh mengnsulkan

e nt
keuntungan melebihi jumlah terte L
atau prosenta ikan kepadaty®
e O &

qe it diber
s tertuana
iv.  Sistem pembagian e hat

pahwa jika

. 1, kelebihan

dengan jelas dalam akad.
d)  Kerugian g "
Kerugian harus dibagi i antara P g dalam

oS!
. Jasing !
proporsional menurut  sahat me

modal.
etaatl

g 0 | persama-
1enuna' an gewajibanya

1 ‘

I ¢ nyﬁlcsalannya

sihan, M4

Biaya Operztsional diperse

a) Biaya operasional dibe

b) Jika salah sat¥ piha

atan jika terjacl

rseli
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dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembcli
membayarnya deﬁgan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
disepakati. Akad ini berdasarkanFatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor:04/DSN-MUI/1V/2000 fentang

Murabahah berdasarkan:247

4. Firman Allah QS. Al-Nisa’/4:29.

e =2 , 23 2

* P y [ -~ . ’ ) _AE
= Sl e E i

I-’i’...’g.a,‘_- I SN Oy 7
3585 3 2P O % TH83 ol VI U

z wrg E g
2

sEy .o fr 4 ZoG - e
L2 L3 480 OB ) i

Terjemahannya: Haj orang-
lah kamu saling memakan
yang batil, kecualj dengan j
dengan suka sama-suka di g
kamu membunyp dirimu. §

Maha Penyayang kepadany 24s

b. Firman Allah QS. Al-Bagarah/2:275;

247 Lihat Abdul Ghafuy Anshori, Op.cit, h. 81

248 Departemen AgamaRL, Loc.cjt
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orang yang beriman, jangan-
hﬂl’fﬂ seésamamu dengan jﬂléll']
alan perniagaan yang berlaku
ntara kamu. dan janganlah
esungguhnya Allah acalah

Tt =T J" ;J""—’".
gTL;j!lﬁL’;&_é,.b&l’- th'MJICJ‘f -r_,a__,.J"_ | alnfse
AR ¥
P

s - ‘1']. -
e & UE’ z_’f < AT A—lu c..dl:aj U‘f ,_,"ﬂ
A1 ) sty Sl LA 2B 5

yang makan (mengambil)

) ) . Orang-orang ) gif
Terjemahannya: Orans lainkan seperti berdirinya

diri me
riba tidak dapat berdiri itan  lantaran  (tekanan)
- ai .
] ) kemasukan Sy T,
S mereka yang demikian itu, adalah
an <

ta (berpendapat), Sesunggulhinya

‘ elah
ama denganl riba, padahal @lah T :
dan mengharamkan riba. omngl
padanya larangan dari
(dari mengambil riba),

diambilnya dahulu
(terserah)

penyakit gila. keacla
disebabkan mereka Berka
jual beli itu s .
menghalalkan jual beli "
ng Telah sampdl ke

lalu terus perhentt
12 Telah
); dan urusannya S
(mengambﬂ riba),

nghuni neraka;

orang ya
Tuhannya,
Maka baginya apa Y4
(sebelum datang LR kembali
kepada Allah. orang yang K gl
Maka orang itu adalah  peng

249
s P d4.~
mereka kekal di dalamnyé

: i’dah/5:1:
Firman Allah Q5. Al-Mai'dah

<.

PR |

w3 defr re o O LglDs
a3 p A Ir. L AT
55anll 159! [ —*

i

249 I, h. 58,
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penuhi-
lah aqad-aqad ituzs0

d. Firman Allah Q. "Al-Bagarah/2:280:

€.

f.

” .

s A . E/ “‘/”‘ 1/ 'I’ ‘_.-

e ] _|J “
E ,,4_1’ 5 558 o) =l

Terjemahannya: Dan jika (orang y
dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai  dia

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamy

ang berhutang itu)

Mengetahui. 23!
Hadis Nabi dari Abu Sa4d al—Khudry'

Artinya: Dari Abu Sa4d al-Khud

bersabda, “Sesunggul-mya
suka sama suka,

Ibnu Hibban),

ry bahwa Rasulullah saw.

Jual beli ity harus dilakukan
” (HR. Thny Majah dan dinilai sapis oleh

Hadis Nabi riwayat [bny Majah:

250 Jhid, h. 141,
451 Jbid., h. 59.
252 Lihat Ibn Majah, op.cit, Juz. 1, . 7537
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s U.: . lu ’] AA-LF' ‘U'] SL“' \_5 ! Jll
Sl it : "
e - P ’
“..b ) A Muﬂ.na wuﬁ A

e
-

2 M_L N Eaal]

}t ¢ ¢ < ) ur

1\

u l ( [ 1
(CI c Vi i (I[ a HR b 11

Majah dari Suhaib)

~ i Amr ibn Auf:
Hadis Nabi riwayat Al-Timizy dari
ac

coe Ay |
° | ‘b.. CL.’?—)
""fm,”,;lzlﬂﬂy "“L““J i
> s L ‘J Ul
Tl e b 3'1 o Sk

254 Lol}; J'~

) a kaum
antara ka
ilakukan di &
at dila

da ;: 1 yang

Artinya: Perdamaian by palq_n yang mengharamkat ]i 5
L muslin
uali per dan kaum
muslimin, kec rang harant
t yang
halalkan Y cuali syara
i arat-syarat mereka ke
: o n sy

terikat denga

ch !d 141 111 k n l l‘llﬂ»l a lel I “et lgl laialka.l 1

haram.

14T ,. %
yat Jama ah o

s 1 LA o

Hadis Nabi riwa

oif., JU%
253 [ jhat Abu Dawud, oﬁ-f s 11 Tu
284 Jinel,, op.cit., JuZ

op.cit,, Juz. 11, h. 788

. 634. Ibn Majah,



Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan
oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, ”

1. Hadis Nabi riwayat Nasay Abu Dawud, Tbn Majah dan Ahmad:

g
I

256 4= 1 & § 7
A AL oy i

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang, dilakukan

oleh orang mampy menghalalkan harga diri dan pet-
berian sanksi kepadanya.

J. Hadis Nabi riwayat Ibn Abi Syaibah dari Zaid ibn Aslam

= s

-

o= s A a
J.a- P-L:Jj 4, d.Ulul.&agth I {.,.J,_,u\ EJ_;.:L_' e

J
257 oy LT e 28
| 3 |
C_‘:J o JL;J.:J

Arti . . CL
rtinya: Dari Zaid ibn Aslam bahwa Rasulullah SAW.

menghalalkan 4rpay, (uang muka) dalam jual beli,

. .
[jma’ mayoritas ulamg tentan

kebolehan j o
Murabahah 2ss 3 chan jual beli dengan cat

255 Tihat Aby ‘Abdillah My, i
Juz. 10 (Cet. TIT; Beiryt: Dar] Shamad fpn Ismal a]'ﬂukhﬂ')'s Sahih al-Bukhant

br Kasir , ‘
al-Bukhary. Abu al-Husain Musli;ul fl?n:i Eul; ]1.“37 M), h. 845, Selanjutnya disebut
i d

Dar Thya’ al-Turas a]-:p aljaj, Sahih Mushi o prastfe

. ~‘Arg o o ay, o uslim, Juz. IV (Belt

“*% Lihat Aby Dawuclidg,é :}EL)’ b 1197 Selanjutnys diSL‘bl"lt ;ﬁﬁﬁn

Syu'aib al-Nasay, Suna &}-Né:g"‘iu{" I 1. 337, Abu Apq al-Rahman Alunad "

Islamiyah, 1406 11./198¢ M), h J]i/i'cvng (Cet. I, Halab: Maktabah al-Matbu’at 41

i 'Cfi'%"“-z I b 811 Auad, op i, Ju; ‘I{,}lﬂfm}%“,yﬂ disebut al-Nasay. 1bn Majal
=7 Lihat Abu Bakay ‘Abdulla; il’:m 4V h 299,

-

Selanjutnya dischut b Abi Syaibah I-Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.), . 7-

258 I..].h(”. Ibrlll }{ugfﬂ'd -Eja“‘ Vali {] y 4 Ll I:‘l ’
(‘,””"[ 7 h 29 -222
\ 3 Id 31 IM.[ f:‘lfud, H/]()l ’ |

i al-Ahadis wy al-Asar, Juz, v (Cet. T an\'iuhamnmd ibn Abi Syaibah, a I-A/Iusm”h’d
. 3 7

204

. Kaidah fikih:
2 A 8 i Lo ge
O T TR T L e ]
e S e W JN o el J

Artinya: Pada dasarmya, semua pentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah nasional pada

' 7an
Hari Sabiu, tanggal 26 Dzulhijah 1420/ 1 April 2000, Dew

;i Aurabahalt?®
Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang Murabal

Jam Bank Syariah:

an Umum Murabahahda
o ) akad Murabahah yang

Fertama: Ketentu
1) Bank dan Nasabah harus melakukar

bebas riba. |
2 djpexjualbelikan tidak

diharamkan oleh syari’ah
2) Barang yan

- embelian

3) Bank m 1nbi1yai sebagian atau seluruh harga P

ke e i R

1 disepakaﬁ kuahhkasmya. L)
di an nasabah afas na

ang perlukal al

-ni har n bebas riba.
bank sendiri, dan pembelian 111 harus sah da i
e aikan semua hal yang ber

c : nenyamp ' : :
D Bank ban hars ‘}hlyq jika pembehan dilakukan secara
1154 (AN

barang yang telal
4) Bank membeli barang ¥

dengan pembelianl, 1
ebut kepada nasabah

< an-
al senilai harga plus keuntunga

hutang.

6) Rank kemudian MeE
(pemesan) dengan harga Ju
nya. Dalam kaitan ini
harga pokok parang ke
diperlukan.

yjual barand ters

alr X ' )
p i

e

259 1 ihat A, Djazuli, Loc:c!

. L%
+ op.cit, . 8=
200 ] jhat Abdul Ghafux Anshorh op.cits
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7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakafi
tersebut pada jangka wakiu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian
khusus dengan nasabah.

9 Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahal harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip menjacli milik bank

Kedua: Ketentuan Murabahaj; kepad
1) Nasabah mengajukan

a Nasabah:z61
permohonan perjanjian pembelian
suatu barang atau asset kepada bank.

Jika bank i |
i . k menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahuly aset ya

pedagang,

2)

ng dipesannya secara sah dengdl

Bank kemudj
dian menawarkan aset tersebut kepada nasabal

dan nasa :
i bah harus menerimg (membeli)-nya sesuai deng®!
njia -
Peli J 1 yang telah dlsepakah'nya, karena secara hukuw™
anjian t : ihak
ha VI tersebut mengikat, kemudian kedua belah pibaK
tus membuat koniyg) jual beli
Dalam jual belj i : . C
memb J i ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
"OAYar uang muka suat menand
1a
awal pemesanay, !

5) Jika nasabah kemudia,

4)

: atan
atangani kesepakaf?

6) Jika nilaj Ayar dari uang nika tersebut.
kurang dayi kerugian yang 1"5‘“”‘

bank dapat meminta kembali sist
bah,

261 fhyd Jh. 82-83,

ditanggung oleh bank
kemgiannya kepada nag,

206

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urban sebagai alternatif
dari uang muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang ter-
sebut, ia tinggal membayar sisa harga
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka yang menjacli
miliki bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung
oleh bark akibat pembatalan tersebut; dan jika uag muka
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangan-

nya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahali?®

1) Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasa

yang dapat dipegang.

pah untuk menyediakan jaminan

263

Kempat: Hutang dalam Murabahah
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam

Murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
arang tersebut dengan

j cembali b
pah menjual kem b '
ia tetap berkewajiban untuk

i
bank.
tersebut sebelum masa

fransaksi

Jika nasa
keuntungan atau Keruglat,

menyelesaikan hutangnya kepada
menjual barang

2) Jika nasabah -
=l . nasi seluruh
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melu
4 (4
X a. erugl
angsuranty® sebut menyebabkan kerugian,

3) Jika penjualan baratis fer

1. 4 sesual kesepa-
nasabah fetap harus menyelesaikan S

R
52 by, T, 85,
63 by,
207
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Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis-
kannya dengan benar. Dan Janganlah penulis enggain
menuliskannya sebagaiimana Allah mengajarkannya, meka
E:r;daklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
rhutang itu mengimlakkan (apa yane akan ditulis |
dan hendaklah ia bertakwa kep:dayi[;il:k';utz o l‘tlu)J
- £ 1antiya, can
Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
jika yang berhutang itu orang yang lemah :
lemah (keadaannya) atay
mengimlakka

akalnya atau
dia sendiri tidak mampu
) ju-ur.lzaMﬂkat hti:iTC,laklah walinya mengimlakkan

: y 1t persaksikanlah dengan dua orang, saksi
d2}11 0“3"3'.“&1’12 lelaki (di antaramu). jika tak acia dua
orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saks; y :
seorang lupa Maka yang
Janganlah saksi-

ang kamu ridhai, supaya jika
- Seorang  mengingatkannya.
saksi i i

U enggan (memberi keterangan)

menulis hutang itu, baik kecil 1

aupun besar sampai batas
waktu membayarnya, yang de; ;

nikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebil menguatkan 5 S R

malahmu itu), kecyal Jika n
tunai yang kamy Jalankan dj
dosa bagi kamu, (jika) 1y

wamalah itu perdagangan
antara kamu, Maka tidak ada
MU tidak menulisnya. Dan
penulis dan saks; saling sxl_beljual beli; dan janganlal

It menyulitkan, Jika kamu

210

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan  Allah Maha

268

mengetahui segala sesuatu.

b.  Firman Allah QS. Al-Ma’idah/5:1:
AT AT (i

; 1 : Srims nuhi-
Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, pe

69

lah aqad-aqad itu*

C. Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudry:
n o b 35t 38 J ap s S
i G g s
; ah SAW
Artinya: Dari Abu Said “ﬁ?f::;j;j;liiap suka

sl G uhnya jual beli ,
i 5‘~5L‘;5§J i KMi'ﬂl dan dinilai salii 1t} oleh Ibnu
HR. T Ma

Al-Khud

sama suka. (

Hibban). ¢Apbas, Nabi persabda:

dari Ibnu

d. Hadis riwayat Bukhari 3 ] Lt fo -

L gAY e 2 B y 3 :J.LM'IJ’
p b e g o SRR
Joxb e Q1 7 ol

=
¢

2 Tal8

208 Departemen Agama Kb op&i A

5 Ihid, . 141. o A T 757.

o Lihzl; Tbn Majah, ()p.t‘ff-;.I[]LfIlZ. I’I, j. 781
7 Lihat Al-Bukhary, 0P

211



Ibn Majah, op.cit, Juz. 11, h, 788

Artinya: Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya
ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan

yang jelas untuk jangka wakty yang diketahui. (HR.
Bukhari, Shahih al-Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Jama’ah

Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan

oleh orang mampu adalah suatu kezalimay..,

Hadis Nabi riwayat Nasa’i Aby Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad

4 2 i
273 ):» w4 ] ) - "'
Ay 4 ey \.JL?L-,- }”‘}H ¢J
Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) y

oleh orang mampu menghalalkay harga
berian sanksi ke padanya”,

ang dilakukan
diri dan pem-
Hadis Nabj Riwayat Al

jo-f ®

g 8

-Tirmizy dari Amr iby Auf

Vi 2 e e L5 e e
8 L S e e S iy e
274.5;;_;_ i}_—,f

Artinya: Perdamaiay dapat dilakykan di antara kaum
muslimin, kecualj perdamaian yang menghay,

—ry
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o ®
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amkan yang

& et ; 316.
Ton Majah, op.cit, Jug, Ih 811 AR pyagt oo o M-Nasay, op.cit,, Juz. VII, h.

Maja - Aymad, op.eit, Ty, V. h 222,
“71 Lihat Aby Dawud, op.cit, Juz. 11, l;. 327 ‘F{J .
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“Timizy, op.cit, Juz. 10, h. 634

haram.

B < han
ama sepakat (jma’) afas keboleh

Menurut Ibnu Munzir, ul LA s

i sampig ifu,
jual beli dengan cara salam. DI samp

wleat 275
diperlukan oleh masyarakat.

L. Kaidah fikih: S
g I B el 2
mf‘)‘xﬂl JJ} s . aalah boleh
o pentuk muan
. wa, semua £
Artinya: Pada dasarl ' iarainkan.
dilahslkan kecuali ada dalil yang meng] i e
v twa tentz
: netapkan fa
2l Nasional me
Dewan Syariah
salam;277

ntang pembayaran

nlah dan pentuknya, baik

Pertama: Ketentuan te $E3 S
+ harus
1) Alat bayar ha i
berupa uang, barana atau mants
ert 3

i da sa
dilakukan pa
2) Pembayaran haruss Jeh dalam pentuk pemt

at kontrak disepakati.
hebasan hutana.

idak bo
3) Pembayaran tidak b
- i i hutang.
e {iakui sebaga
Kedua: Ketentuan B it
cirinya

. w5

1) Harus jelas ¢ ; :

) B dijelés}fl:fkenmcﬁan.
nhannya dilakt
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ifikasinya.
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4)

5)
6)

Waktu dan ter
npat penyerah ,
berdasarkan kesepakatan ot barsng. harus ditetapkan

Pembeli tidak b
ole :
h menjual barang sebelum menerimanya

Tidak bol
eh menukar
r bar, . :
P— bfﬂﬂﬂg. kecuali dengan bar: e
uai kesepakatan & arang sejenis

Refiga: Ketentuan tentang Salam Parale]

D
2)

1)

3)

4)

Keempat: Pen
: Penyerahan Baran
g sebelum at;
au pad

Dibolehkan melakt
1kan salam par,
Akad k o Pﬂtaie! den an svare
s ke;hla terpisah dari akad pertama ¢g e
g . a, dan
edua dilakukan setelah akad pertama sal
ama sah.
Penjual hart a waktunya
detgan kuaﬁf; 111en3{erahkan bamng tepat J‘ld') akiunya
s dan jumlal yang telah i ]I\; a wakiuny
epakati.

Jika penjual m

: enyerahk

el yerahkan barang dengan kuali i
» enjual tidak boleh mem;y el gang ¢4

Jika penjual
L nenyerahka
» dan pembeli rela e 2an kualitas yang lebih

It nerj o
Plel.mnmt Pengurangan hargy df“}l\ahya_, maka ia tidak boleh
enjual dapat 1 iskon)
i neny :
enyerahkan barang lepi] d Kt
1 cepat dari wak

yang disepakati d

. engan »

sesual dengan keselfak :y arat kualifas dani jumlah barang
tambahan harga, aan, dan g tigak bolel menuntuf

" :
¥a lebih rendat, dan pembeli ticdak

mn c, i nel]mﬂ(.
1 du i

a) Membatalky

n kontrale
" ak dan .
MIENUNZu samypa; barang :nemmta SealalranE
ersedia,
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Kelima: Pembatalan Kontrak
Pada dasarnya pembatalan salam poleh dilakukan, selama

tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di
akukan kecuali Badan Arbitrase Sy
awarah.

antara kedua belah piha-k, maka

penyelesaian dil ari'ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musy

o Akad Istisna’
aan barang dalam pentuk

Akad istishna adalah Akad Pembiay
dalam kriteria dan

ang  terfentu
akati antara pemesan atau pembeli

(mmustashnr) dan penjual atau pembuat (shani). Fatwa Dewan
Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 06/DSN-MUI/
IV/2000 fentang Jual Beli Istishna’ dilatarbelakangi oleh perdasar-

kan: 278
1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatti,
ukan pihak lain untuk membuatkannya, dan
an melalui jual peli istishna’, yaitu
pemesanan pembuatan barang
aratan ferfentu disepakati
enjual (pembuat,

pemesanan  pembuatan pat
persyaratan tertentu yang disep.

sering memerl
hal seperti ittt dapat dilakuk
akad jual beli dalam bentuk

tertentu dengan kriteria dan persy
antara pemesan (pembeli, mustashni) dan p

shani). ah dipraktekkan

2) Bahwa transaksi
oleh lembaga keu

istsihna’ pada caat ini tel

angan syariah.

shori, Op-cils h. 86.

278 Lihat Abdul Ghafur An
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3) Bahwa ; 2 '
™ agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran
slam, D .
S, ’SN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
istishna untuk menjadi pedoman.

Fatwa ini berdasarkan:

a. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf
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Artinya: :

musli}:iin,P ii?;;?lanﬂdapa‘t dilakukan di antara kaum

halal atau mengh lpj;{aamman yang mengharamkan yang

terikat den 18 alalkan yang haram; dan kaum muslimin
SaM syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

n ;
iengharamkan yang halal atan

haram. menghalalkan yang

b.  Hadis Nabi:

20 717 . e e w
A SRR
rfinya: Tida
orang o, k bo]eh- membahayakan diri sendiri maupun
- (HR. Malik dan Ahmad ipy, Hanbal)

279 Lihat Abu Day
. vud it Ju;

Ibn I)\ilgljfié], op.cit., Juz, It ’I\O}Tjggv i

240 Lihat Abu ‘Abdillah Malik ;

@0 Lihat Al ah Malik
Il}uas al-‘Arabi, tth), h. 745 éléﬁh‘.l Anas, al-Muwatta’, fug, 11 (Mesir -
anbal, Musnad Ahmad, Juz, | ( njutnya discbut Malik. Ap e Dar T b
h. 313. Selanjutnya dicol, 2 1(Cet. I Beirut: ‘A, L,
Juinya disebut Ahmad, lem kb, 1419 H/ 1998 "

al-Tirmizy, op.cit., Juz. 1, h. 634
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c. Kaidah fikih
- . 9‘ . ] ‘id r-'“ 4 ‘. J} 58 govEs ] 3 2
s - | J 4 - 5 N
f'fm‘ & Ja b N sl g fel
Pada dasarnya, semua bentuk mu’amlah boleh

Artinya:
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

d. Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz)
karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak
imasa awal tanpa ada pihak ulama yang mengingkarinya. ==

a i juga dengan memperhatikan pendapat peserta

Nasional pada Hari Sabtu, tanggal 29
2000. Fatwa ini ditetapkan dengan

Fatw
rapat pleno Dewan Syariah
Dzulhijjah 1420/ 4 April
ketentuan:zs?

Pertama: Ketentuan tentang Pembayarait

harus diketahui jumlah dan pentuknya, baik

1) Alat bayar

berupa uang, barang
1 dilakukan sesuai dengan

boleh dalam bentuk p

atau manfaat
kesepakatan.

2) Pembayara
embebasan hutang

3)  Pembayaran tidak
Kedua: Ketentuan tentang Barang

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapa

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasitya.

3) Penyerahannyd dilakukan kemudian

4) Waktu dan tempat penyerahan b

berdasarkat kesepakatatl.

t diakui sebagai hutang

arang harus ditetapkan

I T e

231 1 jhat A, Djazuli, foc.cil.
252 Lifiat Abdul Gh
283 [picl,, h. 86-87.

afur Anshorl, op.cit., h. 86
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5) Pembeli (mushtasni’) tidak boleh menjual barang sebelum ) Balowa dalam rangka mengembangkan dan meningkatian
o i dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat
6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara
———— | Mudarabah, vaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua
7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan pihak di mana pihak pertama (inalik, sahib al-mal, LKS)

kesepakatan, pemesanan memiliki lik khiyar (hak memilil)
untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan Lain

) T
menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil,

mudarib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntu-

H - - N r 1 N z z f; ’.z tl
nean usaha dibagi di antard met cka sesuai kesepakatan yang
o < Jé L &

dituangkan dalam kontrak.

1) Dalam h o | | ]
1 al pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan o oo cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran
Kesepakatan, hukumnya mengikat, 2) Bahwa agar car S i . o W

. : sle SN memandat

2) Semua ketentuan dalam Jual beli yang tidak disebutkan di atas [slam, D R e
berlaku pula pada Jual beli istishna’ PO

3)

.‘Ifka s.alah safu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak,
maka penyelesaian dilakukan

) melalui Badan Arbitrase
Syari’ah

Nasi : ' .
sional setelah tidak tercapai kesepakatan melaluin
musyawarah,

Akad Pembiayaan Mudarabah (Qirad})

Akz .
kad Pembiayaan Mudarapaj; (girad) adalah akad kerja-

da.

Fatwa ini didasarkar:

s /A 20
Firman Allah QS. Al-Nisa’/4: 29:

Ny vijf 1ji_9t NN
AR :

sama suatu usaha antara dyg pihak di

. Hang pi a (malik qman
sahib al-mal, 1KS) menyediakan gg| pihak pertama (III'd ) e b B |
Seluruh modal, sedang pihak Terjemahannya: Wkt e aa et

kedua (4mi I

Camil, mudarip, nasabah) bertindak selaly pengelola, dai
keuntungan usaha dibagi di antara mey 1
dituangkan dalam kontrak. Fatwy Dew
Ulama Indonesia Nonioy: 07/DSN

biayaan Mudarabah Qiradh) dilatar

u saling mema

|, kecuali dengai . S
’ ama-suka di antara

. Sesungguht

285

janganlah kam ik perniagaant YAN3

jalan yang bati . Dan

5 s
berlaku dengan suka

1 dirim
janganlah kamu 111embunul

i mil.
adalah Maha Penyayans kepada

R S

a1 RIL L()C.Cff.
255 Departemen AGH RI,

1ya Allah

an Syari’ah Nasional Majelis
-MLH/VT/ZOOO teﬂtﬂl18 Peim-
be!akangi oleh:2s4

284 Lihat abdul Ghafuy Anshori, Op.ait, 1. 90
.cit., h. 90,

p
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b. Firman Allah QS. Al-Ma’idah /5:1:

Sy,

.'!j.ﬁ.ajl_: |_§.95| |_5_,_,¢l‘ \_)_,HL“ L%.JL;

Terje : i
jemahannya:  Wahaj

penuhilah janji-janjimuzse

Firman Allah Q. Al-Bagarah /2:283

p=)
- T ¥ -
U;L“‘ aﬂa} 1 =1 4
U—A{BLJEUJQ‘S'_?JML}’G L&
o A 4y
ey o Fes

B 2 bl L

.

bermu’ amalah tldal perjalanan  (dan

S¢cara o~
memperoleh seorang ' tunai) sedang kamu tidak
penulis, Maka hendaklah ada barang
clc

tanggungan .

tetapi yang dipegang (oleh yang b
bl jika sebagian _ g berpiutang). Akan
kan et

lain, Maka hendakla, yang di
amanatnya  (hutangnya) dan
kepada Allah Tuhannya; dan jar

? [, 1

menyembunyi

ika -
N Yikan - persaksian, py
tenyembunyikannya, " barangsiapa yang

Maka
orang yang berdosa hig Sesunggtlhnya ia adalah

tmya d
apa yang kamu key jakan 257 an Allah

1 .
percayai sebagian yang
ercavai i -

percayai itu menunaikan

hendaklah ia bertakwa

ganlah kamu (para saksi)

Maha mengetahui

“0 Ibid, h. 141,
87 Ibid, h. 60,
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orang-ors z '
&-orang yang beriman,

Hadis Nabi riwayat al-Thabrany:

4y U SR ,;,; 15) L,J_z,ajt Nl ifu.‘l 2 o

TR .a.,uwydtuu_gﬁis

C.
239
1
Lo
\

2113 J»b‘ \un u Zala m; . L,JM \. sl

z'x a,lr

\:,.l.w A_.lﬁd.m;l..aa}.'l Ja.ﬂ)d.b}w&ldt,-uﬁ
283.ojb.—l.é

as ibn Abdul Muthalib jika menyerahkan

Mudarabah, ia mensyaratkan kepada
ingi lautan dan fidak

Artinya: Abb
harga sebagai
mudarilnya agar tidak mengart
ak membeli hewan ternak. Jika

(mudarib) harus menang-
-atan yang ditetapkan Abba

menuruni lembah, serta fid
persyaratan itu dilanggar, 14

ZUng resikonya. Ketika persyar
situ didengar Rasulullah, beliat membenarkaninya. (HR.
Thabrani dari Ibnu Abbas).
Hadlis Nabi riwayat Tbnu Majah

4,1; Lo u,.Jn ol

da tiga hal yang mengandung

da:”A
(Mudarabal),

Artinya: Nabi bersab
tunai, mugaradal

berkah: jual beli secara

288 Ljhat Al- l‘lmbtam, op.cit., Juwz 1 1]1 ’:rlq
289 | jhat Abu Dawnid; op.cit, J- 11, h. 76¢
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dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keper-

luan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah
dari Shuhaib).

f.  Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari An ibn Aut:

z - =

1 - 3. # 2 -] ) = ER - -‘Jj
JI' ‘&’U:— ' L'>r_1:9 Yl 'M\ % Sl _:’LL-Q—J"
(85 gy (U TR o
R . po° - CEEETE R f g ° 1o o s
il YU o U’J‘:“ Y -,’*‘3"?}):“‘ dl"' ‘J.ﬁ':"é“":‘-H_f' Ll >~

20 A5 (o)
Al )

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin
terikat dengan Syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal at

au menghalalkan yang
haram”,

2. Hadis Nabj:

qu.Jl;gﬂ Y} 2 P
Artinya: Tidak boleh membaha
orang lain (HR. Ibny Maj
dari Abu $a’id al-Khudri).

yakan diri sendiri maupun
ah, Daagauthni, dan yang lain

h. Tima

Diriwayatkan sejumlah
Orang, muidarib) harta anak ya

270 Lihat Aby Dawud, op.cit

Y L B R, . 334.
Tbn Majah, op.cit, juy, L3 S_JUZ' ILh. 327, al-Tirmizy, op,cit., juz. 11, h. 6

i ) .
“1 Lihat Malik, op.cit, Juz. 11, h, 745, Ahmad, op, ¢t Juz. L h. 313
. RS LTI e
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sahabat menyerahkan (kepad?
fim sebagai Mudarabah dan tak ad®

{ i ipandan
seorang pun menginkari mereka. Karenanya, hal itu dip 2
sebagai ijma’. 292
1. Kaidah fikih:

Az 0

: NPT AU

- e e Ty f, _,rl 'U‘ 'y Ul
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boleh
tuk muamalah
oada dasarnya, semua ben

tinva: | :
jillski|kal1 kecuali ada dalil yang mengharamkan.

nemperhatikan peserta rapat p%n;)
ari Sabtu, tanggal 29 Dzulhijah
ah Nasional menefapkan fatwa
1 ketentuan

oo o S o
Fatwa ini lahir denga

Dewan Svari'ah Nasional pada H A

) T oV 1l
1420H/4 April 2000 Dewan Sya (Qiradh) dengat
Tentang Pembiayaan Mudaraball (Q

sebagai berikut:?**

hh pemnbiayaan yans dis.a‘lurkan
ayang produktif. P
sahibul mal (pemilik
proyek (usaha)
sebagal nudarib

javaail
Pertama: Ketentuan pembla} aa dala
1) Pembiayaan ;Wll(ﬂ’il‘;’lbﬂ]l‘a cmk s
leh LKS kepada pilmk lain un
ole h 5

i LKS sebagal
jayaan ini L
2) Dalam pembiay: s kebutuhan suaft

. * 0,
i et :OO(/ 1asabah) pertindak
1saha s

sedangkan penat

atau pengelola nsaha.
3) Jangka wakil, fﬁf"‘ca{a perdasarkal

keuntungan ditenfukant e

belah pihak (LKS dengant pengl

JELE

telah
: 1 usaha yang
lel melakukan berbagat macaﬂ',ah. dan LKS tidak
darabbolel ML -
oo Kati bersama dan sestt
disepaka

mbagian
dana, dan perbas

alian
laengemb"h‘ | fesepakatan kedua

ai dengan Syar!

39, ] h.
! 1989, juz, 4
[-Figh al-Islami W42 Adillatih,
al-

at S y;
292 Lihat Wahbalt al-Zuhaily

838. i pocdil 1. 91-92.
293 Lihat A. l?l?tﬁﬁ?&éﬁfﬁnshori, opcit,
294 L jhat Abdul Gl
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ikut serta d
ala ;
m manajemen perusahaan atau proyek tetapi

Jumlah dana ;
i Pem.blay.aan harus dinyatakan dengan jelas
entuk tunai dan bukan piutang il

akibat dari .

melakuka:k::;}zdlmabah kecuali jika mudarib (nasabah)
ahan yang di . . ' i

perjanjian. g disengaja, lalai, atau menyalahi

7) Pada prinsi '
pnya, dalam pembiayaan Mudarabah tidak ada

jaminan, na .

pangan LKSI;llm agar mudarib tidak melakukan penyim-

ketiga. ,Jﬂmimf:a.t I‘IIennnta Jaminan dari mudarib atau I.;illﬂk

terbukti nlela};uk:qf hjl;ya dapat dicairkan apabila mucarib
; pelanggaran terl

disepakati bersama dalam akad radap hal-hal yang elal

Kriteria

pengusaha

pembagia » Praeiu pembiayaan, dan mekanisme
. glan keuntungan diatur ole] ’ -

hatikan fatwa DSN eh

10) Dalam hal
penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewa-

jiban atau melak
ukan
miudarip berh pelanggaran terhadap kesepakatan,

ak menda
. a . .
dlkeh]al’kan. P tgal'lt'l I'llgl atau biaya yang felah

LKS dengan memper-

9

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiay,
: aaa
1) Penyedian dana (sahib af y
harus cakap hukum,

2) Pernyataan ij
1 1a
untuk ! b dan gabul harus dinyataka o
menunjukkan kehendak % ol prrs: b
X mere

kontrak (ak
ak (akad), dengan memperha

tmah - dan pengelola (nucarib)

‘ ka dalam mengadakan
tikan hal-hal berikut;
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3)

4)

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit

menunjukkan tujuan kontrak (akad).
1 dan penawaratt dilakukan saat kontrak.

b) Penerimaz
alui korespondensi,

Akad dituangkan secara tertulis, mel

c)
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi

modern.

Modal adalah sejumlah u
ana kepada mudarib

ang dan/atau aset yang diberikan

oleh penyedia d untuk tujuan usaha

dengan syarat sebagai berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

) Modal dapat perbentuk uang ataul barang yang dinilai.
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset

pada waktu akad.
dan harus dibayar-

bertahap mauputl

tersebut harus dinilai
Modal tidak dapat perbentuk piutang
idarib, baik secara

pakatan dalam akad.
ah jumlah yang didapat sebagai
| berikut ini harus

c)
kan kepada ni
tidak, sesuai kese

an Mudarabal adal

Keuntung
odal. Syarat keuntungal

kelebihan dari im
dipenuhi:
a) Harus diperuntukkan pagi kedua

disyaratkatt panya untuk sat pihak.
| bagi setiap pihak harus

b) Baglan ceuntungal prOporsiona ' .
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati
dan harus dalam pentuk prosentasi (nishah) dari

’ .

ngan sesual kesepakatanl. Perubahan nisbah harus

111.

pihak dan tidak boleh

keuntu
perdasarkan kesepakats
redia dana menanggug s

c) Peny b
Mudarabal, dan pengelola tidak

emua kerugian akibat dari
polel menanguna
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kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib) sebagai perim-
bangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikat:

a) Kegiatan usaha adalah hak cksklusit muidarib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan,

b) Penyedia dana tidak boleh mempesempit  tindakan
pengelola sedemikian rupz yang dapat menghalangi

tercapainya tujuan Mudarabah, yaity keuntungan.

¢) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam

dalam tindakannya yang berhubungan dengan Muda-

rabal, dan harus mematup; kebiasaan yang berlaku
dalam aktifitas ity,

Retiga: Beberapa Ketentuan hukum Pembiayaan

1) Mudarabah boleh dibatasi pada periode tertentu

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (nm"a]]aq)

kejadian di masa depan yang beliun terjadi.
3) Pada dasarnya dalam Mudarap,

ah tidak ada ganti rugi, karena
bada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanal),
kecuali akibat dar;

kesalahan disenggja, kelalaian, atatl
pelanggaran kesepakatan.

4) Jika salah saty pihak

dengan sebuah

tidak menunaikan |
Jika terjadi perselisihan dj antara kedua

penyelesaiannya dilakukay melalui Baday
setelah tidak tercapai kesepakatay melalyi

ewajibannya atat
belah pihak, maka
1 Arbitrasi Syari’al

musyawarah.

o Akad [jaral
ah Akad penyediaan dana dalam rangka

Akad jjarah adal gk
iHen at dari suatu barang atau jasa

memindalhkan hak guna atau mania 3
1287 3 ALKE
berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa L b itu
re s s C : B g ; 1 al‘aﬂ i
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kegeat it .
cV ¢ s L C L= A -d‘_ s "k kﬂd Sewa-
- asarkan a
;i . perbankan syariah bet
endiri, Produl perbankar
sendirvi.  Pre < Pe o bel.dasarkall Fatwa Dewan Syall.:lh

3 1ave jjar.
e i Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000

reli : esia
Nasional Majelis Ulama Indones
; 11295
dilatarbelakangi oleh:

) Na KC niu 1€ o “"l 1 l\ (= e l[

aan  dan memperolel manfaat Slmt'l-l bm'zuru.; setli:i
il Jain melalul akad Jjjarah, yaitu a' j
x s
indahan hak guna (manfaat) atas suatu barang aﬁut:a :Tpa
o ol melalui pembayaran sewa/ upa e
- ahan kepemilikan parang itu seufim.
: { dapat dilayan oleh

ui akad pembiayaan

memerlukan pihak

dalam waktu t
diikuti dengan pemind o
p akan gparan
ah (LKS) melal

kin
2) Bahwa keduduka '
ari
Jembaga keuangail sya
ajaran [slam, DSN

jjarah. :
ntang akad jarah

3) Bahwa agat
memandang perfu 1
untuk dijadikant pedon |

perbankan syar!

Al berdasarkatt:

sebut sesuai dengan

lenetapkan tatwa fe

Jan oleh LKS.

akad ter’

'ah berdasa vkan akad

Penetapatl produk

iqyvaan fjar
sewa-enyewa pembiayad J

e

295 Iy, h. 100.
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a. Frman Allah QS. Al-Zukhruf/43: 32:

b.

2"‘: D?Pa!‘iEtnen
7 fhid, h. 547,

20 F ol e J".’c, T

J—"h-;-'v.._.a—J_}

N

A G 4] Uy ST sy

T A

T0saes L“"‘J:"J-u 3 Ufw L3S n._qa.a_s

Terjemahannya: Apakah

© mereka  yang membagj-bag
rahmat Tuhanmu’? kami Tel

1 ah menentukan antara mercka
penghidupan mereka dalam kehidup

Telah me

- bnmggikan sebahagian mereka atas sebagian yang

aimn e era » ) (o &5
Pa  derajat, agar sebagian mereka dapat

mempergunal : i
& Kan sebagian yang lain. dan ralmat Tuhan-

mu lebih baik dari
baik dari apa yang mereka kumpulkan 296

an dunia, dan kami

Firman Allah QS. Al-Qashas/28: 2

= - da
-

Yy ""ﬂl- -7 A, T~ i o o
TR g Ol Spenl e Sl L pan 26
Terjemahannya: Salah seoray

berkata: 18 dari kedua wanita itu

"Ya bapakky ambillah |
. 1 1a sebagaj é
bekerja (pada kita), K enher

arena  Sesungguhn ’
i 1 a e T s s
paling baik yang kam ya orang yang

u ambil untylk bekerja a kit:
ialah orang yang Kuat lagi dapat d]percayau ;1~ e

Agama Rl Op.cit, h. 704,

C.

d.

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

s o 7 L4 3’

éli‘«iﬁ\,_}&«ll*uw)JUJL ot ”“U"u'
5 2amd o 50 B

ar berkata, Rasulullah saw.

m
a: Dari ‘Abdullah ibn U :
— a sebelum keringatnya

bersabda: Berikanlah upah pekerj

kering. i
at Abu Daud dari 5a tad ibn Abi Waqdas, 12 berkata:

Hadis riway.
|ij| ljl.r— 'L.u ;—’UUl L5J§“ L‘f
% u.b

P ndj\ J_}«»J ‘-6"‘1"”
2z o Al JLJ Js

w9 320 ) H,.a-'u ‘-st of U

)
ngan (baya-

nyewakan tanah de
ang kani

aka, Rasulullah melar:
tahkan agar kami

Artinya: Kami pernah me
ran) hasil pertanianny?, ns i
melakukan hal tersebut dan 111:1:1 it
nyewakannya dengan emas aia 1‘

ari Amr ibn Auf:

_Tirmizy da
i 11‘1WaymA1 b s
Hadis Nab TR i

PO, 1 ’Yi r“’ LM”J *‘J f
J % ] pu o aﬁa"l’ L‘"}"‘
R Ua:-:'" i r_é_!g} )‘“L“J

300 b‘f- |.>-i

me

1z 1,0 817
298 [ that Ibn Majah, opcit. ' 1,0, 277

7.
299 Lihat Abut Dawud, op.cit, Ju
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Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin
terikan dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram”,

[jma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-me-
nyewa.3C!

<. Kaidah Fikih
302“-_}3\;;&4&1 J,ufa_a-bljl ;L;itﬂ\_é(_}iaﬁt

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Fatwa tentang pembiayaan jarah dengan memperhatikan
pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pacda Hari
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000 dengan

ketentuan:303
Pertama: Rukun dan Syarat Jjarah
1) Pernyataan Jjab dan Qabul.
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi
sewa (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesee, pihak

yang mengambil mantaat dari penggunaan aset, nasabah).

«00 Lihat Abu Dawud, op.cif, Juz. 11, h. 327. al-Timi- : 14
bn Majah, opcit, Juz, 1L, b, 788, » . 827, al-Tirmizy, op.cit,, Juz. 111, h. 634-

s01 Lihat Abdul Ghafur Anshori, Op.cit. h

1 : : , Op.af, . 101,
02 Lihat A. Djazuli, Loc.cit. g
303 Lihat Abdul Ghafuy Anshori, Op.cit, h. 101,
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Obyek kontrak pembayaran (sewa) dan mantaat dari
penggunaan aset.

Manfaat dari penggunaan aset dalam jjarah adalah obyek
kontrak vang harus dijamin, Karen aia rukun yang harus
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
Sighat ijarah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang
berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain vang

equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS)

dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua

1)

: Ketentuan Obyek Jaraliio
Obyek fjarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan.
atau jasa.
Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.
Pementthan manfaat harus bersifat dibolehkan.
Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesual
dengan syariah.
Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa
untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa. .
Spesifikasi mantaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik.
Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesm?l y.ang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan

sewa dalam jjaral,

04 Ibid,, h, 101.
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8) Fembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9) Ketentuan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat
diwujudkan dalam ukuran wakiu, tempat dan jarak.

Kefiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembayaran jaralios
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

a) Menyediakan aset yang disewakan

b) Menanggung biaya pemeliharaan aset.

¢) Menjamin bila terdapat pemeliharaan aset.

d) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

a) Membayar sewa dan bertanggung-jawab untuk menjaga
keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai
kontrak.

b) Menangung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya
ringan (tidak materiil).

c) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena
kelalaian pihak penyewa dalam nenjaganya, ia ftidak
bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.

Kempat:306

Jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para

pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitra,

se Syari'ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah,

305 [he].
306 jhid., h. 102.
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o Akad Muntahiya bi al-tamlik

Akad Muntahiva bi al-tamlik adalah Akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan hak guna atau mantaat dari susz
barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan -ops1
pemindahan kepemilikan barang. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor: 27 /DSN-MUI/III/2002 teiltang
Al-ljarah Al-muntahiyah Bi Al-Tamlik dilatarbelakangi oleh: 37

1) Bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan
praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa-inenycwa yang
disertai dengan opsi pemindahaan hak milik atas benda yang
disewwa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

2) Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan
akad sewa-bei yang sesuai dengan Syariah

3) Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariali Nasional mcmand:mg
perlu menetaapkan tatwa tentang sewa-beli yz-mg se.su&;l
dengan syariah, yaitu akad Al-Tjarah Al-muntahiyah Bi Al-

T - ditadik maitl.
Tamlik atau al-fjarah wal al-igtina untuk dijadikan pedo
_ . wmfile berdasarkan:
Fatwa Al-Jjarah Al-muntahiyal Bi Al-Tamlik berdasarke

4. Firman Allah QS. Al-Zukhruf /43:32:

ks N
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Terjemahannya: Apakah mereka yang membagi-bagi Artinya: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum
rahmat Tuhanmu? kani Telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami
Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mem-
pergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.0s

muslimin, kecuali perjanjian yang wengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin
terikat dengan syarat-syavat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang

haram.

. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Abu Hurairah:
Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqgqash, ia

- ® 2 ’ v - R £ oo .
o I T T A Ao
berkata: :L:.LG ald) JL":' Al DI JU oS &
& " ,'s, F
PR L;,« s ﬁ. | ° “\’:_,,JI = . ¥ . z° ° ; 2 3l 13: :’ g oss 0 '._-p : { .;}
P J E”))J E = a,ﬁ%/ QJ';' Lo u"’)U\ L_b’_;g s Te = dofe Al L
o - - :.:, - ol }; ;, = ! 2 : i - [} %
: | L1z Hr B AT : dua bentuk akad sckaligus
o 3 el U'L”g oA JJ“““J Ul L ANE Artinya: Rasulullah melarang dua pentuk akad sekaligt
309 5P BE W% e eyl @ o E ik dalam satu objek.
e SRS N AR VHCSHIR U aly 23 ) g

, , d. Kaidah Fikil
Artinya: Kami pernah menyewakan tanah dengan (baya-

-0 1 29
4 r, ¥ g Bas manly et o i Lol
b $i.. 2 & G2 Ty Bk Vio 2 ashil ;L.,;Ul s Lol
ran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami g e Jdh Qo e ER T e O
melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami : k mu'amalah boleh
kan-nva d Artinya; Fada dasarnya, semua bentulk muraimat
menyewakan-nya dengan emas atau perak,

. e . dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkaniya.
b. Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Ayf:

WA ilkan surat dari Dewan
% 1 N Fatwa ini juga dengan memperhatikan surat dari D
i l ‘ le;. ke z - @ CI | o o B P 9_{ 5 ) e ) 1/2002 ter-
oy & . E g o ;l} } | Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAL/

| ’ . al permohonan fatwa dan pendapat
Hari Kamuis,

i 'LI_>- Lb R 8. g tanggal 17 Januari 2002 perih
jll‘i rj"' J.uyl)'_%_b“: N 8 b5 £ e o .
Ap Rl O gadally L~ Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada ¥

; arial

tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002, Dewan Syaria

a

HIG-L;1’J;_ J-;'

T’

#0% Departemen Agama RIL, Loc,cit
309 Abu Dawud, op.cit., Juz. It, h. 277
510 Lihat Abu Dawud, op.cit, Juz. 11 h
Tbn Majah, op.cit, Juz. 11, h. 788, o

i ) 4 ; i y srmizy, op.cit., Juz. T, h. 533.
92T al-Tinmizy, op.cit, Juz. 1, h. 65+ e Lihat Al-Nasay, op.cit, Juz. VI b 290 Ij?l-lrl 1&41,1;;.}’. R ’
alik, op.cit, Juz. 10, h. 665, Ahmad, op.cit, Juz. T, - #92
*12 Lihat A. Djazuli, Loc.cil.
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Nasional menetapkan fatwa tentang ljarah al-Muntahiyah Bi Al-
Tamlik dengan ketentuan: 313

Pertama: Ketentuan Umum
Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Semua rukun dan syarat yang beriaku dalam akad ijarah
(fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula
dalam akad al-lJjarah al-Muntahiyah bi al-tamlik.

2) Perjanjian untuk melakukan akad al-ljarah al-Muntahiyah bi
al-tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani.

3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang al-ljarah al-Muntahiyah bi al-tamlik

1) Fihak yang melakukan al-larah al-Muntahiyah bi al-tamlik

harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad

pemindahan pemilikan, baik dengan jual beli atau pem-
berian, hanya dapat dilakukan setelzh masd ijarah selesai.

2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad

jjarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila

Janji itu ingin dilaksanakan, maka harus adg akan pemindah-

an kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Ketiga:
1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi

, perse':lisﬂmn di antara para pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melaly; badan Avbitr

- ase syariall
setelah tidak tercapai kesep iy

akatan melaluj musyawarah.

313 Tihat Abdul Gh:Lfm'Anshori, Op.cit, h. 103-104
5 h.103-104,
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2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
5. Akad Qard

Akad gard adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah
dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana
vang diterimanva pada wakiu yang telah disepakati. Produk
Perbankan Syariah berdasarkan akad pinjam meminjam Af-qard
berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-
MUI/IX/2000 tentang al-Qard dilatar belakangi oleh: !4

1) Bahwa Lembaga Kenangan Syariah (LKS) disamping lembaga
komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang
dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

2) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang
dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui
prinsip al-gard, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan
dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang ielah
disepakati oleh LKS dan Nasabah.

3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa fentang akad al-gard,

untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Fatwa tentang akad al-gard berdasarkan:

‘14 Ibid, . 105.



a. Firman Allah QS. Al-Bagarah/2:282:
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Terjemahannya: Hai orang-orang yang heriman, apabila
kiu.nu permuamalah tidak secara funai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendak-
lah seorang penulis di antara kamu mcnuhskémwa
dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menullgkf“‘l'
nya sebagaimana Allah mengajarkannya, Rk hcndakl-a 1
ia menulis. dan hendaklah orang yang berhutang 1!;1
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itw), da.n hcndﬁ\]a-l
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan Jang_anla; 1‘?
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. ']_Ml'\i:i
berhutang ifu orang yang lemah akalnya aL:m ‘exhck_
(keadaannya) atau dia sendiri tidak nm.mpn 1ﬁnengc;1’n cm
kan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan deng

st St saksi dari
jujur. dan pet.‘snksikanlah dengan dua orang s

T v ika tak ada dua oang
orang-orang lelaki (di anfaramu). Jike

lelaki, Maka (boleh) scorang lelaki Ida.nl c?ua tllalli
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya )
seorang lupa Maka yang seorang \
janganlah saksi-saksi it enggan (member
apabila mereka dipanggil; dan janganlz ai batas
menulis hutang itu, paik kecil maupunl Pesar samp

L ih adil di sisi
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih 2

& i ]\c 1 611 4 I\Sl(. n d( n

. ) con .

kepada tidak (menimbulkan) keragual lah itu per
L ' 11 -

muamalahmu  itu), kecuali jike. TIOBIMEA

mengingatkaniya.
i keterangan)

kamu jemu
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c.

d.

dagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungzuhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu. 15

Firman Allah QS. Al-Ma’idah:5:1:

E dyme o8z, s

2520 15851 yals il L
Terjemahannya: Wahai orang-orang  yang
penuhilah agad-aqgad itus16

beriman,

Firman Allah QS. al-Bagarah/2:280:

PP L
e

'.‘.{’: .E’ P | _:."."-’ -7 o -
> 1 B3dad 0y B Ul 55 5700 33 € ol

&2
— ATl 4 A ]

Terjemahannya: Dan jika (orang yang berhutang it)
dalam kesukaran, Maka berilah fangguh sampai dia
berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik baginu, jika kany Mengetalhui.s17

Hadis-hadis Nabi Saw, antara lain:

415 Departemen Agama R1, Loc.cif
316 fprcd., h. 141.
517 Jpid., h. 59.
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Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Ber-
sabda: Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan-
nya di hari kiamat, .... dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudavanya. (HR.
Muslim)

i o) e Ao P
319 VL T -1“, LL:_(A
o2 g J
- aran) Y ilakukan
Artinya: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilak
. e ” IR.
oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (F

Jamaah)

n o -
> 9. 2

: ] PR
RPN [P ) b, 0 \ ! ‘
,»lli_d.j.gj_.‘.‘_;j a2 & J._?:J“ :l:-‘-).l s
aran) yang dilakukan

arga diri dan pem-
aud, Ibn Majah

Artinya: Menunda-nunda (pembay
oleh orang mampu menghalalkan h
berian sanksi kepadanya.(HR. Nasai, Abu D

dan Ahmad),

“'" Lihat Muslim, op.cit,, Juz. IV, h. 2074 L
Y Ibid, uz, 11, 1. 345, Muslim, op.cit., Juz. IV, . 1197.
““® Lihat Abu Dawud, op.cit., Juz. 1L, h. 537 Al-Nasay,
Maak, op.cil., Juz. 11, . 11. Ahmad, op.cit., Juz. IV, h. 222
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op.cit,, Juz. VI, h. 316.
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Artinya: Orz baik di
ya: Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang

yang paling baik dalam pe
mbayar
Bikhard), pembayaran hutangnya. (HR.

N . - ;
Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf

z

2 s o
. E o £
|

Jo R 5 Bl N s b g 2
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s —
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o F # E
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5 3 e

322 I_”" 7

y Fe Cti111alaﬂ dﬂp&t dllak-l'lkan d.l antara I
dle <aum

3 (ecuah pEldall'ldlall ﬂllg l‘llellgh.’:'ll‘allll\il 1
1 dan

1 engﬂﬂ S alat~8yal’at n]ereka ICCCI.la[i syarat a lg
lﬂeng 1A Err
1 y : 112 laraim.

f. Kaidah fikih

323C T g Lo
A o Sl A
rtinya: Setia i ’
et anp ]zltarl.g piutang yang mendatangkan
yang berpiutang, mugridh) adalah b e
a.

atwa tentang -
F aka ini
d al gard ini dengan menip hati
erhatikan

pendapat peserta r
peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional
sional pada hari

s21tAl-Bukhary, ap.cit,, |

i y ap.cit, Juz, 11 h, 80¢

o 322 Lihat Abu Dawud, op.cit., Juz Cif.lf\hrma

I 11‘%\;1’5'1];11,0;1.(:11‘._,‘1112. II, h. 788.’ 4 S
328 Lihat A, Djazuli, Op.cit,, h. 128.

7d, ;){J:]c‘tir.,‘l_llz. I, h. 476,
- al-lirmizy, op.cit, Juz. 11, h. 634.
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Se - » -
enin, tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2000 dengan

ketentuan:s2

Pertama: Ketentuan Ui al-Qard

1) Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mmugqiaridal) yang memerlukan.

2) Nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana

dipandang perlu.

Nasabah al-Qard dapat memberikan t

dengan sukarela kepada LKS selama t

ambahan (sunbangan)
idak diperjanjikan

(87
R

dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat
ada saat yang telah disep
a, LKS dapat.

mengembalikan sebagian atau

seluruh kewajibannya p akati dan

LKS telali memastikan ketidakmampuanity
aktu pengembalian, atau

a) Memperparjang jangka W
au seluruh kewajiban-

b) Menghapus (write orf) sebagian at

nyad.

Kedua: Sanksi
1) Dalam hal nasabah tidak men
balikan sebagian atau seluruh ke
karena ketidakmampuannya, LKS dapat te

unjukkan keinginan mengent-
wajibaniya dan bukan
njatubkan sanksi

kepada nasabal.

) - . o5

2) Sanksi yang dijatubkan
dimaksud butiv 1 dapat berupa d

perjualan barang jaminan.

kepada nasabah  schagaimana
an tidak terbatas pada

S e

821 L ihat Abdul Ghafur Anshot, Op.cit, h. 106-107.
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) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus

memenuhi kewajibannya secara penuh, 2) Bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah

satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

Ketiga: Sumber Dana
3) Bahwa agar prakick wakalah tersebut dilakukan sesuai

Dana al-qard dapat bersumber dari:

1) Bagian modal LKS; dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan

2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

S Z - . . - g
) .Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran Fatwa tentang wakalal berdasarkan:
infaqunya kepada LKS. ‘
a. Firman Allah QS. Al-Kahfi/18:19:
Keempat:

1) hka salah satu pihak ftidak menunaikan kewajibannya at: = :4-{:4 U-;Iﬁ Ja ?-;—:u l 3»' ozl g : SPOUNES]
jika terjadi perselisihan di antara para pihak ’“’aka) a au !

lesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase b a:ri I Penibl
tidak tercapai kesepakatan melalui mu.syawarahy .

o 21T 3 18 i o s G 1416 S
) Fatwa ini berl : bt :1-;--’ T Hoal ot o B mefR Y o2k 1
2 o 11( erlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan A9 Aty iJI e fﬁ?ﬁ (,_/::.\_:v- ey N.»J;
Jd- b em[fdlan hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
iubah dan disempurnakan sebagaimana mestiny ,

al

o Akad Wakalah

€2 29 gl z :” 1 Aze .-—, 4 -‘-,‘-’ Z. 1 \ ”.E '.35

O Ny Cabaledy we )2 ol Ll St G
ok &

Terjemahannya: Dan demikianlah kami hangunkan mere-

a di antara mereka sendiri.
a: sudah berapa

7
=0

Akad i
kad wakalalh adalah Akad pemberian kuasa kepada pene-

rima kuasa untul
¢ melaksanakan suatu tugas atas nama pembeti
C ¢ ~

kuasa. Fatwa D i -
WAl ezl Nasiop] Majelis Ulama Indonesia

Nomor: i
Nommor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dilatarbelak 2l
belakangi

ka agar mereka saling bertany
berkatalah salah seorang dli antara merek
)". mereka menjawab: "Kita

leh:825 o
Ot lamakah kamu berada (disini?
1) Bahwa dalam  rangka mencapai - suatu  tuj berada (disini) sehari atau setenzah hari". Berkaia (yang
1 A 3 atu -
diperlukan pihak lain untuk mewgkif; AR serns lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya
wakalah, yaitu pelimpahan kekyga akilinya melalui akad kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di
saan oleh sa . P 5 i a o
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan B el antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang

aklah dia lihat manakah makanan
ah ia membawa makanan

perakmu ini, dan hend

25 [hic, . 145, S
i, 343 yang lebih baik, Maka hendakl
itu untukmu, dan hendaklah ia perlaku lemah-lembut dan

244
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janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seo- menyembunyikan  persaksian. Dan parangsiapa yang

: 7 alah
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adale
1etahui
Firman Allah dalam QS. Yusuf/12:55: orang vang berdosa hatinya; dan Allah Maha meng

rangpun. 26

S T 2 5 G . apa vang kamu kerjakan.#
,’fj }J_‘]: !. “: .E :-)3” 'J’:.’ Tl W | ;JL_B
o e = L d. Firman Allah QS. Al-Ma'idah/5:2:
Terjemahannya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaha-
rawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang

yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" #27

5 ity iyl Tlele Zondl L2l

: s st
Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, penul
Firman Allah QS. Al-Bagarah/2:283: lah agad-agad it

F—

qrg"g.mﬁ"g 2 b P T Aes o fe 2= o B Hadic iadie Nabi antara lain:
s f"_mfﬁ L b 3 rJ);"-“ e j::.'.fo’!j €. Hadis-hadis Nabi antara lain:
S ha lg ) ’ o L.;.,.l.w r;'
A N” g1 ‘\-1-9 ﬂ.l. q.U‘ u w) J‘ JL--»J g oo
aUJl ~ 9 14.‘.._ni LJ'“J‘ (s.ﬂl 3_3__[3 L,.a_x_; u..o'l P_L“, ’ -- . -
o8 0 gt ol up gl g0 W e
e i o i - f
,-4,.13 ok WU = o -\-@-«-Ji 1,&&; Ty ‘ 15l

u!up J\.a..lb Q_LJ LlLaL\LSIJmU“JWJ}“J
B e UJL‘“"" Loy A 330 -,-);"‘

Terjemahannya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bet-
mu'amalah  fidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, Maka hendaklah yang dipercayai ity menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamy (para saksi)

sulullah
Artinva: Dari Sulaiman ibn Yasar bahwa Ra

untuk
mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorana Anshar

: 1t al- me
mengawinkannya dengan Maimunah  bir

: : keluar
sedang Rasulullah saw. berada di Madinah sebelum

(HR. Malik).

320 Degm};tcmc(? Agama RL, Op.cit, h. 404, qhh; ﬁ;}g’ i] ‘;21 142.
327 fhid., h. 326. it
Ibd, 330 lﬂmt Abu ‘Abdillah Malik ibn Anas, al-mm
al-Turas al-‘Arabi, tth), h. 348.

vatta’, Juz. 1 (Mesir: Dar Thya’
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Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki
dat.ang kepada Nabi saw. untuk menagih hutang kepad
beliau dengan cara kasar sehingga para sahabjt b pa"a
untuk “menanganinya”. Beliau bersabda Biarkalbl ia em};ldt
Pen.ﬁljk hak berhak untuk berbicam’; lalu qa;;ﬂse L?b
berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini 11;1f o
setalilun seperti untanya (yang dihutang itu) a\/1mmjr
me?uawab, Kami tidak mendapatkannya ke(.‘l,, ;J .
lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda: ﬁla'k .
kepadanya. Sesungguhnya orang yang paiin er; E_:;la}?
antara kalian adalah orang yang paling baikgd'ﬁ; 'dl
membayar. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah) e

-]

U
— -

1{? \

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

VU 0 Lo M LA e

JA ’U.;—(Jb-'l-b;?\f\ I‘nﬂul&uj.“l“_“ﬂ i
# Bl

m e o f
26 5

251 Lihat Al-Bukhary, op.cii
aqn 1 ] . If._, 7.
332 L jhat Abu Dawnud, é;.cz‘[luy =y,

248

b Maj S e L Juz 0L h 327, al-Tirmi :
1 Majah, op.cit,, Juz. 11, h, 788, ’ al-Tirmiz\y, op.cit., Juz. 1iI, h. 634

L

Artinya: Ferdamaian dapat dilakukan di antara kaum

muslimin. kecuali perdamaian yang menghararkan yang
halal atau menghalalkan yang haram;
at mereka kecuali syarat yang

atau menghalalkan yang

dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syar
niengharamkan  yang halal
haram.

pahkan memandangnya

[jma ulama atas bolehnya wakalah,
qwun (tolong-

» hal itu termasuk jenis
agqwa yang diperintahkan

el

sebagai sunnah, karen
menolong) atas dasar kebaikan dan t

oleh Al-Qui’an dan hadis®3?

—
—

Kaidah Fikih
‘ o . i i 2 j ‘ ’ 8 " Zi S "’E
2 b b fudn e B sl ealdl A
f:_j_;-,__,\ JL; uL._.';..L.\ J-*‘-i Ea su-b\jjl tL:.,\,-al,\ \ﬁ h)l,ﬂU-
semua bentuk muamalah boleh

Artinya: Pada dasatrmya,
mengharaimkannya.

dilakukan kecuali ada dalil yang
pendapat peserta

Fatwa tentang wakalah memperhatikan
nis, tanggal 8

vapat pleno Dewan Syarial Nasional pada hari Kar

Muharram 1421 H/ 13 April 72000 dengan letentuan:3%

Pertania: Ketentuan tentang Wakalalz

1) Pernyataan ijab dan qabul h

menunjukkan kehendak mereka

(akad).
2)  Wakalah dengan imbalan persifat me

arus dinyatakan oleh pihak untuk
contrak

dalam mengadakar k

ngikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.

R S —
535 ihat Abdul Ghafur Anshori, Op.cit, h. 146.

834 jhat A. Djazuli, Loc.cil.

485 ihat Abdul Ghafur Anshori, Op.cit., h. 146.
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Kedua: Rukun dan Syarat Wakalali
1) Syarat-syarat mmuwalkkil (yang mewakilkan). adalah:

a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak
terhadap sesuai yang ia wakilkan.

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat bagina
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah dan sebagainya.

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

a) Cakap hukum,

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

¢) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3) Hal-hal yang diwakilkan
a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
b) Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam
Ketiga:
Jika salah satu pihak tidak menunaikay kewajibannya atau

Jika texjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syar

kesepakatan melalui musyawarah.

6. Akad Kafalah

Pah setelah tidak tercapai

Akad kafalah adalah Akad pemberian jaminan yang diberi-
kan satu pihak kepada pihak lain, di nmang pemberi jaminan (kafi)

bertanggung-jawab atas pembayaran kernbali utang yang menjadi

hak penerima jaminan i g . :
pe J (mnakfirl). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

250

Majelis Ulama Indonesia Nonior: 1 1/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang
Katalal dilatarbelakangi oleh:#io
1) Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, sescorang
sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad
karalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung
(katii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban
pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, anshil). B
2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS
berkewajiban untuk menyediakan satu skera penjanunan
(katalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3) Bagwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan dengan
sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetap-
kan fatwa tentang kafalali untuk dijadikan pedoman oleh

LKS.

Fatwa tentang karalah didasarkan pada:

o™

Firman Allah QS. Yusut/12: 72

e iy pal o eay T RL3 LT i3 0 110

Ly, M 7

w ) et )

N —

' B i kata: "Kami
Terjemahannya: Fenyeru-penyeru itu  berkate g |
yang dapat mengembali-

kehilangan piala raja, dan siapa
(seberat) beban

kannya akan memperoleh bahan makanan

' . " 337
unta, dan Aku menjamin terhadapnya.

b.  Firman Allah Q8. Al-Ma’idah/5:2:

#v Lihat Abdul Ghafur Anshoti, Op.C. it.,, b 147,
837 Departemen Agama RL, Op.cit., h. 529.

[S*]
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ot
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Terjemahanya: Wahai orang-orang yang beriman, jangan-
lah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-
binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka

mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila

kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada
sesuatu kaum Karena mereka menghalangdlalangi kamu
dari Masgjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepa-
da mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalain
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Al
amat berat siksa-Nya 338

ah

348 i, h. 141-142,
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C.

Hadis Nabi riwayat Bukhari:
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Artinya: Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW.
lalu dihadapkan kepadanya jenazah seorang laki-laki
untuk disalatkan. Rasulullah SAW. bertanya, apakah ia
mem-punyai hutang? Sahabat menjawab: Tidak. Maka
beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan jenazah.
lain, Rasulullah pun bertanya, apakah ja mempunyal
hutang? Sahabat menjawab: Ya. Rasulullah berkata,
salatkanlah temanmu itu  (beliau sendiri tidak mau
mensalatkannya). Lalu  Abu Qatadah berkata, Saya
menjamin hutangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun
mensalatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari dari Salamah

ibn Akwa?).

* Lihat Al-Bukhary, op.cit., Juz. 11, h. 799.
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Sabda Nabi riwayat Muslin:

0 T‘}pjw|JL§bw|dj}jqﬁ\a
Artinya: Allah menolong hamba selama hamba menolong
saudaranya.

Hadis Nabi riwayat Al-Tirmizy dari Amr ibn Auf:

F
|~
'

;
"

z

T"’T\.,u}g.;; &l \.n Mn;:;;t;. )

s G !af

VU>- o7 o2 W L e ot Gis
341.[;5;_ J;_{

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.

Kaidah Fikih
B o W00 B gl e

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muw’amalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

A oises
o5 57

Ibn Majah, op.cit., Juz. 1I, 11 788.

#40 Lihat Muslim, op.cif,, Juz, IV h. 2074.
341 Lihat Abu I1awud op.cif. Ju? I h. 327, al-

342 Lihat A, Djazuli, Loruf

Mmizy, op.cit, Juz. 111, h. 634

Artinva: Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.

Fatwa tentang katalah ini dengan memperhatikan pendapat
peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kanus,
tanggal 8 Muharram 1421/13 April 2000 dengan ketentuan

sebagai berikut:344

Pertama: Ketentuan Umum Katalah
1) Pernyaiaan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad). |
2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee)
sepanjang tidak memberatkan.
3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh

dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Kafalah
1) Pihak penjamin (katid

a) Balig (dewasa) dan berakal sehat.

b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam
urusan hartanya dan rela (sida) dengan fangungat
katalah tersebut.

2)  Pihak orang yang berpiutang (Astl, Makfid ‘anl) |
a) Sanggung menyerahkan fanggunganiya (piutang)
kepada penjamin.
b) Dikenal oleh penjamin.
3) Pihak orang yang berpiutang (Makfiil [l
a) Diketahui identitasnya.
b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

:‘ Lihat A. Djazuli, Op.cit,, h. 33.
4 Lihat Abdul Ghafur Anshori, Op.cit., h. 148.
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c) Berakal sehat.
4) Obyek Penjaminan (Malktiil Bili)

a) Merupakan tanggungan pihak/ orang yang berhutang,
baik berupa uang, benda maupun pekerjaan.

b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

c) Harus merupakan piutang mengikat (lazim, yang tidak
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

d) Harus jelas nilai, jSumlah dan spesitikasinya.

e) Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbiirase Syari'ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Bentuk akad yang ditetapkan oleh fatwa MUI-DSN merupa-
kan prinsip dan ketentuan-ketentuan umum dalam melakukan
transaksi yang bertujuan untuk melangsungkan produk-produk
yang ditawarkan atau yang ada dalam Bank Syariah. Legalitas
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia secara hukum
dapat berlaku, karena penegasan legal formal tentang otoritas dan
mekanisme kepatuhan akan berlaku setelah adanya Undang-

undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

sebagaimana pasal 26 ayat 1-5. Apalagi fatwa tersebut sudah
tertuang dalam Peraturan Bank Idonesia (FBI), hanya ke depan
perlu secara kongkrit masuk dalam perundang-undangan Perban-
kan Syariah, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang
menganut hukum posistif, artinya hukum dapat berlaku jika diatur
dalam Undang-undang yang diakui negara. Di sisi lain %atwa MUI
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bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan perundang-
undangan yang mengikat.
Kaidah vang dipakai fatwa DSN-MUL ini adalah kaidah

bidang mu’amalah; #+5

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Dan kaidah ini sejalan dengan hadis yang diriyawatkan At-

Tirmidzi:

>

g
r

o ¥ - P Sy o @ e, o .’]:J J‘h,
‘ , "“?' ¢ Us & -!l =)o ;51'9 JJW/ j
’ s
Lal >~
<
i imi i : arat-syarat yan
Artinya: Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
i -ngharamkan yan
mereka buat kecuali syarat yang mengharanmkan yang
halal atau menghalalkan yang haran.
is ini i i ra setia
Dari kaidah dan hadis ini dapat dipahanu bahwa “cp
' i us : minggalkan
transaksi yang dilakukan adalah harus halal dan n 331
- Jyuatan vang halal yang
segala yang haram. Ada alasan mengapa perbuatan yang yang

harus dilakukan:

g - rezeki dengan
1) Bahwa Allah memerintahkan untuk mencari rezeki deng

cara yang halal.
2) Pada harta yang halal akan timbul keberkahan

45 Lihat dalam A. Djazuli, Loc.cit.



3) Pada harta yang halal mengandung mashlahali, yaitu sesuatu
yang ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau mem-
batalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka
niencapai tujuan syara’, yaitu memelihara jiwa, agama, akal,
harta benda dan keturunan.

4) Pada harta yang halal akan membawa pengaruh positit bagi
perilaku manusia.

5) Pada harta yang halal melahirkan pribadi yang istigamah,
yaitu yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketak-
waan, keikhlasan dan keadilan.

6) Pada harta yang halal akan membentuk pribadi yang zahid,
wira’i, gana‘ah. santun dan suci dalam segala tindakan.

7) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamul,

berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

Hal-hal di atas lah yang menjadi tujuan perilaku dalam
bertransaksi, berinvestasi sehingga mvestasi, transaksi yang dilaku-

kan bermanfaat bagi siapa pun, baik bagi pelaku yang bertransaksi
maupun masyarakat.

Kaidah bidang muamalah ini juga menunjukkan bahwa
berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampal
ada dalil yang melarangnya, Namun demikian kaidah-kaidah
umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harys diperhati-
kan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah uwmugm yang ditetapkan syara’
dimaksud di antaranya:

1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam

rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa ber-

perinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi
tindakannya. (lihat QS.al-Zariyat/51:56)
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3)

4)

Selurul tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai
kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak
terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai Khalifah
Allah di bumi ini. (lihat QS.al-Bagarah/2:30)

Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan
kemaslahatan masyarakat.

Menciptakan keadilan, sehingga tidak ada unsur peng-
aniayaan dan kezaliman dalam bertransaksi.

Menciptakan kebebasan, dalam transaksi tidak ada pemak-
saan, pelaku kontrak bebas dalam melakukan perjanjiannya,
namun kebebasan ini ditkat dan dibatasi dalam ketentuan

syariah.



Bagian Kelima
PENUTUP

Perbankan Syariah di Indonesia digulirkan dengan ide untuk
bertransaksi aman, dan syar’i bagi masyarakat Islam. Kelahirannya
di Indonesia termasuk lambat, sejak isu dimunculkan pada tahun
1940-an baru pada tahun 1992 berdiri bank Muamalat. Regulasi
yang mengatur tentang gagasan dan konsepnya terimplemntasi
dalam Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,
kemudian pada Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 perubahan
terhadap Undang-undang RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

serta Undang-undang RI Nomor 21 talun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Di samping Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah produk dan akadnya menjadi wewe-

nang MUI-DSN yang tertuang dalam Peraturan Bank ndonesia.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank syariah, dan unit usaha syariah,

mencakup kelem-
bagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya sesnai dengan prinsip Islam (hukum Islam),

vaitu transaksi yang tidak riba, haram, gharar, zalim dan maisyir.

Filosofi lahirnva perbankan syariah adalah pengharaman
riba dalam transaksi yang ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu surah
al-Bagarah/2: 275-281, Ali Imran/3: 130, Al-Nisa’ /4:160-161
dan ar-Rum/:39. Ayat-ayat tersebut terdapat persoalan riba, surah
al-Bagarah/2:275-281 penjelasan rinci mengenai haramnya riba,
pelarangan terhadap riba, dan peringatan untuk tidak memakan-
nya. Surah Ali Imran/3:130 membicarakan pelarangan memakan
riba yang berlipat ganda, dan Allah menyeruh manusia untuk
bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan dapat memberikan
keuntungan. Surah al-Nisa'/4;160-161 membicarakan bahwa
Allah telah mengharamkan riba, baik yang banyak maupun sedikit.
Pada ayat ini juga diberitakan bahwa Allah felah menghukum
orang-orang Yahudi yang memakan riba. Surah ar- Rum/:39 Allah
telah memberikan isyarat akan buruknya riba. Lahirnya perbankan
syariah juga diisyaratkan secara tekstual dalam konstitusi Ulezmg-
undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Avat 2 ini ditafsirkan
dengan nyata bahwa bagi pemeluk agama dapat menjalankan
syariafnya. Pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadahnya
tidak hanya melaksanakan ibadah semata, tetapi juga hm‘.'s
menjalankan bidang muamalah. Kondisi umat Islam _\'3113”1113“1
melaksanakan ibadah muamalahnya secara syar’i mewajibkan

untuk mendirikan perbankan non riba.

Kedudukan perbankan syariah dalam tafa hukum perbankan
nasional diatur secara mandiri pada Undang-undang Nomor 21.
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Namun perlu dicermati
dan dikritisi politik perbankan nasional dan Bank Indonesia hanya



menjalankan sesuai kebutuhan pasar, sehingga dari pembinaan
implikasi  kebutuhan perbankan syariah belum sepenuhnya
terlaksana.

Undang-undarg Nomor 21 tahun 2008 tentang Ferbankan
Syariah menjadikan rujukan sistem, produk dan akad pada Bank
Syariah di Indonesia, Namun pada kenyataannya tidak semua
produk digunakan ini sesuai kebutuhan dan permintaan nasabah,
bahkan nasabah tidak mengetahui isi dan pemahamannya, oleh
karena itu, pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap
produk, akad, sistem bank syariah wajib untuk dilaksanakan.,
karena produk dan akad perbankan syariah merupakan ajaran
Islam yang terimplementasi pada aspek muamalah yang merupa-
kan kewajiban bagi setiap masyarakat Islam untuk melaksanakan-
nya.
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PERBANKAN
SYARIAH

DI INDONESIA TEORI DAN FAKTA

Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat kuat dan penting,
ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai Pembina dan pen-
gawas. Karena itu, sangat memungkinkan Bank Indonesia dapat
mengatur segala aspek yang menyangkut kelembagaan bank sya-
riah, padahal'bank syariah memiliki spesifik kelembagaan.

Untuk membangun bank syariah dari sisi aspek kebutuhan umat
Islam yang menginginkan kehadiran kelembagaan yang dibangun
dari aspek spiritual. Hal tersebut dapat dibuktikan lambatnya pem-
bangunan infrastruktur dan industri syariah di lapangan, di mana
operasional bank syariah sering distandarkan dengan bank kon-
vensional padahal bank syariah yang masih muda perlu pengem-
bangan, terutama pada modal.

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya-
riah sudah seharusnya memperhatikan tata pengelolaan antara
perbankan dan nasabah serta produk-produk dan akad yang dilak-
sanakan. Karena sangat berbeda perbankan syariah dengan per-
bankan konvensional, yang hanya bersifat komersial semata, se-
dangkan perbankan syariah merupakan ajaran syariah yang di
implementasikan dalam dunia bisnis dan komersil. Dalam bank
syariah aspek legalitas akad sangat diperhatikan, karena meru-
pakan rukun dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, sudah
seharusnya akad-akad yang berlaku di dalam Undang-undang RI
Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah diuraikan dalam
fatwa DSN-MUI tercantum dalam Undang-undang, sehingga
Undang-undang tersebut dapat dilihat secara utuh. Semua fatwa
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DS.N)TMUI ten-
tang produk dan sistem perbankan syariah, harus diterjemahkan

ke dalam peraturan Bank Indonesia.
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